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Sekapur Sirih 

 
alam kesempatan yang baik ini, tiada ungkapan lain yang 
pantas dan patut untuk diuntaikan oleh penulis, atas 
curahan rahmat,  izin, ridho dan barokah dari Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dengan segala 
pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan, penulisan 
buku ini akhirnya dapat dirampungkan, dengan judul: "Dimensi 
Politik Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Telantar Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan".  

Pada bagian sekapur sirih ini, sebelumnya penulis me-
nyampaikan hal-hal pokok atas hasil yang telah dianalisis dalam 
buku ini yaitu: Terkait dengan konstruksi pengaturan hukum 
dalam konteks penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, 
terutama dari sisi proses pembentukannya (law making process), 
harus merujuk dan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila 
sebagai Dasar Negara, pandangan hidup Bangsa dan Negara, 
jiwa dan kepribadian bagi seluruh Bangsa dan Negara Indonesia 
(philosophy of paradigm), berdasarkan kepada amanat dan 
perintah norma-norma hukum yang terkandung dalam konstitusi 
Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip 
Indonesia adalah Negara hukum (yuridical of paradigm). Untuk 
selanjutnya, dalam bagian ini dapat disim-pulkan bahwa dalam 
tataran peraturan perundang-undangan yang sifatnya organik 
bahwa pengaturan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam 
hal pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
penulis berpendapat sudah cukup memadai, sebagaimana diatur 
dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya    
sebagaimana ditetapkan dalam     Pasal 10 yang  mengatur tentang 

 

iii 

norma hukum penelantaran tanah, dan selanjutnya pengaturan 
hukum tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
dimaksud juga telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
pendayagunaan Tanah Telantar dan berdasarkan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar. 
Dalam pada itu, disimpulkan penulis berkenaan dengan proses 
pembentukan hukum (law making process), khususnya menge-
nai pelaksanaan/implementasi penertiban dan pendayagunaan 
tanah telantar tersebut, untuk menganalisis beberapa per-
masalahan yang dibentangkan dalam buku ini, penulis ber-
ketetapan hati untuk menetapkan grand theory sebagai pisau 
analisis, adalah dengan menggunakan teori Jeremy Bentham, 
yang terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme). 

Terkait dengan implementasi khusus mengenai pelaksanaan 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di Kabupaten 
Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, secara singkat dapat diabs-
traksikan penulis yaitu: bahwa terkait dengan dimensi konstruksi 
paradigma politik hukum dalam hal melaksanakan penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar, khususnya di wilayah 
Kecamatan Bintan Timur tersebut, khususnya ditujukan kepada 
aparat penyelenggara dalam pelaksanaannya harus menge-
depankan dan/atau mengutamakan untuk melaksanakan secara 
konsisten dan bertanggung jawab, atas tiga pilar sebagai  
fondasi yang pokok, yaitu:  

- berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila (philosophy of para-
digm) sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
sekaligus sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian 
bangsa dan negara Indonesia;  

- harus berdasarkan amanat dan perintah norma hukum dan 
pasal-pasal terkait sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(constitutional of paradigm); dan  

D 
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- harus pula berdasarkan dan sekaligus mengutamakan 
penerapan prinsip dan ciri bahwa Indonesia adalah negara 
hukum (yuridical of paradigm).  

Untuk selanjutnya, pada bagian ini penulis menyampaikan 
perihal konstruksi kesimpulan dan saran berikutnya, khusus 
terkait dengan pengaturan hukum dalam hal melaksanakan 
penertiban dan penanggulangan tanah telantar itu, pengaturan 
hukumnya sudah cukup jelas dan memadai, yaitu sebagaimana 
yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan 
Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Peme-
rintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, 
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indo-
nesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban 
Tanah Telantar. Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas 
pelaksanaannya di daerah dalam hal melaksanakan program 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, harus didukung 
pula dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara 
khusus mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, 
yang diterbitkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dimana 
tanah telantar itu berada, tentu dalam hal ini Perda yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Jika hal yang 
demikian dapat dilaksanakan secara konsisten, bertanggung 
jawab, terus-menerus dan berkelanjutan oleh pihak penye-
lenggara dalam hal menangani penertiban dan pendayagunaan 
tanah telantar khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur, 
diharapkan hasilnya akan memberikan kontribusi yang positif 
dan konstruktif, guna mendorong percepatan pertumbuhan eko-
nomi kerakyatan di wilayah Kecamatan Bintan Timur-Kabupaten 
Bintan tersebut.  

Lebih lanjut disampaikan penulis, bahwa dalam kesempatan 
yang baik ini, tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima 
kasih yang mendalam terutama penulis tujukan wabil khusus 

kepada kedua orang tua kandung penulis yaitu Alm. H. M. Ilyas 
Lubis dan Almarhumah Hj. Sabikem yang selama hidupnya   
telah membimbing penulis. Demikian juga, penulis sampaikan 
ucapan terima kasih kepada kedua mertua penulis yaitu Alm.    
H. Muhammad Nasir Lubis dan Almarhumah Hj. Halimah Lubis 
yang selama hidupnya telah memberikan dorongan semangat 
kepada penulis.  

Sejalan dengan hal di atas, penulis haturkan juga ucapan 
terima kasih kepada semua guru-guru penulis mulai dari Sekolah 
Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan wabil khusus penulis 
haturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor 
Disertasi Doktor S3 Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana, 
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang penulis 
tujukan kepada yang sangat terpelajar Prof. dr. Chairuddin P. 
Lubis, DTM&H., Sp.A. (K) yang pada saat itu sebagai Rektor 
Universitas Sumatera Utara yang telah memimpin Sidang Ujian 
Terbuka Disertasi penulis di hadapan Senat Guru Besar 
Universitas Sumatera Utara yang telah dipertahankan oleh 
penulis pada tanggal 29 Mei 2004 yang lalu, dan dalam hal ini 
sekaligus penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada 
Promotor dan Co-Promotor Disertasi penulis dimaksud yaitu 
masing-masing kepada yang sangat terpelajar Alm. Prof. Dr. 
Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., selaku Promotor, kepada 
yang sangat terpelajar Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., dan Prof. 
Dr. Lili Rasjidi., S.H., S.Sos., LL.M. masing-masing sebagai      
Co-Promotor. Lebih lanjut, penulis haturkan juga terima kasih 
kepada Tim Penguji dalam Sidang Terbuka Ujian Disertasi 
penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada yang terpelajar 
Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., dan juga kepada yang terpelajar 
Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., serta yang terpelajar Dr. Syafruddin 
Kalo, S.H., M.Hum., yang keduanya saat ini telah menjadi Guru 
Besar (Profesor/Prof) pada Fakultas Hukum Universitas Suma-
tera Utara, yang atas kesemuanya telah membimbing dan 
menghantarkan penulis dalam upaya menyelesaikan dan lulus 
dengan hasil cumlaude dalam menjalani Pendidikan Doktor S3 
Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, 
Universitas Sumatera Utara. 
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Untuk selanjutnya, pada bagian akhir kata pengantar ini 
untuk selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih 
yang sangat mendalam terutama penulis sampaikan yang 
terhormat Bapak Dr. H. Rusli Bintang sebagai Pembina Yayasan 
Griya Husada Batam Qq Universitas Batam, yang selama ini  
telah memberikan pelecut semangat dan kontribusi yang luar 
biasa baik moral maupun materiil. Demikian pula, penulis 
haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jemmy 
Rumengan, S.E., S.H., M.M. sebagai Ketua Pengawas Yayasan 
Griya Husada Batam, yang selama ini tiada hentinya memberikan 
dorongan semangat kepada penulis untuk melakukan percepatan 
penyelesaian penulisan buku ini.  

Sejalan dengan hal ini, penulis juga menghaturkan ucapan 
terima kasih khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Novirman 
Jamarun, M.Sc. selaku Rektor Universitas Batam, dan rekan 
sejawat para Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Batam, demikian pula ucapan yang sama penulis 
tujukan kepada seluruh Mahasiswa dan civitas akademika 
Fakultas Hukum Universitas Batam yang telah memberikan 
dorongan semangat untuk merampungkan penulisan buku ini. 

Dalam kesempatan ini pula penulis haturkan ucapan terima 
kasih terutama penulis sampaikan kepada isteri tercinta Hj. 
Haneda Lubis, S.Sos. yang selama ini begitu sabar dan tegarnya 
menghadapi kesibukan penulis guna merampungkan penulisan 
buku ini. Dalam pada itu, hasil karya akademik atas penulisan 
buku ini penulis persembahkan dan hadiahkan kepada anak-
anakku tersayang yaitu dr. Lydia Irtifany Lubis, M.Ked. (OG),  
yang saat ini sedang menjalani dan menuju semester akhir pada 
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bagian kandungan 
(Obgyn) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara 
dan anakku dr. Friska Meutia Lubis yang saat ini sedang fokus 
mengurus dan merawat anak pertama Qiana Adeeva Zen 
sebagai cucu pertama dari penulis, serta anakku si bungsu   
Mhd. Noer Ibrahim Lubis yang saat ini sedang fokus menjalani 
semester akhir pada Program Studi Pendidikan Dokter di 

Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, 
dan buku ini juga penulis persembahkan sebagai hadiah kepada 
cucu tersayang Qiana Adeeva Zen tersebut.  

Atas telah dirampungkannya penulisan buku ini, dalam 
kesempatan ini penulis sampaikan bahwa penulisan buku ini di 
beberapa titik konten analisisnya mungkin di sana sini masih 
terdapat ketaksempurnaan, maka di atas keadaan demikian 
penulis sebagai hamba yang doif dan tidak luput dari segala 
kesalahan untuk itu penulis haturkan permohonan maaf yang 
mendalam dan harapan penulis mudah-mudahan atas hasil 
penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif 
dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum 
Agraria-Pertanahan. Dalam pada itu, penulis juga menghaturkan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama penulis 
tujukan kepada sejawat penulis di dunia pendidikan tinggi    
yang merangkap selaku Pemimpin Penerbit PT. Alumni Bandung, 
Bapak Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., yang telah berkenan 
membantu penulis untuk menerbitkan buku ini. 

 
Wassalam 

Hormat Penulis, 
Batam, Oktober 2015 

ttd 

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. 

NIDN:  1007046102. 
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Pendahuluan 
 

A.   LATAR BELAKANG 

ema sentral yang akan disajikan oleh penulis dalam buku 
ini, adalah dengan mengangkat dan sekaligus membentang 
dalam satu judul buku, yaitu: Dimensi Politik Hukum 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Guna 
Mewujudkan Negara Berkesejahteraan. Jika dilakukan  
verifikasi terhadap tatanan kalimat sebagaimana yang ter-
maktub dalam konstruksi judul buku tersebut, paling tidak      
ada beberapa variabel pokok yang terkandung di dalamnya. 
Beberapa variabel pokok itu, adalah tatanan kosakata: dimensi 
politik hukum, penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
dan Negara berkesejahteraan. Memerhatikan dua variabel yang 
bersifat pokok yang termaktub dalam tatanan dan konstruksi 
judul buku tersebut yaitu dimensi politik hukum penertiban     
dan pendayagunaan tanah telantar, adalah merupakan dua pilar 
dan jangkar yang bersifat penting dalam upaya mewujudkan 
Negara berkesejahteraan. 

Berkenaan dengan konstruksi judul di atas, terutama 
analisisnya yang difokuskan kepada konteks penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar, hal ini sesungguhnya perihal 
pengaturan hukumnya telah diatur dan diamanatkan secara 
tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazimnya 
dalam tataran praktis di lapangan undang-undang ini sering 
disebut, disingkat serta  dituliskan dengan UUPA.  

 
1 

Keberadaan undang-undang ini terutama dari perspektif historis 
adalah merupakan hasil yang gemilang dan fundamental dari 
para pendiri bangsa. Hasil perjuangan dimaksud, sekaligus 
mengandung esensi yang sangat mendalam dan fundamental, 
yaitu merupakan suatu titik kulminasi dari bangsa Indonesia 
yang ingin melepaskan dari belenggu pemerintah kolonial 
Belanda melalui rezim domein verklaring di bidang keagrariaan-
pertanahan. Melalui paradigma domein verklaring, Belanda me-
netapkan bahwa seluruh hamparan bidang tanah di Indonesia 
sebagai bagian wilayah yang dijajah, ditetapkannya juga bahwa 
tanah di Indonesia itu, sebagai  tanah  milik raja Ratu Wilhelmina 
di Belanda. Paradigma politik hukum Belanda yang sangat me-
nyesatkan yang kenyataannya telah meraup hasil bumi dari 
tanah ibu pertiwi bangsa Indonesia itu, diatur dan ditetapkan 
dalam suatu produk pengaturan hukum di bidang Agraria, yang 
paradigmanya sudah barang tentu dibuat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan bidang Agraria yang berlaku di negeri 
Belanda. Produk pengaturan hukum Agraria produk pemerintah 
kolonial Belanda itu pada saat itu ditetapkan berdasarkan  
Agrarische Wet   (Stb.1870, No.55).     

Dengan paradigma domein verklaring yaitu tanah adalah 
milik raja, pemerintah kolonial Belanda, menguras sebagian 
besar potensi bangsa dan negara Indonesia khususnya sumber 
daya di bidang agriculture dan perkebunan. Kenyataan empiris, 
terutama  dalam perspektif sejarah dan telah terbukti, bahwa 
Pemerintah kolonial Belanda melalui pelaksanaan paradigma 
domein verklaring  tersebut yang norma pengaturan hukumnya  
ditetapkan dalam agrarisch wet tersebut, dalam durasi dan  
kurun waktu sekitar tiga setengah abad lamanya telah melu- 
mat, dan menguras sebagian besar sumber potensi nasional 
sebagaimana yang telah diutarakan penulis tersebut.  

Masih dalam perspektif sejarah yaitu dengan melakukan 
kilas balik dalam tatanan historis atas lahir dan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai pilar dan tonggak 
politik hukum agraria nasional, maka dalam konteks mema-  
hami masa lalu ide dan konsepsi UUPA dan kemudian dengan 

T 
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menghubungkannya dengan konteks sekarang yaitu dalam 
perspektif melakukan upaya falsifikasi dan sekaligus verifikasi, 
sesungguhnya saat ini keberadaan UUPA dimaksud apakah 
masih relevan dengan kebutuhan waktu dan masa depan, 
dan/atau sebaliknya? Berkenaan dengan pertanyaan mendasar 
dan futuristik itu bahwa sesungguhnya ide dan konsepsi UUPA 
dimaksud, adalah merupakan pilihan akhir dari berbagai ide dan 
konsepsi hukum agraria mengenai tanah, baik hal itu yang 
dipelopori oleh golongan ahli hukum yang pada saat itu 
mengedepankan hukum adat di satu pihak, dan pada pihak    
lain yaitu golongan yang mengedepankan hukum barat, yaitu 
konsepsi hukum Perdata/BW (Burgerlijk Wetboek) pada pihak 
lainnya. 

Dalam pada itu, dijelaskan kondisi yang terjadi saat itu, 
terutama yang berhubungan dengan keadaan yang ada ya-     
itu yang berkaitan dengan pilihan-pilihan hukum yang harus 
diputuskan. Bagaimanapun sulitnya untuk melakukan pilihan      
di antara keduanya, yaitu dengan keadaan itu memang           
harus dipilih, apakah semata-mata berdasarkan hukum adat, 
dan/ataukah pilihannya didasarkan kepada hukum barat, serta 
pilihannya dilakukan dengan jalan kompromi diantara kedua 
pilihan politik dan hukum dimaksud. Terkait dengan hal ini, 
bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh kedua belah pihak 
tersebut dapat ditelusuri pada sejarah hukum seperti apa yang 
terjadi di Eropa Barat, yaitu antara penganut aliran kodifikasi 
dengan aliran sejarah. Relevan dengan konteks ini, terutama 
apabila dianalisis dalam perspektif filsafat hukum, hal tersebut 
tercakup pada permasalahan apakah hukum itu merupakan    
the command of the sovereign ataukah merupakan refleksi 
kebutuhan riil dari masyarakat yaitu yang berwujud kebolehan, 
larangan maupun suruhan? 

Dalam pada itu, khusus terkait dengan hal disebutkan pada 
bagian di atas, bahwa debat itu berlanjut dengan persoalan 
pilihan antara masyarakat yang diinginkan, apakah meng-   
inginkan terwujudnya masyarakat yang berdasarkan falsafah 
individualisme ataukah kepentingan umum yang diutamakan. 

Terkait dengan hal, terutama pasca terbentuknya UUPA dan 
perkembangan masyarakat setelah UUPA diterapkan hingga 
sekarang akan memberikan gambaran yang lebih jelas apakah 
ide dan konsepsi UUPA tersebut untuk masa sekarang perlu 
ditinjau kembali, jika perlu mengadakan perubahan subs-
tansinya atau mengadakan re-intepretasi terhadap ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam norma-  
norma hukum dan/atau pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
yang lazimnya disebut, disingkat dan dituliskan dengan UUPA 
tersebut. 

Masih relevan dan/atau terkait dengan konten yang di-
jelaskan pada bagian di atas, untuk selanjutnya dalam bagian 
berikut ini  dipandang perlu juga diintegrasikan dengan dimensi 
konsepsi dan/atau ide dasar, tentu yang berhubungan dengan 
pelaksanaan proses pembentukan UUPA dimaksud, yang dalam 
hal ini, ketika Soepomo membacakan pidato Diesnya pada 
tanggal 17-3-1947 di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada 
Yogyakarta, Ia mengajukan persoalan yang harus dipecahkan 
terlebih dahulu dalam merancang Undang-Undang Agraria baru, 
yakni soal dualisme hukum. Ia berpendapat bahwa dalam 
mengadakan kesatuan hukum yang ditetapkan bagi segala orang 
perlu menerobos (doorbreken) hak-hak yang berdasarkan hukum 
adat dan dimana perlu menyimpang pula dari peraturan hukum 
tanah dalam Burgerlijk Wetboek (Hukum Perdata Barat). 

Berkenaan dengan pemikiran Soepomo ini yang bekerja     
di kalangan ahli hukum baik hal itu yang bekerja di dalam dan   
di luar pemerintahan, yaitu seperti para ahli hukum seperti  
Gouw Giok Siong, R. Wiradiputra, Wirjono Projidikoro telah 
menyumbangkan pikiran masing-masing mengenai bagaimana 
corak hukum agraria baru yang akan disusun tersebut. Demi-
kian juga Notonegoro telah menyumbangkan pendapatnya           
yang bersifat filosofi terhadap masalah tersebut. Dalam pada   
itu, terutama dari kalangan pemerintah penyusunan hukum 
agraria baru diserahkan kepada panitia atau kementerian yang 
menghasilkan Rancangan Undang-Undang seperti Panitia Yogya, 
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Panitia Agraria Jakarta, Kementerian Agraria, Panitia Agraria 
Soewahjo, rancangan Soenarjo, dan rancangan Soedjarwo. 
(Achmad Sodiki, 2013).  

Dalam pada itu, bahwa secara ideologis UUPA merupakan 
pencerminan tekad dan kemauan bangsa yang sepenuhnya ingin 
melepaskan belenggu penindasan, anti penjajahan dalam segala 
bentuknya serta anti modal asing. Dalam posisi ini, UUPA 
hanyalah salah satu saja dari sejumlah undang-undang yang 
menyimpan sifat anti modal asing. Semangat anti penjajahan 
dan modal asing ini berakumulasi dengan sikap politik, yakni saat 
Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung 
pada tahun 1955 untuk mencapai kemerdekaannya. Situasi    
dan keadaan ini dimatangkan dengan tindakan pemerintah 
menasionalisasi perkebunan-perkebunan Belanda (asing) yang 
ada di Indonesia, dan pembatalan perjanjian KMB. Dasar idiologi 
demikian dapat menyatukan langkah politis dan kesatuan bangsa 
yang merupakan masalah rawan pada saat itu.  

Masih dalam tatanan dan konstruksi pemikiran yang bersifat 
paradigmatik, yaitu dalam konsteks melakukan analisis terhadap 
keberadaan UUPA tersebut dan hal ini diintegrasikan dengan 
sifat yang melekat di dalam struktur norma hukum yang 
terkandung di dalam UUPA tersebut, menurut pendapat penulis 
bahwa sifat yang melekat dalam produk hukum UUPA tersebut 
adalah sifat yang populis dan humanis, serta keberadaan UUPA 
itu nantinya, yaitu ketika diimplementasikan pengabdian pun-
caknya adalah untuk-dan demi "manusia dan kemanusiaan", 
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait 
dengan hal ini, bahwa sifat populis yang dimaksudkan adalah 
pemihakan yang kuat kepada kepentingan rakyat petani. 
Pemihakan ini dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal yang berisi 
pelindungan kepada rakyat dari praktik-praktik kesewenang-
wenangan penggunaan tanah, yang mengandung unsur 
pemerasan. Contoh konkret mengenai norma hukum ini hal 
mana dapat diperhatikan dalam tatanan konstruksi yang 
diamanatkan dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 7,    
Pasal 10, Pasal 13, Pasal 24 dan Pasal 53 UUPA tersebut.  

Sejalan dengan hal yang telah disajikan penulis pada bagian 
di atas, bahwa ciri yang melekat secara khusus di dalam norma 
hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal UUPA 
tersebut, juga diindikasikan adanya hasrat yang kuat guna 
menampilkan identitas asli bangsa yang tercermin dari pene-
tapan hukum adat sebagai hukum agraria nasional, hal ini secara 
tegas diatur dan diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 UUPA. 
Terkait dengan keberadaan dan status hukum Pasal 5 UUPA 
dimaksud, hal ini adalah merupakan kemenangan golongan  
yang pro pada pemberlakuan kaidah-kaidah hukum adat  
sebagai landasan yang sifatnya paradigmatik konstitusional 
(constitutional of paradigm) sebagai salah satu landasan politik 
hukum agraria yang bersifat fundamental, dari pada golongan 
untuk dan guna meneruskan pemberlakuan hukum barat, dan 
hal ini sudah dijelaskan penulis pada bagian di atas.  

Relevan dengan penjelasan di atas, bahwa dalam konsteks 
pemberlakukan UUPA itu dalam praktiknya secara empiris di 
lapangan, semua konsepsi hukum yang lama mulai gugur, dan 
tentu dalam hal ini tekanan idiologi diletakkan pada kepribadian 
nasional dan penerus revolusi. Walaupun demikian, penetapan 
hukum adat sebagai salah satu landasan yang bersifat strategis 
dan fundamental dalam konstelasi hukum agraria nasional, hal 
ini pada kenyataannya tetap menimbulkan perbedaan pendapat 
di kalangan para sarjana. Perbedaan itu berkisar pada masalah 
hukum adat yang mana atau yang bagaimana yang dijadikan 
dasar tersebut. Terkait dengan hal ini, juga dapat disampaikan, 
sejatinya UUPA itu sebagai undang-undang yang modern yang 
bersifat nasional, tepati kenyataannya di lapangan, ternyata 
yang muncul adalah tindakan dan/atau hubungan-hubungan 
bersifat yang transaksional. Dengan keadaan seperti ini, tentu 
esensi keberlakukan hukum adat dalam spektrum pengaturan 
ke-agrariaan terjadi benturan, sebagaimana diketahui bahwa 
dalam konteks hukum adat, bahwa segala bentuk  hubungan-
hubungan atas tindakan dan/atau perbuatan hukum sese-   
orang terhadap  hak atas tanah, sejatinya adalah  yang bersifat 
"magis". Dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka segala 
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sifat yang melekat dalam prinsip-prinsip hukum adalah yang ada 
hubungan dengan hak atas tanah, secara praktis operasional, 
akan terjadi suatu benturan hukum dan hal ini sekaligus akan 
memunculkan permasalahan dan/ konflik yang terkait dengan 
pelaksanaan UUPA tersebut.  

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa di dalam 
konstruksi norma hukum yang terkandung di dalam UUPA itu 
juga ditegaskan secara eksplisit khusus mengenai jiwa dan 
persaturan yang bersifat nasional. Dalam hal ini ukuran-ukuran 
yang dipakai tidak lagi mencerminkan sifat kedaerahan, 
kesukuan akan tetapi paradigma hukum yang dibangun bahwa 
telah terjadi persamaan hak yaitu antara pria dan wanita dalam 
konteks memperoleh atas suatu hak tanah. Untuk selanjutnya 
juga telah ditancapkan suatu paradigma yang permanen yaitu 
dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepen-
tingan pribadi walaupun tanpa menghilangkan akar dan nilai 
nasional. Sebaliknya aturan-aturan agraria dapat diterapkan 
kepada semua orang tanpa melihat asal, suku, agama, jenis 
kelamin dan kasta.  

Dalam pada itu, sifat dan karakter yang dibangun dan 
ditancapkan melalui tatanan dan konstruksi norma-norma hu-
kum yang dikonstruksikan dalam pasal-pasal UUPA itu adalah 
peneguhan dan sekaligus pengutamaan, bahwa kekuasan 
negara, dititik beratkan untuk memberikan penguatan kepada 
kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat dan hal ini 
tentunya sekaligus meminggirkan kepentingan yang bersifat 
perorangan. Dalam hal ini, bahwa kekuasaan Negara, hanya 
diberikan dan/atau hanya mendapat otorisasi sebatas hak 
menguasai, bukan hak untuk memiliki atas keberadaan hak atas 
tanah di muka bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Mengenai Hak Menguasai Negara ini (HMN) ini secara tegas dan 
tuntas sudah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 UUPA meliputi 
baik terhadap tanah yang telah ada haknya, maupun terhadap 
tanah yang sudah ada haknya. Dalam hal ini, hak menguasai 
negara itu ini bahwa negara seakan-akan menjadi induk hak-hak 
keperdataan lainnya, karena dari hak penguasa ini tentu dalam 

perspektif hak menguasai negara dapat menciptakan hak milik, 
hak guna usaha dan sebagainya yang dapat dipunyai oleh 
seseorang.  

Terkait dengan penjelasan di atas, jika konsep hak me-
nguasai itu beranjak dari konsep hak ulayat, maka hubungan 
hukum antara hak ulayat dengan hak milik bukan nebeng tetap 
untergeordned, sebab bagaimanapun juga hak milik hidup dan 
punah dalam wadah hak menguasai. Inilah manifestasi dari 
ketentuan yang bersifat paradigmatik konstitusional sebagai-
mana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menegaskan secara konkret dan eksplisit bahwa disebut-
kan bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-        
besar kemakmuran rakyat. Dalam konstruksi dan tatanan            
norma hukum yang terkandung di dalam UUPA, yaitu dengan 
menderivasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar dimaksud, 
untuk selanjutnya melahirkan tatanan norma hukum bahwa 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut pendapat 
penulis bahwa norma yang ditancapkan dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, 
sekaligus merupakan jangkar dan/atau pilar utama, dalam 
konstelasi politik hukum Bangsa dan Negara Indonesia yaitu 
sebagai paradigma politik hukum mendasar dengan meletak-  
kan fondasi sebagai politik hukum demokrasi perekonomian   
dan kesejahteraan sosial di Indonesia.   

Relevan dengan hak menguasai negara itu, menurut pen-
dapat penulis norma hukum yang dikonstatir dalam Pasal 2 
UUPA tersebut, secara paradigma filosofis adalah merupakan 
pertanggung jawaban dari keseluruhan nilai-nilai Pancasila 
sebagai Dasar Negara, sebagai pandangan hidup, dan jiwa serta 
kepribadian bangsa dan Negara Republik Indonesia (philosophy 
of paradigm). Terkait dengan hal ini hal tersebut juga sekaligus 
merupakan bentuk pertanggung jawaban konkret atas amanat 
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dan perintah norma hukum sebagaimana yang telah diatur, dan 
ditetapkan secara tegas dalam konstitusi Negara yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (constitutional of 
paradigm). Sedangkan dalam dimensi yang bersifat pertanggung 
jawaban terhadap paradigma yuridis (yuridical of paradigm), 
bahwa norma hukum yang dikonstatir dalam Pasal 2 UUPA 
dimaksud juga merupakan pertanggung jawaban bahwa 
Indonesia adalah sebagai Negara hukum.  

Berdasarkan hal-hal yang sifatnya fundametal dan 
paradigmatik, khususnya terkait dengan beberapa hal pokok 
sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas, dan yang 
terkait dengan aspek dan/atau dimensi yang bersifat para-
digmatik atas konstruksi norma hukum di dalam pengaturan 
hukum paradigma politik hukum mengenai kebijakan keagrarian-
pertanahan di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, dan khususnya hal ini untuk 
selanjutnya akan diintegrasikan oleh penulis dengan substansi 
penting dengan beberapa variabel yang akan dilakukan analisis 
dalam judul ini, yaitu dengan variabel konstruksi paradigma 
politik hukum, yang berhubungan dengan upaya penanggu-
langan dan pemberdayaan tanah telantar, guna mempercepat 
terwujudnya negara berkesejahteraan.   

Kembali kepada tema sentral sebagaimana yang tercantum 
dalam salah satu variabel penting dalam buku ini, yaitu fokus 
analisisnya adakan dititik berat penulis pada konteks pe-
nanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar, tentu dalam 
bagian latar belakang ini sebelumnya penulis akan menyajikan 
beberapa konten dan/atau substansi yang bersifat pokok dan 
fundamental, dengan membaginya dalam dua pendekatan yaitu 
pendekatan yang difokuskan kepada pendekatan yang bersifat 
pengaturan hukumnya, dan kemudian aspek kedua akan analisis 
penulis, hal-hal yang bersifat empiris operasional, yaitu mengapa 
masih terjadi dan terdapatnya keadaan hamparan bidang tanah 
yang secara eksplisit tanah itu ditelantarkan dan tidak diusahai 
dan/atau digunakan oleh para pemegang haknya. 

Subtansi lain yang akan dijelaskan penulis dalam bagian latar 

belakang ini juga akan dibahas mengenai salah satu faktor 

penyebab terjadinya suatu keadaan tanah yang ditelantarkan itu, 

terutama seperti yang terjadi di Kota Batam, yang keadaan ini 
terjadi menurut asumsi penulis disebabkan tentang status dan 

keberadaan atas hak tanah di Kota Batam, yang sebagian besar 

hamparan bidang tanahnya berstatus Hak Pengelolaan (HPL) 

yang oleh Negara dalam hal ini tentu pemerintah pusat di 

Jakarta diberi otorisasi dan mandat sebagai pemegang haknya 

diberikan kepada Badan Pengusahaan (BP Batam) Batam. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat 

penulis titik letak dan sebagai salah satu penyebab yang do-
minan atas keadaan tanah telantar yang terjadi serta terdapat   

di wilayah Kota Batam, bahwa selama ini manajemen tata 

peruntukan dan alokasi penggunaan lahan dan tanah khususnya 

yang hak dan penguasaannya dikuasai oleh Badan Pengusahaan 

Batam (BP Batam) dengan status Hak Pengelolaan (HPL)        

itu, terutama terhadap satuan bidang tanah yang telah di-      

distribusikan serta dialokasikan kepada pihak ketiga lainnya, 

untuk kegiatan pembangunan di bidang jasa dan industri     
serta untuk kepentingan kawasan permukiman dan perumahan, 

pada kenyataannya secara empiris di lapangan kerapkali tidak 

langsung dilaksanakan kegiatan pembangunannya bahkan dite-

lantarkan. 

Atas terjadinya penelantaran hak atas tanah yang dimaksud 

tentu hal itu akan menimbulkan kesenjangan dan sekaligus 

ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di Kota Batam, 

terutama bagi masyarakat yang masih memerlukan atas ke-
butuhan untuk tapak lahan pemukimannya. Dalam situasi dan 

keadaan seperti ini, tentu hal itu dapat menimbulkan kegun-

cangan paradigma (shock of paradigm) dalam pranata sosial 

kehidupan masyarakat di Kota Batam, yaitu semakin tumbuh 
berkembangnya ibarat jamur dimusim penghujan, yaitu dengan 

banyaknya tumbuh dan berkembang para penghuni Rumah Liar 

(Ruli) ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Batam. 
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Keadaan ini menurut penulis sudah bertentangan dan/atau 

paradoks dengan maksud serta tujuan yang semula Kota Batam 

didesain sebagai Kota jasa, industri perdagangan yang didukung 

dengan keindahan serta kelestarian lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

Pada sisi lain, keadaan dan situasi yang timpang se-
bagaimana dimaksudkan penulis di atas, dan jika dihubungkan 
kepada norma hukum yang telah diatur dan ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 
10, juga hal itu menurut penulis sangat bertentangan secara 
yuridis formal. Dalam Pasal 10 undang-undang UUPA tersebut, 
yaitu: dalam ayat (1), bahwa setiap orang dan badan hukum 
yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 
diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan 
mencegah cara pemerasan. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan 
pula bahwa pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) 
pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 
Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut ditegaskan pula bahwa 
pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) pasal ini 
diatur dalam peraturan perundangan. 

Relevan dengan penjelasan diatas, yang analisisnya 
diintegrasikan dengan substansi yang bersifat paradigma dalam 
perspektif filosofi (philosophy of paradigm), khusus terkait 
terhadap manajemen pengaturan, mengenai persediaan, per-
untukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, oleh Pasal (14) 
UUPA dimaksud, kepada negara diperintahkan untuk membuat 
suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan 
terhadap satuan dan hamparan hak bidang tanah di Indonesia. 
Norma pengaturan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 14 
tersebut, ditegaskan: dalam ayat (1) pasal undang-undang ini 
ditegaskan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 
10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangaka sosialisme 
Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:  
a. untuk keperluan Negara;  
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 

lainnya, sesuai dengan ke-Tuhanan Yang Esa;  
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 

kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;  
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 

peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;  
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi 

dan pertambangan.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut ditegaskan 
dalam ayat (2) Pasal 14 dimaksud, yang menegaskan bahwa 
berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) ini mengingat 
peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah 
mengatur persediaan, sesuai dengan keadaan daerah masing-
masing. Dilanjutkan dalam ayat (3) pasal tersebut, ditegaskan 
pula bahwa Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam 
ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, 
mengenai Daerah Provinsi dari Presiden, daerah Kabupaten/Kota 
dari Gubernur Provinsi, dan daerah Kecamatan dari Bupati/ 
WaliKota yang bersangkutan. 

Menyimak dari norma yang dikonstatir dalam Pasal 14 UUPA 
yang dimaksud, terutama analisisnya dilakukan dalam pen-
dekatan yang sifatnya praktis operasional yaitu terkait dengan 
pelaksanaan dimensi manajemen pembangunan secara nasional 
khusus yang dihubungkan dan/atau direlasikan dengan mana-
jemen atas pembuatan suatu rencana umum mengenai per-
sediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang 
angkasa sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa kepada bangsa dan Negara Indonesia, sejatinya upaya yang 
harus dikerjakan oleh pemerintah yang khususnya diberikan 
tugas oleh UUPA tersebut adalah sejatinya untuk-dan demi 
kepentingan manusia dan kemanusiaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu terhadap hal-hal yang 
bersifat fundamental yang analisisnya dihubungkan dengan 
penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar, menurut 
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pendapat penulis adalah merupakan salah satu topik mendasar 
terkait dengan kewajiban pemerintah untuk segera mengatasi 
segala bentuk kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi 
terhadap satuan hak bidang tanah yang pada kenyataan nya di 
lapangan ditelantarkan oleh para pemegang hak nya. Hal ini 
dimaksudkan penulis sekaligus merupakan suatu penjelasan 
yang mendasar bahwa kewajiban untuk membuat rencana 
mengenai persedian, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan 
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, memang sesungguhnya tugas tersebut merupakan 
beban dan tanggung jawab pemerintah. 

Kembali kepada topik dan tema sentral yang dibahas dalam 
buku ini, yaitu dengan Konstruksi judul buku yang akan 
dibentangkan dan dianalisis penulis ini judulnya adalah: 
(Badudu-Zain, 2001), "Dimensi dan Postulat Politik Hukum 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Untuk Men-
dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di 
Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Menyimak dan 
memerhatikan konstruksi judul buku dimaksud, menurut 
pendapat penulis sebelumnya ada beberapa variabel yang 
sifatnya fundamental untuk dijelaskan penulis. Merupakan 
(Ronny Kountur, 2003) variabel yang sifatnya mendasar adalah 
yang terkait dengan kosakata dimensi dan postulat politik 
hukum, dan variabel berikutnya adalah yang terkait dengan 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Dimaksudkan 
dengan pengertian Dimensi adalah merupakan bagian yang 
penting dari sesuatu hal tertentu. Untuk selanjutnya dapat 
dijelaskan bahwa kosakata Postulat dapat diartikan yaitu sebagai 
dasar pijakan dan/atau pedoman dalam hal mengerjakan 
sesuatu. Sedangkan pengertian Politik Hukum secara singkat dan 
padat dapat dijelaskan, bahwa politik hukum seperti apa yang 
dipakai dan/atau yang tidak dipakai oleh suatu negara dalam 
upaya mewujudkan cita-cita nasionalnya sebagaimana yang 
telah diamanatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. 
Dengan memerhatikan beberapa pengertian sebagaimana    
yang telah dijelaskan tersebut, maka yang dimaksud dengan 
pengertian Dimensi dan Postulat Politik Hukum adalah: me-

rupakan bagian tertentu yang sifatnya mendasar, terutama 
dikaitkan dan/atau direlasikan dengan politik hukum seperti apa 
yang akan dipakai dan/atau yang tidak dipakai, khususnya da-
lam upaya untuk melakukan (Maria S.W. Sumardjono, 2001) 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar untuk men-
dorong percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan khusus-
nya yang ada dan terdapat serta terjadi di wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau. 

Pada bagian berikut ini dan agar mendapatkan pengertian 
yang utuh dan komprehensif atas bentangan dan konstruksi 
judul buku di atas, maka akan dijelaskan penulis hal-hal yang 
berkenaan dengan pengertian secara yuridis formal atas 
substansi penertiban  dan pendayagunaan  tanah telantar di 
wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara 
etimologis, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian tanah 
telantar adalah satuan hamparan bidang tanah yang tidak 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemegang haknya. 
Terkait dengan hal ini dapat dijelaskan bahwa definisi secara 
konkret mengenai tanah telantar itu tidak dan/atau belum di- 
atur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2010, Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, 
akan tetapi definisi mengenai tanah telantar ini diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah 
Telantar. Mengenai definisi tanah telantar dalam Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia itu, 
definisi tanah telantar itu diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 
angka 6, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan  
tanah telantar adalah: tanah yang sudah diberikan oleh Negara 
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah 
yang tidak diusahakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya.  

Meskipun dalam produk peraturan perundang-undangan   
itu khususnya mengenai pengaturan hukum berkaitan dengan 
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penertiban dan pendayagunaan tanah telantar khususnya 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 tersebut belum jelas dan konkret 
pengaturannya, dengan keadaan yang demikian menurut 
pendapat penulis untuk sementara sudah dapat digunakan 
sebagai dasar pengaturan hukumnya mengikuti dan berpedo-
man kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara 
Penertiban Tanah Telantar. Hal ini dimungkinkan, karena secara 
hierarki dan/atau tata urutan peraturan perundang-undangan 
perihal pelaksanaan secara teknik tentang penertiban dan 
pendayagunaan  tanah telantar itu, memang sudah dimandatkan 
untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepada Badan 
Pertanahan Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2010, Tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar sebagai-     
mana yang dimaksudkan pada bagian di atas. Terkait dengan 
dimaksud pada bagian ini penulis akan melakukan analisis 
singkat terutama dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatik 
sebagaimana yang tercantum di dalam konsiderans Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Telantar tersebut.  

Relevan dengan hal tersebut di atas, apabila diperhatikan 
tatanan dan konstruksi konsiderans menimbang sebagai-     
mana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2010, Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Telantar, dapat dikonstatir yaitu: bahwa berdasarkan Pasal 27, 
Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah 
hapus antara lain karena ditelantarkan. Kemudian, dijelaskan 
pula bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan 
(Satjipto Rahardjo, 2014) kesenjangan sosial, ekonomi, dan 
kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, 
sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendaya-
gunaan  tanah  telantar. Terkait dengan hal ini, lebih lanjut 
dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, 
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, tidak 

dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar sehingga perlu dilakukan 
penggantian, dan berdasarkan pertim-bangan dimaksudkan pada 
bagian di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Relevan dengan 
hal tersebut, pada bagian ini penulis merilis secara singkat    
yaitu merupakan bagian yang pokok atas penerbitan dan 
pendayagunaan tanah telantar itu, adalah berkenaan dengan 
konstruksi terminologi atas objek penertiban tanah telantar 
tersebut, yaitu: objek penertiban tanah telantar meliputi tanah 
yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak 
Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 
dikuasakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya.  

Khusus mengenai tempat lokasi penelitian dalam konteks 
menyelesaikan penulisan buku ini, penulis memilih lokasi 
penelitiannya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. 
Sebagai (L.J. van Apeldoorn, 2001) justifikasi dan/atau per-
timbangan mengapa penulis memilih dan/atau menetapkan 
lokasi penelitian di Kabupaten Bintan tersebut, salah satu 
pertimbangannya bahwa Kabupaten Bintan ditetapkan penulis 
sebagai lokasi penelitian dalam menuntaskan penulisan buku ini 
satu diantaranya bahwa Kabupaten Bintan sudah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 1 Tahun 2017, 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2017-2037 yaitu sebagai salah satu daerah industri dan 
pariwisata yang sangat strategis di wilayah pemerintahan 
Provinsi Kepulauan Riau. Terkait dengan pemberlakukan Perda 
Provinsi Kepulauan Raiau Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, pada 
kenyataannya secara empiris di lapangan, masih berkesesuaian 
dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan 
Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bintan 2011-2031. Merupakan isu strategis untuk 
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wilayah Kabupaten Bintan yaitu masih tingginya atas peluang 
dan potensi sumber daya yang dimilikinya, berkenaan dengan 
posisi geografis Bintan sangat dekat dengan Kota Batam sebagai 
kota yang sudah berkembang yang telah didukung dengan 
sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup memadai, 
dan disamping itu Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber 
daya ekonomi yang cukup dominan dan strategis yang meliputi 
Industri dan pariwisata, potensi sumber daya kelautan dan 
perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis pada bagian 
di atas, khususnya yang terkait dengan (Oloan Sitorus dkk, 
1995) dasar pengaturan hukum mengenai penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar itu, sejatinya telah diatur dan 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Ten-
tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazimnya 
disingkat dan ditulis dengan UUPA, sebagaimana yang telah 
diamanatkan dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40. Penga- 
turan yang telah ditegaskan dalam Pasal 27 pada intinya 
substansi pokok yang diatur adalah berkaitan dengan hapus-  
nya hak tanah status Hak Milik, yang menyebutkan bahwa Hak 
Milik hapus bila: 

a.  tanahnya jatuh kepada Negara:  
1.  karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;  
2.  karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  
3.  karena ditelantarkan;  
4.  karena ketentuan pasal 21 ayat (3) pasal 26 ayat (2); 

b. tanahnya musnah. Dalam pada itu dijelaskan dalam Pasal 
34, yang menegaskan bahwa Hak Guna Usaha hapus 
karena:  
1.  jangka waktunya berakhir; 
2.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat yang tidak dipenuhi;  

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wak-
tunya berakhir;  

d.  dicabut untuk kepentingan umum;  

e.  ditelantarkan; 

f. tanahnya musnah;  
g.  ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2). 

Lebih lanjut, dalam Pasal 40 ditegaskan bahwa Hak Guna 
Bangunan hapus karena:  

a.   jangka waktunya berakhir; 

b.   dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 
sesuatu syarat tidak dipenuhi; 

c.   dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu 
berakhir; 

d.   dicabut untuk kepentingan umum; 

e.   ditelantarkan; 

f.   tanahnya musnah; 

g.   ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).  

Relevan dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut dalam    
hal ini penulis menjelaskan, bahwa pada kenyataanya di la-             
pangan bahwa di Kabupaten Bintan, terutama di wilayah 
Kecamatan Bintan Timur, sebagian besar hamparan bidang                      
hak atas tanahnya yang ditelantarkan, tidak dimanfaatkan dan/ 
atau diusahai oleh para pemegang haknya. Satuan bidang   
tanah yang ada dan terdapat di wilayah Kecamatan Bintan Timur 
dari jumlah bidang tanah yang sudah diberikan haknya oleh 
Negara tentu dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bintan, berdasarkan hasil verifikasi penulis ke lapangan secara 
kasat mata hamparan bidang tanah yang ditelantarkan oleh para 
pemegang haknya cukup luas. Estimasi penulis, dengan melihat 
keadaan di lapangan tersebut, luas tanah (wawancara dengan 
Abd.Wahid, Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Bintan, pada 
hari kamis, 7 Agustus 2015, pukul 15:15WIB di Bintan) yang 
ditelantarkan sekitar 15.000 ha (lima belas ribu hektar). Dengan 
situasi dan keadaan yang demikian, karena telah terjadi ketim-
pangan (gap phenomena) yaitu antara apa yang seharusnya 
diperintahkan dan/atau diamanatkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan (das sollen), dengan apa yang terjadi 
(Satjipto Rahardjo, 2002) di lapangan (das sein) tidak sesuai, 
yaitu dengan terjadinya penelantaran tanah khususnya di 
wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut. 
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Dari aspek pengembangan dan pembangunan wilayah di 
Kabupaten Bintan, sesungguhnya di wilayah Kecamatan Bintan 
Timur itu, tentu berdasarkan keputusan politik sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 
2012-2031 dimaksud, khusus untuk wilayah Kecamatan Bintan 
Timur itu sejatinya  telah direncanakan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Bintan sebagai daerah pengembangan industri, 
pariwisata, dan agro industri baik itu di bidang perikanan, 
pertanian, perkebunan dan peternakan.  

Terkait dengan penjelasan di atas, dan diintegrasikan 
dengan teori yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis 
untuk membedah dari beberapa permasalahan yang akan 
dibentangkan dalam buku ini, dengan menyesuaikan terhadap 
beberapa variabel pokok yang sekaligus merupakan tema sentral 
dalam buku ini, maka menurut pendapat penulis teori yang tepat 
dan berkesesuaian penulis akan menggunakan teori Jeremy 
Bentham, yaitu teori kebahagiaan (utilitarianisme). Berkenaan 
dengan hal ini, terutama dalam hal penetapan dan penggunaan 
teori Bentham dimaksud sudah sangat relevan, justifikasi 
dan/atau dasar pertimbangannya sudah linear dengan tujuan 
puncak atas hasil penulisan buku ini, yaitu dalam rangka 
mendorong percepatan untuk terwujudnya peningkatan ekonomi 
kerakyatan bagi masyarakat di Kabupaten Bintan, atas segala 
upaya yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh Pemerintah 
terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
khususnya yang berada dan terdapat di Kecamatan Bintan 
Timur. Sehubungan dengan situasi dan keadaan sebagaimana 
yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, sekali lagi 
penulis menjelaskan atas  keadaan demikianlah yang mendorong 
keinginan dan hasrat penulis untuk melakukan penelitian dan 
menulis buku ini, dengan asumsi dan/atau hipotesis jika peme-
rintah segera secara fokus untuk segera melakukan langkah-
langkah yang proaktif, terus-menerus dan berkelanjutan dalam 
melaksanakan semua kebijakan pertanahan mengenai pener-
tiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, maka sekali 

lagi penulis menegaskan bahwa hal itu akan mampu mendorong 
kepada upaya percepatan untuk terwujudnya peningkatan 
ekonomi kerakyatan khususnya bagi warga masyarakat yang 
tinggal, berada dan bermukim di khususnya di wilayah Keca-
matan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.  

B.  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN    

  Dalam pokok bahasan ini, untuk selanjutnya penulis akan 

melakukan analisis hal-hal yang berkenaan dengan identifikasi 
yang merupakan permasalahan pokok dalam kontek penang-
gulangan  dan  pemberdayaan  tanah  telantar. 

Secara etimologis, yaitu dalam arti untuk mencari makna 
terlebih dahulu atas pengertian identifikasi dimaksud. Dalam 
perspektif etimologis bahwa kosakata etimologis, kata dasarnya 
adalah Identify yang mengandung arti meneliti, menelaah. 

Dengan demikian, secara singkat identifikasi adalah sebagai 
upaya dan/atau kegiatan dalam usaha untuk mencari, me-
nemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat 
segala data dan informasi yang ada dan terdapat secara empiris 
di lapangan. Dalam kaitan ini secara intensitas tentu dalam 
perspektif identifikasi dimaksud dari sisi kebutuhan data dan 

informasi yang diperlukan, dapat dikategorikan dalam dua aspek, 
yaitu kebutuhan yang terasa dan bersifat mendesak serta 
kebutuhan terduga yang bersifat tidak mendesak.  

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa fungsi dan 
tujuan identifikasi adalah merupakan kebutuhan guna me-

ngetahui berbagai masalah atas kebutuhan segala data dan 
informasi yang diinginkan dan merupakan tuntutan masyarakat. 
Dalam pada itu dapat pula dijelaskan bahwa untuk mengetahui 

sumber data dan informasi dari berbagai sumber pendukung 
tentu yang berkaitan dengan segala kebijakan yang sudah, dan 
yang akan dikerjakan Pemerintah berkenaan dengan upaya 

penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar. 

Masih seputar makna identifikasi sebagaimana tersebut 

terutama dihubungkan dengan maknanya secara fungsional, 
maka fungsi dari kegiatan identifikasi tersebut lebih lanjut dapat 
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digunakan dan/atau dikembangkan oleh pemeritah terutama 
untuk melaksanakan segala upaya dalam hal pelaksanaan 
penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar, yang salah 
satu tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan tentu hal ini dapat memberikan kontribusi 
kepada percepatan untuk memberhasilkan cita-cita dan tujuan 
Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi 

Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang secara tegas dan permanen tercantum dalam 
alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar dimaksud, 
yang pada intinya hal itu juga sekaligus untuk mewujudkan 
Negara berkesejahteraan. 

Relevan dan terkait dengan hal sebagaimana yang 

dimaksudkan oleh penulis pada bagian di atas, tentu masih 

sekitar konten yang dibahas penulis yaitu topik identifikasi 
tersebut, maka dengan telah dipahaminya pengertian fungsi dan 
tujuan atas kosakata identifikasi tersebut, untuk itu dalam hal ini 

penulis akan melakukan semampu penulis, yaitu berkenaan 
identifikasi atas pelaksanaan dan upaya yang telah, dan sedang 
serta yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan 
persoalan pokok mengenai penanggulangan dan pemberdayaan 
tanah telantar di Indonesia, khususnya terhadap situasi dan 
keadaan beberapa hamparan satuan bidang hak atas tanah 

telantar, yang pada kenyataannya ada dan terjadi di wilayah 
Kota Batam. Terkait dengan hal ini, khusus pada bagian di 
bawah ini untuk selanjutnya penulis akan menyajikan pemaparan 
analisisnya secara singkat dan padat terhadap identifikasi hal-hal 
yang bersifat pokok atas terjadinya permasalahan tentang 
penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar dimaksud. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dikaitkan dengan 
hasil verifikasi yang telah dilakukan penulis di lapangan, khusus 
terhadap terjadinya peristiwa hukum mengenai tanah telantar 

tersebut, hal itu dapat diidentifikasi penulis sebagaimana yang 
penulis sajikan analisisnya secara runtut dan disebutkan pada 
bagian di bawah ini.   

Pengaturan Hukum Belum Memadai 

Dalam bagian ini, penulis melakukan identifikasi terhadap 
munculnya persoalan terlambat dan sulitnya untuk segera 
menuntaskan penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar 
itu, menurut pendapat penulis dalam kenyataannya di lapangan, 
yaitu terjadi dan disebabkan oleh pengaturan hukum yang belum 
memadai, dalam penegakan hukum yang bersumber kepada 
sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam rangka 
pelaksanaan hukum positif (positivisme), guna meneguhkan 
tegaknya prinsip Indonesia adalah sebagai Negara hukum. 
Dimensi khusus mengenai perlu dan pentingnya penyiapan 
pranata hukum yang kuat dan komprehensif dalam konteks 
penegakan hukum untuk dalam upaya menanggulangi dan 
memberdayarakan tentang situasi dan keadaan tanah yang 
ditelantarkan oleh para pemegang haknya menurut pendapat 
penulis merupakan suatu keniscayaan. Artinya penyediaan 
perangkat peraturan perundang-undangan itu merupakan salah 
satu sifatnya yang pokok dan fundamental.  

Berkenaan dengan analisis di atas, bahwa hal ini secara 
teoretik konseptual dapat dijelaskan terutama dalam pendekatan 
dan upaya Indonesia untuk meneguhkan suatu paham negara 
hukum, artinya dalam posisi ini posisi dan kedudukan perangkat 
pengaturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai 
penanggulangan dan pemberdayaan tanah telantar memang 
seyogyanya harus dibuat dan ditetapkan dalam undang-undang. 
Esensi yang dimaksudkan penulis itu, juga sejalan dengan 
komitmen bangsa dan negara Indonesia bahwa dalam konteks 
melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) harus 
mengutamakan penerapan hukum positif yang diatur dalam 
sistem hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai 
dengan stufenbau theory yaitu  merupakan teori terkenal dari 
Hans Kelsen. 

Dalam pada itu, terutama dikaitkan untuk menelaah bagian 
pokok atas teori yang dikemukakan Hans Kelsen itu, sebelumnya 
akan dijelaskan penulis pengertian kosakata daripada teori itu 
sendiri. Kosakata teori, secara etimologis arti teori, yang asal 
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katanya dari bahasa latin yaitu theoria mempunyai arti dan 
makna suatu perenungan, yaitu thea artinya cara atau hasil 
pandang. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan teori 
adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (realitas in 
abstracto), yang dibangun dengan maksud serta tujuan untuk 
menggambarkan reflektif fenomena yang dijumpai di alam 
pengalaman, yaitu alam yang tersimak bersaranakan panca 
indera manusia atau lazimnya disebut dengan realitas in 
concreto. Dalam kaitan ini sekaligus diintegrasikan dengan 
makna teori dalam perspektif hukum. Menurut J.J.H. Bruggink 
menegaskan tentang konstruksi dan pengertian teori hukum, 
yang dikatakannya teori hukum pada hakikatnya merupakan 
suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan 
sistem konseptual aturan-aturan hukum, dan sistem tersebut 
untuk sebagian yang penting dipositifkan.  

Terkait dengan konstruksi pengertian teori hukum itu,   
lebih lanjut disebutkan oleh Arief B. Sidharta pada prinsipnya 
memberikan defenisi yang hampir serupa mengenai teori hu- 
kum itu. Dikatakannya bahwa teori hukum adalah suatu disiplin 
ilmu hukum yang secara kritis dan dalam perspektif inter-
disipliner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum baik itu 
secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam 
konsepsi teoretisnya maupun pengejawantahan praktisnya, 
dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik 
dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan yang tersaji dan 
kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Dalam hal ini 
lebih lanjut dikatakan oleh Arief B. Sidharta tersebut, bahwa teori 
hukum yang dipelajari adalah teori hukum alam dan teori 
hukum.  

Relevan dan kembali kepada postulat pemikiran Hans 
Kelsen, sepemahaman penulis bahwa Hans Kelsen adalah 
seorang pelopor dari paham hukum positif (positivisme). Paham 
hukum positif (positivisme) ini adalah suatu aliran yang telah 
mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di 
berbagai negara sejak abad XIX. Penganut paham dan/atau 
aliran ini, akan senantiasa menggunakan parameter hukum 

positif dalam konteks melaksanakan penegakan hukum yang 
dianut suatu negara. Bahkan menurut aliran ini, cenderung 
mengagung-agungkan hukum positif untuk melakukan penilaian 
terhadap suatu masalah dengan mekanisme hierarki dan/atau 
tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai sumber 
hukum positif.  

Terkait dengan hal ini lebih lanjut dijelaskan, bahwa dengan 
penggunaan aliran ini, dimana penegakan hukum itu, sangat 
mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat kepada hukum 
yang berlaku dan telah ditetapkan sedemikian rupa oleh 
penguasa yang sah. Lebih lanjut dalam aliran hukum positif ini, 
bahwa dalam melaksanakan sistem hukum itu pada prinsipnya 
mendekonstruksi terhadap konsep-konsep hukum yaitu aliran 
hukum alam, yaitu dari konsepnya yang semula berpangkal dari 
hal yang bersifat metafisik yaitu hukum sebagai ius atau asas-
asas keadilan yang bersifat abstrak untuk ditransfer ke dalam 
konsep hukum yang lebih positip yaitu hukum sebagai lege atau 
aturan perundang-undangan, yang diproses dan dibentuk oleh 
pihak yang berkewenangan dalam bentuk pengaturan hukum 
yang jelas, tegas dan pasti.  

Menelisik, menyimak dan memperhatikan bentangan pe-
mikiran atas teori yang hukum positif (positivisme) sebagaimana 
yang dikemukan oleh Hans Kelsen tersebut, dan kemudian 
diintegrasikan dari usaha penulis dalam konten identifikasi 
permasalahan dalam buku ini, maka dapat ditarik suatu konklusi 
dan/atau kesimpulan, bahwa dalam upaya untuk segera 
menanggulangi dan sekaligus memberdayakan tanah telantar di 
Indonesia dan lebih khusus lagi untuk tanah-tanah telantar di 
wilayah Kota Batam, sekali lagi penulis berpendapat bahwa 
dalam hal Negara dan/atau Pemerintah harus sesegera mungkin 
dan proaktif untuk segera melaksanakan proses pembentukan 
pengaturan hukumnya dalam bentuk undang-undang. Hal ini 
sudah sejalan dengan amanat dan perintah konstitusi negara 
yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang mene-
gaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. 
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C.   SUMBER LITERATUR  

Pada bagian sumber literatur ini, untuk selanjutnya penulis 
akan menjelaskan beberapa sumber literatur yang akan dijadikan 
dasar, rujukan dalam konteks melakukan analisis dan/atau 
pembahasan terhadap beberapa variabel pokok dalam buku ini. 
Melalui penggunaan sumber literatur dimaksud, diharapkan 
konstruksi analisisnya akan memperoleh hasil yang optimal 
dalam upaya menemukan bentuk dan konstruksi penyelesaian 
yang konstruktif atas beberapa permasalahan yang dibentangkan 
penulis dalam buku ini. Menyimak dan memperhatikan beberapa 
variabel yang sifatnya pokok sebagaimana yang tercantum 
dalam judul buku ini, maka terkait dengan penggunaan sumber 
literatur yang digunakan penulis, satu diantaranya penulis akan 
merujuk kepada pendapat ahli (A.P. Parlindungan, 2009) yang 
telah memberikan pendapatnya terkait dengan penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar tersebut, seharusnya Pemerintah 
dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tentu termasuk Kantor Pertanahan 
di Kabupaten Bintan, harus melakukan pendaftaran hak atas 
tanah, baik itu terhadap hak atas tanah yang telah mempunyai 
status dan/atau yang bersertifikat, maupun terhadap tanah yang 
belum berstatus dan/atau belum pernah diterbitkan sertipikat 
(Tanda Bukti Hak), yang kemudian atas hasil kegiatan ini 
dilakukan pencatatan secara terus menerus dan berkelanjutan, 
yaitu: untuk tanah yang telah berstatus dan/atau yang telah 
bersertifikat dibukukan dalam Daftar Buku Tanah (BT), 
sedangkan terhadap tanah yang belum berstatus dan/atau yang 
belum pernah diterbitkan sertipikat (Tanda Bukti Hak) pen-
catatannya dibukukan dalam Daftar Tanah (DT). Sejalan dengan 
hal ini, seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan 
juga menyusun dan sekaligus menyiapkan peta bidang tanah, 
yang disajikan secara tertib dan teratur dari setiap Desa 
dan/atau Kelurahan khususnya di wilayah Kecamatan Bintan 
Timur. Data ini, untuk memudahkan melakukan (Anita D.A. 
Kolopaking, 2013) inventarisasi dan monitoring terhadap tanah 
yang ditelantarkan (Martin Roestamy, 2011) oleh pemegang 
haknya. 

Pada bagian lain penulis juga merujuk atas pendapat ahli 
(Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008) yang 
menegaskan sesungguhnya kebijakan pertanahan nasional, tentu 
dalam hal ini termasuk penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar, telah dirumuskan (Idham, 2004) dalam Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah 
tanah bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha    
Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara untuk 
digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak 
menguasai oleh Negara yang pada intinya dirumuskan dalam 
Pasal 2 UUPA memberikan kewenangan untuk mengatur dan 
menetapkan berbagai segi penguasaan tanah yang sejak semula 
menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah 
pusat. Berkenaan dengan hal ini menurut pendapat penulis 
memang sudah seharusnya pemerintah segera melakukan 
langkah-langkah yang fokus dan proaktif untuk menginventarisir 
seluruh bidang tanah khususnya yang berada di Kecamatan 
Bintan Timur dengan (Idham, 2013) membentuk suatu tim 
terpadu. Keanggotaan tim terpadu ini harus melibatkan para 
pihak yang terkait satu diantaranya Kantor Pertanahan Kabu-
paten Bintan dan Pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), 
karena Kabupaten Bintan sudah ditetapkan termasuk kawasan 
Free Trade Zone (FTZ), selain Kota Batam dan Tanjung Balai 
Karimun (Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008). 

Keberadaan tim terpadu dimaksud, terutama dikaitkan 
dengan kewenangan Bupati Kabupaten Bintan adalah hal 
menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi 
daerah tentu mempunyai posisi yang sangat strategis dalam 
konteks melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar di Kecamatan Bintan Timur dimaksud. Bupati me-      
miliki kewenangan di bidang pertanahan, untuk melakukan     
perencanaan, peruntukan dan penatagunaan hak atas tanah     
di wilayahnya. Oleh karena itu, dalam struktur kepanitiaan      
tim terpadu dimaksud Bupati Kabupaten Bintan secara yuridis 
formal  menjadi  ketua  tim  terpadu. 
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Keanggotaan lainnya tentu dengan melibatkan pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Batam     
(BP Batam), Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup, dan Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dua 
pihak kementerian tersebut menurut pendapat penulis memang 
seharusnya dilibatkan dalam tim terpadu dimaksud, karena 
secara empiris di lapangan di Kecamatan Bintan Timur tersebut 
masih terdapat kawasan hutan lindung, dan berbatasan langsung 
dengan pantai dan Laut, tentu semua sumber potensi kelautan 
dan perikanan harus mendapat persetujuan teknis dalam konteks 
melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar     
di wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut. 

D.   METODOLOGI 

Pada bagian (Burhan Bungin, 2003) metodologi ini, untuk 
selanjutnya penulis akan menjelaskan hal-hal: -jenis penulisan 
yang digunakan dalam buku ini; -kerangka teori; dan -kerangka 
konsep. Berdasarkan beberapa variabel sebagaimana tercantum 
dalam judul buku ini, menurut pendapat penulis jenis penulisan 
buku ini adalah bersifat penulisan buku secara hukum normatif, 
dan didukung dengan penulisan buku yang bersifat sosio-     
logis (empiris), guna mempertanggungjawabkan (Jujun S. 
Suriasumantri, 1999) hakikat ilmu, baik itu dari aspek ontologi, 
epistimologi dan aksiologi. Sebagai data utama yang digunakan 
dalam menganalisis permasalahan terutama dalam pendekatan 
penulisan hukum normatif, data yang digunakan adalah ber-
sumber dari data sekunder. Dalam perspektif metodologi data 
sekunder itu terdiri dari (Soejono dan H. Abdurrahman, 2003) 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Bahan hukum primer pada intinya adalah merupakan 
sumber hukum positif di Indonesia, yang tersusun dalam sistem 
hukum yaitu pada tata urutan peraturan perundang-undangan 
(hierarki), sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas:  

-   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

-   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia;  

-   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu);  

-   Peraturan Pemerintah;  
-   Peraturan Presiden;     
-   Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan 
-   Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. 

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas:  
- semua buku-buku literatur di bidang ilmu hukum, khu-

susnya hukum agraria terkait dengan penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar;     

- Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI);  
- Kamus hukum; dan     
- Ensiklopedia. 

Untuk bahan hukum tersier satu diantaranya adalah petunjuk 
teknis kerja di lapangan dan/atau lazimnya disebut Standar 
Operasional Prosedur (SOP).  

Khusus mengenai data sekunder dimaksud, terutama yang 
berhubungan dengan bahan hukum primer yang akan diguna-
kan oleh penulis sebagai dasar (Irawan Soerodjo, 2003) untuk 
melakukan analisis dalam pendekatan normatif, bahan hukum 
primer yang digunakan meliputi: 
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria;       
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan 

Ruang;  
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Peme-

rintahan Daerah;  
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan  
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah 
Telantar.  

Melalui bahan hukum primer ini, untuk selanjutnya penulis juga 
akan melakukan analisis dengan mengintegrasikannya kepada 
bahan hukum yang bersifat sekunder maupun tersier.  
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Dalam melakukan analisis dimaksud, pada bagian tertentu 
analisisnya sekaligus akan diintegrasikan dengan (Lili Rasjidi   
dan Ira Rasjidi, 2001) teori utama dalam buku ini, yaitu teori 
Jeremy Bentham, yang terkenal dengan teori kebahagiaan 
(utilitarianisme). 

Untuk penulisan buku ini, dalam (Soedjono Dirdjosisworo, 
2002) aspek sosiologis (empiris), data yang digunakan penulis 
untuk menganalisis permasalahan yang dibentangkan dalam 
buku ini, mengutamakan data primer. Data primer dimaksud 
diperoleh penulis langsung di lapangan, pada Kantor Bupati 
Bintan, Kantor Kecamatan Bintan Timur dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bintan, yang diperoleh dari hasil wawancara secara 
mendalam (deep interview) kepada beberapa responden pada 
bagian dan/atau institusi tersebut. Hasil wawancara yang meru-
pakan data primer ini, untuk selanjutnya dilakukan analisis 
sedemikian rupa oleh penulis, yaitu untuk menganalisis dari 
beberapa permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini. 
Lebih lanjut, dalam melakukan analisis, penulis juga akan mela-
kukan penganyaman dan/atau perintegrasian dengan kerangka 
teori, khususnya kepada teori utama yang ditetapkan penulis 
dalam buku ini. Sebagai teori utama yang telah ditetapkan 
penulis guna melakukan analisis terhadap permasalahan dimak-
sud, yaitu dengan menggunakan teori Jeremy Bentham yang 
terkenal dengan teorinya utilitarianisme (teori kebahagiaan). Dari 
hasil analisis dimaksud, tentu yang menjadi harapan penulis 
bahwa dalam rangka mengambil kesimpulan dan saran dalam 
konteks penulisan buku ini akan menemukan bentuk konstruksi 
kesimpulan yang tepat, dan memenuhi aspek kebenaran ter-
utama terkait dengan per-tanggung jawaban hakikat ilmu. 
Puncaknya, bahwa tujuan yang akan dicapai dari hasil penulisan 
buku ini dapat menyajikan kesimpulan dan sekaligus saran, 
bahwa melalui dimensi dan postulat politik hukum yang benar, 
upaya untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan  tanah 
telantar untuk men-dorong percepatan pertumbuhan ekonomi 
kerakyatan di wilayah provinsi kepulauan riau, akan terwujud 
sebagaimana mestinya. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Pengaturan Hukum 
Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Telantar 
 

ada bagian Bab II ini, khususnya akan dilakukan analisis 
dan pembahasan yang fokus analisis dan pembahasannya 
akan dititik beratkan atas beberapa permasalahan yang 

dibentangkan dalam buku ini. Konstruksi permasalahannya 
adalah:  

-   Bagaimana pengaturan hukum untuk melakukan (Sudargo 
Gautama, 1990) penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar tersebut?;  

-   permasalahan berikutnya adalah bagaimana implementasi 
dan/atau pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan 
tanah telantar di Kecamatan Bintan Timur; dan  

-   sebagai permasalahan ketiga yaitu: faktor apa saja yang 
menjadi kendala dan/atau hambatan dalam upaya me-
lakukan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di 
Kecamatan Bintan Timur.  

Tentu dalam menganalis permasalahan yang ketiga ini, penulis 
sekaligus akan menyajikan bentuk saran dan/atau solusi 
penyelesaian yang konstruktif dan positip yaitu dalam upaya 
melakukan (A.P. Parlindungan, 1989) penertiban dan pendaya-
gunaan tanah telantar di wilayah Kecamatan Bintan Timur 
tersebut. Atas tiga konstruksi permasalahan yang telah dije-
laskan penulis pada bagian di atas, untuk substansi analisis dan 
pembahasannya disajikan penulis pada bagian di bawah ini. 

30 

P 

II 



Pengaturan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar  31  32 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN & PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

DIMENSI DAN POSTULAT POLITIK HUKUM DALAM 
PERSPEKTIF PENGATURAN HUKUM   

Jika ditelisik dalam pendekatan etimologis, bahwa (Dharma 
Setyawan Salam, 2003) makna dimensi secara singkat dan padat  
dapat diartikan merupakan bagian penting dan pokok atas suatu 
aspek yang dibahas dan/atau dianalisis. Melalui kata dimensi ini, 
diharapkan upaya yang akan dilakukan dalam konsteks analisis 
tersebut, agar lebih terarah dan fokus guna menetapkan sasaran 
dan tujuan yang akan dicapai, Konstruksi kosakata postulat 
pengertiannya sama dengan pengertian paradigma. Oleh karena 
itu, postulat dapat diartikan sama dengan paradigma politik 
hukum dalam hal ini diberikan makna oleh penulis yaitu politik 
hukum (Moh. Mahfud MD, 2012) seperti apa yang akan dipakai 
dan/atau yang tidak dipakai oleh suatu negara dalam upaya 
mewujudkan tujuan nasionalnya, tentu sebagaimana yang telah 
diamanatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan.     
Bagi bangsa dan negara Indonesia bahwa paradigma politik    
hukum yang dipakai terutama dalam kaitannya untuk melakukan 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar itu dalam pelak-
sanaannya harus (Idham, 2005) mengacu dan berdasarkan 
kepada:  
a. semua nilai luhur sebagaimana yang telah diamanat-      

kan dan/atau diperintahkan dalam Pancasila sebagai    
Dasar Negara, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian    
bagi seluruh masyarakat bangsa dan Negara Indonesia 
(philosophy of paradigm);  

b. semua amanat norma hukum sebagaimana yang telah 
diatur, ditetapkan dan diamanatkan dalam konstitusi Negara 
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  (cons-titutional of paradigm); dan  

c. berpedoman serta mengutamakan dilaksanakannya suatu 
prinsip yang mendasar, bahwa Indonesia adalah negara 
hukum (yuridical of paradigm). Tiga hal pokok itulah yang 
seharusnya (Idham, 2014) dilaksanakan oleh pemerintah, 
terutama dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten Bintan, 
tentu didukung oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bintan dan pihak-pihak lain yang terkait, dalam konteks 

melakukan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar terutama di wilayah Kecamatan Bintan Timur. 

Menurut penulis, tiga hal pokok itu adalah merupakan tiang 
utama, jangkar dan sekaligus fondasi yang fundamental yang 
wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait dengan penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar tersebut.  

Kembali kepada topik utama yang akan dianalisis dalam 
konten ini, yaitu bagaimana (Arie Sukanti Hutagalung dkk, 2012) 
pengaturan hukum yang harus digunakan oleh pihak penyeleng-
gara dalam hal melakukan penertiban dan pendayagunaan  
tanah telantar itu? Untuk menjawab dan sekaligus menganalis 
konstruksi permasalahan pertama dimaksud, menurut pendapat 
penulis pengaturan hukumnya dalam perspektif yuridis formal 
yang sudah diatur dan ditetapkan dalam berbagai sumber hukum 
positif, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang 
bersifat organik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis 
pada bagian di atas bahwa pengaturan hukum (Boedi Harsono, 
2013) mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
itu sesungguhnya telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 27, 
Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazimnya 
disebut dengan UUPA. Atas beberapa pasal dimaksud, bahwa 
norma hukum yang ditegaskan tanah tersebut hapus antara lain 
karena ditelantarkan oleh pemegang haknya. Dalam Pasal 27 
UUPA dimaksud menegaskan, Hak milik hapus bila: 
a.  tanahnya jatuh kepada negara: 

1.   karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;  

2.   karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  

3.   karena ditelantarkan;  

4.   karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).  
b.  tanahnya musnah.  

Untuk selanjutnya, dalam Pasal 34 UUPA dimaksud ditegas-
kan pula, Hak guna-usaha hapus karena:  

a.  jangka waktunya berakhir;    

b.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 
sesuatu syarat tidak dipenuhi; 
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c.  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir;  

d.  dicabut untuk kepentingan umum;  
e.   ditelantarkan; 
f.   tanahnya musnah;                
g.   ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).  

Kemudian, dalam Pasal 40 UUPA, ditegaskan bahwa Hak 
guna-bangunan hapus karena:  
a.  jangka waktunya berakhir; 
b.   dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi;             
c.   dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir; 
d.   dicabut untuk kepentingan umum; 
e.   ditelantarkan; 
f.   tanahnya musnah; 
g.   ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).  

Relevan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di 
atas, penulis memberikan pendapat bahwa sesungguhnya dalam 
pendekatan hukum positip dasar pengaturan hukum menge-   
nai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar dimaksud, 
khususnya dalam konstruksi norma hukum telah diatur sede-
mikian rupa dalam beberapa pasal sebagaimana tercantum 
dalam UUPA. Idealnya beberapa norma hukum yang sifatnya 
mendasar sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA mengenai 
tanah hapus dan/atau tanah yang ditelantarkan, seharusnya 
dalam hal ini pihak yang berkewenangan membentuk peraturan 
perundang-undangan yaitu pihak eksekutif dan legislatif harus 
segera berinisiasi untuk melakukan proses pembentukan 
undang-undang yang secara khusus substansinya mengatur 
tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Oleh 
karena untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan 
memerlukan waktu yang lama, yang proses pembentukannya 
harus dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, 
yang prosesnya secara empiris adalah proses dalam spektrum 
politik, maka dengan keadaan ini seharusnya pihak Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang, dari awal harus melakukan inventarisasi 
dan monitoring tentang adanya indikasi tanah telantar di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. Hasil inventarisasi dan monitoring  
ini secara paralel segera dikoordinasikan dengan pihak kemen-
terian terkait, agar penegakan hukum (law enforcement) terha-      
dap tanah yang ditelantarkan itu dapat segera ditindak lanjuti    
mulai dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem peme-
rintahan dalam perspektif otonomi daerah. 

Dalam pendekatan yang sifatnya praktis operasional, dalam 
melakukan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
itu, secara empiris pelaksanaannya di lapangan titik lokasinya 
berada pada tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota. Oleh karena 
itu, dalam penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem 
pemerintahan dalam rezim otonomi daerah, maka sangat di-
butuhkan perhatian dan kebijakan khusus secara terus menerus 
dan berkelanjutan dari para Bupati/Walikota untuk segera 
melakukan langkah-langkah yang konkret yaitu melakukan 
tindakan inventarisasi dan monitoring terhadap satuan bidang 
tanah yang ditelantarkan oleh para pemegang haknya. Dalam 
pelaksanaannya dan dikembalikan kepada topik utama dalam 
konten ini yaitu yang mempertanyakan tentang pengaturan 
hukum atas pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar tersebut, maka pihak Bupati/Walikota harus memer-
hatikan segala ketentuan pengaturan hukum dalam berbagai 
undang-undang terkait, diantaranya adalah Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, dan -Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Karena pelaksanaan penertiban tanah telantar ini, terutama dari 
penyiapan kelengkapan informasi dan data, sesungguhnya 
terpusat dan berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
terkait, maka untuk efektivitas pelaksanaannya pihak Bupati/ 
Walikota harus proaktif secara berkelanjutan untuk melakukan 
rapat koordinasi teknis terpadu dengan pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat. 

Dasar pengaturan hukum berikutnya yang dapat dijadikan 
landasan hukum dalam konteks melakukan penertiban dan 
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pendayagunaan tanah telantar itu adalah dengan membuat 
Peraturan Daerah (Perda) untuk masing-masing daerah Kabu-
paten/Kota di Indonesia, tentu dalam hal ini tidak terkecuali 
pihak Pemerintahan Kabupaten Bintan juga harus segera 
melakukan proses untuk pembentukan Perda dimaksud. Menurut 
pendapat penulis hal ini salah satu upaya yang penting dilakukan 
oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, karena produk 
hukum Perda adalah merupakan sumber hukum positip di 
Indonesia. Secara filsafat, paradigmatik konstitusional penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar yang pelaksanaannya juga 
didasarkan atas pengaturan hukum melalui Peraturan Daerah 
dimaksud menurut penulis juga sudah sesuai dengan amanat 
Indonesia adalah negara hukum, dan sekaligus hal ini dapat 
meneguhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan demokratis. 
Hal ini perlu disampaikan penulis, karena selama ini pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan mengalami kesulitan bahkan 
terjadinya penumpulan penegakan hukum dalam upaya me-
lakukan penertiban dan pendayagunaan terhadap satuan bidang 
tanah yang ditelantarkan oleh para pemegang haknya terutama 
yang ada dan terdapat di wilayah Kecamatan Bintan Timur.  
Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan telah berulang kali 
memberikan surat peringatan dan/atau teguran kepada para 
pemegang hak atas tanah yang ditelantarkan tersebut yang 
luasnya lebih kurang 15.000 ha (lima belas ribu hektar) di 
wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut, tetapi pada 
kenyataannya sampai saat ini para pemegang hak atas tanah 
yang ditelantarkan tersebut belum juga mengusahainya sesuai 
dengan peruntukannya. Dimaksudkan penulis, jika sudah 
diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Tentang 
Penertiban Tanah Telantar, asumsi penulis hambatan atas 
adanya perlawanan dari pihak pemegang hak atas tanah yang 
ditelantarkan itu, tentu dalam konteks penegakan hukum hal 
demikian dapat diatasi. 

Pada sisi lain bahwa pengaturan hukum dalam bentuk 
Peraturan (Perda) terkait dengan upaya untuk segera 
menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar khususnya 

yang berada dan terdapat di wilayah Kecamatan Bintan Timur  
itu memang sangat penting dan diperlukan, yaitu menegakan 
prinsip dan ciri bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Dalam 
aspek manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan bah-
wa keberadaan Perda tersebut sekaligus sebagai alat untuk 
menegakan hukum. Atas diterbitkannya Peraturan Daerah 
(Perda) tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar 
di Kecamatan Bintan Timur itu, juga sekaligus penahan dan/atau 
penangkis apabila terjadinya perlawanan yaitu dalam bentuk 
gugatan ke badan peradilan dari pihak pemegang hak atas tanah 
yang ditelantarkan itu, karena dengan Perda dimaksud akan 
memberikan pelindungan secara yuridis bagi pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan, yang telah mengeluarkan Surat 
Keputusan tentang penertiban dan penanggulangan tanah 
telantar dimaksud. Selama ini pihak Kantor Pertanahan Kabu-
paten Bintan mempunyai kekhawatiran terhadap penegakan 
hukum, yaitu untuk melakukan penertiban tanah telantar di 
wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut. Sejalan dengan      
hal ini, atas diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, juga 
sudah tepat tujuannya sesuai dengan amanat teori Jeremy 
Bentham, yang terkenal dengan teori kebahagiaan (utilita-
rianisme). Bentham mengatakan sesungguhnya semua pro-   
duk hukum itu harus ditegakkan dalam upaya mewujudkan          
rasa kebahagiaan bagi masyarakat. Tentu masyarakat yang 
dimaksudkan di sini, adalah warga masyarakat yang berada      
di wilayah Kecamatan Bintan Timur, dengan adanya upaya 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar itu, tanahnya 
dapat dilakukan redistribusi kepada warga masyarakat di 
Kecamatan Bintan Timur yang selama ini memang belum 
memiliki hak atas tanah untuk tapak permukiman dan sebagai 
lahan bagi penghidupannya.  

 

 
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Implementasi 
Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Telantar 

 
alam bagian ini lebih lanjut penulis akan menjelaskan me-
ngenai implementasi secara konkret (A.P. Parlindungan, 
1998) tentang penertiban dan pendayagunaan tanah 

telantar khususnya untuk wilayah Kecamatan Bintan Timur. 
Substansi yang akan dijelaskan penulis pada bagian ini adalah 
merupakan salah satu substansi yang urgent dan penting, 
karena dalam konten ini akan dijelaskan secara rinci mengenai 
pelaksanaan dan upaya (A.P. Parlindungan, 1990) penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar dimaksud, tentu salah     
satu sasaran, dan tujuan yang akan dicapai adalah untuk 
mewujudkan rasa kebahagiaan bagi masyarakat terutama yang 
berada dan bertempat tinggal di Kecamatan Bintan Timur. 
Beberapa hal pokok yang akan dijelaskan penulis dalam konteks 
implementasi penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
khususnya di Kecamatan Bintan Timur tersebut, akan dijelaskan 
beberapa substansi yang penting yaitu: 

a. inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah 
yang terindikasi telantar; 

b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi telantar;  

c. peringatan terhadap pemegang hak; dan  

d. penetapan tanah telantar. Pada tahapan inventarisasi tanah 
hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi 
telantar tersebut, tindakan yang dilakukan dalam  tahapan 

37 

ini yaitu: kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi 
Kepulauan Riau, secara resmi harus melaksanakan peker-
jaan inventarisasi tanah yang terindikasi telantar.  

Pekerjaan ini tentu dilakukan dengan melibatkan semua instansi 
terkait di Kabupaten Bintan, tentu pekerjaan ini secara teknis 
yang paling berada di depan adalah pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bintan. Untuk memperoleh informasi mengenai tanah 
yang terindikasi telantar, urutan proses untuk (A.P. Parlin-
dungan, 1983) mendapatkan informasi tersebut pemantauannya 
dilakukan secara langsung di lapangan oleh Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan, atau dari laporan dinas/instansi 
lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. 
Ketentuan ini secara normatif telah diatur dan ditetapkan sede-
mikian rupa dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Tata 
Cara Penertiban Tanah Telantar, untuk selanjutnya disingkat 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010.  

Masih dalam substansi inventarisasi (Anita D.A. Kolopaking, 
2013) tanah terindikasi telantar, kemudian dalam Pasal 5 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010 tersebut, lebih lanjut menegaskan: 

(1)  Objek inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: 

a.   Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, dan Hak Pengelolaan; dan 

b.   Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan     
dari pejabat yang berwenang sejak diterbitkan izin/ 
keputusan/surat dasar penguasaan tanah tersebut. 

(2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak ber-
kewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah 
sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau 
dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. 

D

III 
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Kemudian, dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dimaksud, 
bahwa inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan 
meliputi:  

a.   pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi telantar 
meliputi data tekstual dan data spasial:  

1.   data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang  
hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, 
nomor, tanggal, dan berakhirnya sertifikat, letak  
tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah 
terindikasi telantar;  

2.  data spasial merupakan data grafis berupa peta yang 
dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah 
terindikasi telantar. 

b.  pengelompokan data tanah yang terindikasi telantar yang 
terhimpun sebagaimana pada huruf a, dilakukan menurut 
wilayah kabupaten/kota dan jenis hak/dasar penguasaan 
dengan format sesuai dengan lampiran yang ditetapkan. 

c.  pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah terindikasi 
telantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diseleng-
garakan secara tertib dalam basis data untuk keperluan 
pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan 
selanjutnya.  

Bagian dan tahapan berikutnya, adalah melakukan peker-     
jaan identifikasi dan penelitian. Secara yuridis formal untuk 
melaksanakan pekerjaan ini sesungguhnya telah diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, yang lebih lanjut 
menjelaskan:  

(1) Tanah terindikasi telantar yang telah diinventarisasi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditindaklanjuti dengan 
identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian 
lapangan.  

(2)  Identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian 
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a.  Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak di-
terbitkan sertifikatnya; atau  

b.  Tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/surat 
dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang ber-
wenang terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan 
tersebut. 

(3)  Kepala Kantor Wilayah menganalisis hasil inventarisasi 
untuk menyusun dan menetapkan target yang akan 
dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah ter-
indikasi telantar.  

(4)  Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut dite-
lantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi telantar.  

Lebih lanjut, dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, 
dijelaskan:  

(1)  Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi 
tanah terindikasi telantar yang akan dijadikan target 
identifikasi dan penelitian.  

(2) Kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a.  verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak 
dan letak tanah.  

b.  mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen 
lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, 
termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;  

c.  meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak  
lain yang terkait, apabila pemegang hak/kuasa/wakil 
tidak memberikan data dan informasi atau tidak 
ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi 
dan penelitian tetap dilaksanakan dengan cara lain 
untuk memperoleh data dengan format yang telah 
ditentukan;  
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d.  melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan meng-
gunakan teknologi yang ada;  

e.  melaksanakan ploting letak penggunaan dan pe-   
manfaatan tanah pada peta pertanahan berdasar-    
kan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud 
pada huruf d;  

f.  membuat analisis penyebab terjadinya tanah telantar 
antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan 
penyebab terjadinya tanah telantar, kesesuaian dengan 
hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang;  

g.  menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian 
dengan format yang telah ditentukan.  

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan dan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Kepala 
Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada 
pemegang hak yang akan dilakukan identifikasi dan 
penelitian. 

(4)  Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud   
pada ayat (3) disampaikan langsung kepada pemegang   
hak sesuai alamat atau domisili pemegang hak.  

(5)  Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili seba-
gaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan 
dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan 
Pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang 
bersangkutan bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap 
identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. 

Tindak lanjut atas ketentuan Pasal 8 tersebut di atas, untuk 
selanjutnya akan dibentuk panitia C. Pembentukan panitia C ini, 
pada prinsipnya dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi, tentu dalam hal ini oleh Kepala 
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari unsur 
Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Peme-
rintah Daerah Kabupaten Bintan, dan instansi yang berkaitan 
dengan peruntukan tanah yang bersangkutan, mengenai hal ini 

secara tegas diatur dan ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2010 tersebut. Mengenai susunan keanggotaan Panitia C, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersebut, yaitu:  

a.   Ketua, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah;  

b.  Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Pengendalian 
Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat merangkap 
anggota. 

c.  anggota, terdiri atas:           
1.  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,  
2.  Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan per-

untukan tanahnya,  
3.  Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan 

peruntukan tanahnya,     
4.   Kepala Kantor Pertanahan, tentu dalam hal ini Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.  

Pada bagian berikut ini, tahapan yang harus dilakukan oleh 
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, dengan merujuk 
kepada hasil kerja dari Panitia C tersebut untuk segera dilakukan 
peringatan dan pemberitahuan kepada para pemegang hak  
yang menelantarkan tanah dimaksud. Secara normatif, bahwa 
pengaturan hukum mengenai langkah-langkah peringatan dan 
pemberitahuan tersebut, telah diatur secara tegas dalam Pasal 
14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010 dimaksud, yang menegaskan:  

(1) Apabila hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 disimpulkan terdapat tanah yang 
ditelantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan ke-
pada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan.  

(2)  Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), me-
rupakan peringatan tertulis pertama, agar dalam jang-      
ka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat 
peringatan tersebut, pemegang hak mengusahakan, 
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan 
atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar 
penguasaannya.  
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(3)  Dalam surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disebutkan hal-hal konkret yang harus 
dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi yang dapat 
dijatuhkan apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau 
tidak melaksanakan peringatan dimaksud dengan format 
Surat Peringatan Pertama, sesuai dengan format yang 
ditetapkan.  

(4)  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memer-
hatikan kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor 
Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan 
jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, 
sesuai dengan format yang ditetapkan.  

(5)  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memer-
hatikan kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah 
memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan 
peringatan terakhir, dengan jangka waktu yang sama 
dengan peringatan kedua, sesuai dengan format yang 
ditetapkan. 

Lebih lanjut, secara teknis diatur pula mengenai justifikasi 
dan/atau dasar pertimbangan sebelum dilakukannya penetapan 
tanah telantar, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 15 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010 tersebut, yang menegaskan: 

(1)  Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk 
bahan pembuatan surat peringatan pertama adalah data 
dari hasil identifikasi dan penelitian Panitia C, sedangkan 
data untuk surat peringatan kedua dan ketiga adalah data 
pada akhir peringatan sebelumnya.  

(2)  Tindakan konkret yang harus dilakukan Pemegang Hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:  

a.  mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan ta-
nahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pem-
berian haknya; 

b.  dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan 
sifat dan tujuan pemberian haknya, pemegang hak 

harus mengajukan permohonan perubahan hak atas 
tanah kepada Kepala sesuai dengan peraturan yang 
berlaku;  

c.  mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan 
atas tanah mengusahakan, menggunakan, atau me-
manfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/ 
surat dari pejabat yang berwenang.  

(3)  Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pemegang hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah hak atau dasar 
penguasaan atas tanahnya ditetapkan menjadi tanah 
telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan 
hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh 
negara. Dalam pada itu, dijelaskan pula mengenai masa 
peringatan, yaitu masa peringatan pertama, kedua dan 
ketiga, dan tentang hal ini telah diatur dalam Pasal 16, yang 
menegaskan:  

a.  Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, 
pemegang hak wajib menyampaikan laporan kemajuan 
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ditelan-   
tarkan setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor 
Wilayah dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan, 
sesuai dengan format yang ditetapkan.  

b.  Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi lapangan terhadap laporan pemegang hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa 
setiap peringatan, sesuai dengan format yang di-
tetapkan. 

Pada tahapan selanjutnya, yang merupakan tahapan akhir 
dalam konteks melaksanakan upaya penertiban dan pen-
dayagunaan tanah telantar khususnya di Kecamatan Bintan 
Timur, akan dijelaskan berkenaan dengan tahapan penetapan 
tanah telantar. Pengaturan hukum mengenai hal ini sesung-
guhnya telah diatur dan ditetapkan secara eksplisit, yaitu dalam 
Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan:  
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(1)  Apabila peringatan ketiga ternyata pemegang hak tidak 
mematuhi peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah 
mengusulkan kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai 
tanah telantar, sesuai dengan format yang ditetapkan.  

(2)  Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain:  

a. tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan 
tujuan pemberian haknya;  

b.   masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai 
dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;  

c.  masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai 
dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;  

d. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;  

e.  penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Kepu-
tusan atau dasar penguasaan tanah; atau  

f.  belum mengajukan permohonan hak untuk dasar 
penguasaan tanah.  

Kemudian, dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Per-
tanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, 
ditegaskan:  

(1)  Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah 
telantar kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) dinyatakan dalam keadaan status quo sejak 
tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah 
telantar.  

(2)  Tanah telantar ber-status quo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah 
dimaksud.  

Dilanjutkan dalam Pasal 19, diatur:  

(1)  Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Telantar 
atas usulan Kepala Kantor Wilayah.  

(2)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
hapusnya hak atas tanah,pemutusan hubungan hukumnya, 
dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikua- 
sai langsung oleh negara, sesuai dengan format yang 
ditetapkan. 

Khusus mengenai bahan pertimbangan dalam penetapan 
tanah telantar, pengaturan hukumnya diatur dalam Pasal 20, 
yang menegaskan: 

(1) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah 
Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), 
persentase luas tanah yang ditelantarkan dikelompokan 
menjadi: 
a.  100 % telantar,  
b.  lebih dari 25 % sampai dengan kurang dari 100 % 

telantar,  
c.  kurang dari atau sama dengan 25 % telantar.  

(2)  Apabila seluruh hamparan tanah ditelantarkan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Keputusan 
Penetapan Tanah Telantar diberlakukan terhadap seluruh 
hamparan hak atas tanah tersebut.  

(3)  Apabila sebagian hamparan yang ditelantarkan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Keputusan 
Penetapan Tanah Telantar diberlakukan terhadap seluruh 
hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas 
Pemegang Hak diberikan kembali sebagian tanah yang 
benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan 
sesuai dengan keputusan pemberian haknya, dengan 
melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah 
atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(4)  Apabila tanah hak yang ditelantarkan kurang dari atau sama 
dengan 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf c, maka Keputusan Penetapan 
Tanah Telantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang 
ditelantarkan dan selanjutnya Pemegang Hak mengajukan 
permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut dan biaya 
revisi menjadi beban Pemegang Hak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(5)  Keputusan Penetapan tanah telantar yang telah diberikan 
dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal     
19 ayat (1), diberlakukan hanya terhadap tanah yang 
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ditelantarkan, dan selanjutnya bekas pemegang dasar 
penguasaan tersebut mengajukan permohonan hak atas 
tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas 
bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, 
dan dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat   
yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. 

Pengaturan hukum mengenai tanah negara bekas ta-      
nah telantar, untuk selanjutnya diatur dalam Pasal 21, yang 
menegaskan: 

Tanah negara bekas tanah telantar yang ditetapkan 
oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, merupakan 
Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan 
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:  

a.  Reforma Agraria;  
b.  Program strategis negara; dan  
c.  Cadangan negara lainnya.  

Hasil akhir atas proses dalam upaya melakukan penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, pada intinya Surat 
Keputusan Kepala Kantor Wilayah mengenai penetapan tanah 
telantar dimaksud, ketentuannya diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 
23 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010, dalam Pasal 22 yang menegaskan:  

(1)  Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
disampaikan kepada pemegang hak atau bekas pemegang 
hak, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Kantor 
Wilayah, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan, 
instansi terkait serta kepada pemegang Hak Tanggungan 
apabila terdapat Hak Tanggungan;  

(2)  Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Kantor Pertanahan wajib mencoret sertipikat hak 
atas tanah dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar 
umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pen-
daftaran tanah, serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) 
kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan 

Kepala yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak 
berlaku, sesuai dengan format yang ditetapkan. 

Dalam Pasal 23 menegaskan: 

(1)  Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetap-
kannya keputusan penetapan tanah telantar, wajib diko-
songkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di 
atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.  

(2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda 
di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung 
oleh Negara. 

Menelisik atas proses dan pentahapan pelaksanaan pener-
tiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, menurut 
penulis tahapan yang telah ditetapkan dalam pengaturan hukum 
tersebut, wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar khususnya di wilayah 
Kecamatan Bintan Timur. Proses dan tahapan tersebut dalam 
pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk disimpangi, karena 
(Sudikno Mertokusumo, 2014) untuk mempertahankan serta 
meneguhkan prinsip dan ciri negara hukum yang telah di-
tegaskan dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara 
hukum. Disamping itu, dalam pelaksanaannya juga harus 
mengedepankan dan sekaligus harus berdasarkan kepada 
ketentuan yang sifatnya paradigmatik, dengan mengedepan-  
kan dimensi dan postulat politik hukum yang benar sesuai 
dengan tiga pilar pokok, sebagai jangkar utama dalam melak-
sanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut.  

Tiga pilar pokok tersebut:  

-  harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila (philosophy of 
paradigm);  

-  harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm);  

-  harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah negara hukum 
(yuridical of paradigm). 
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Untuk memberi informasi yang konkret tentang keadaan 
tanah telantar di Kecamatan Bintan Timur, berikut ini penulis 
menyajikannya dalam bentuk grafik, dan dianalisis dalam 
pendekatan kualitatif. 

 

 

Sumber data:  diolah sendiri oleh penulis berdasarkan 
 hasil verifikasi di lapangan. 

Dari tampilan grafik model batang sebagaimana tersebut di 
atas, dapat dideskripsikan penulis bahwa luas keseluruhan tanah 
di wilayah Kecamatan Bintan Timur seluas 23.941 ha. Luas tanah 
yang telantar seluas 15.000 ha, sedangkan luas tanah yang tidak 
telantar hanya 8.941 ha. Memerhatikan dari keadaan ini, bahwa 
pemanfaatan hamparan bidang tanah di Kecamatan Bintan Timur 
sangat memprihatinkan, karena secara empiris di lapangan 
ternyata lebih luas tanah yang telantar tidak dimanfaatkan/tidak 
diusahai oleh para pemegang haknya. Situasi dan keadaan ini 
sekaligus memunculkan ketimpangan yang sangat masif, 
terutama dari aspek keadilan bagi sebagian besar masyarakat 
yang tinggal di Kecamatan Bintan Timur ternyata belum 

memiliki/menguasai tanah untuk (Sudikno Mertokusumo, 2009) 
sumber penghidupannya. Oleh karena itu, dengan tetap 
menggunakan teori utama dalam buku ini teori Jeremy Bentham 
tentang teori kebahagiaan (utilitarianisme), maka sewajarnya 
mulai dari sekarang pihak pemerintah Kabupaten Bintan dan 
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan beserta dengan pihak 
lain sebagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bintan agar 
secara cepat, dan fokus serta terus menerus berkesinambungan 
untuk menegakan hukum (law enforcement) dalam hal me-
laksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
khususnya di Kecamatan Bintan Timur dimaksud.  

Demikian telah dijelaskan penulis khusus mengenai proses 
dan pentahapan untuk melakukan penertiban dan pendaya-
gunaan tanah telantar khususnya di Kecamatan Bintan Timur. 
Secara singkat berikut ini penulis menyajikan analisis terhadap 
substansi dimaksud, dengan penyampaian catatan kritis secara 
yuridis yaitu: 

Pertama, memegang teguh dan mengutamakan penerapan 
teori Jeremy Bentham, bahwa puncak atas penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar itu adalah untuk mem-berikan 
rasa kebahagiaan (utilitarianisme) bagi warga masyarakat. 
Artinya, kebijakan pertanahan yang dijalankan itu, tentu yang 
terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar di Kecamatan Bintan Timur itu, harus dilaksanakan 
sebagaimana mestinya tidak ditumpangi kepentingan kelompok 
dan/atau golongan tertentu. Hasil akhir dari semua proses 
penegakan hukum (law enforcement) atas penertiban tanah 
telantar itu, tujuannya hanya dikhususkan untuk dan demi 
kepentingan masyarakat yaitu untuk memberikan rasa keba-
hagiaan (utilitarianisme). Konkretnya, dari hasil penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar itu akan diperuntukkan bagi 
warga masyarakat yang tidak mampu, yang sudah tinggal 
menetap di Kecamatan Bintan Timur, tentu diutamakan lebih 
dahulu untuk penyediaan tapak perumahan dan permukiman dan 
sekaligus penyediaan lahan untuk kegiataan usahanya. Jika hal 
ini sudah terwujud, maka upaya untuk mendorong percepatan 
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pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya bagi warga 
masyarakat di Kecamatan Bintan, dan umumnya bagi warga 
masyarakat di Kabupaten Bintan akan terlaksana sebagaimana 
mestinya. Sasaran akhir dari semua yang dikerjakan oleh 
pemerintah Kabupaten Bintan ini, dalam hal melakukan upaya 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, pada 
akhirnya akan memberikan kontribusi yang positip dan 
konstruktif guna mempercepat terwujudnya cita-cita nasional 
anak bangsa Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang 
telah diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kedua, kepada aparat penyelenggara penertiban dan pen-
dayagunaan tanah telantar di wilayah Kecamatan Bintan Timur 
itu, agar dalam melaksanakan semua produk hukum di bidang 
pertanahan dan segala bentuk peraturan perundang-undangan 
lain yang terkait, harus mengutamakan tegaknya tiga pilar 
sebagai tonggak paradigma politik hukum di Indonesia, yaitu 
harus berdasarkan: 

- amanat atas nilai-nilai yang luhur dari Pancasila (philosophy 
of paradigm), sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, jiwa 
dan kepribadian bagi seluruh rakyat Indonesia;  

- sesuai dengan amanat dan perintah seluruh norma hukum 
dan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam konstitusi 
negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm); dan  

- wajib mengutamakan prinsip dan ciri bahwa Indonesia 
adalah sebagai Negara hukum (yuridical of paradigm). Tiga 
pilar pokok sebagai jangkar utama dalam menegakan 
hukum (law enforcement) terkait dengan upaya penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar tersebut, menurut 
pendapat penulis merupakan suatu keniscayaan. Artinya, 
dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk dilaku-
kan penyimpangan, karena apabila hal tersebut tidak 
dilaksanakan, bahkan diabaikan dan dilanggar, maka dalam 
melaksanakan proses atas semua tahapan yang sudah 
ditetapkan, maka kerapkali akan mendapatkan perlawanan 

dari masyarakat, terutama perlawanan itu datang dan 
muncul dari para pemegang hak atas tanah yang di-
telantarkannya. Hal ini tentu sekaligus sebagai benteng 
dan/atau pertahanan bagi pihak penyelenggara, apabila 
dalam perjalanannya ada sanggahan dan/atau gugatan 
yang diajukan ke badan peradilan, maka semua itu secara 
mutatis-mutandis dapat dipatahkan dengan pembuktian 
bahwa tiga prinsip sebagai pilar pokok dan merupakan 
dimensi paradigma politik hukum dalam hal melaksanakan 
program penertiban dan pendayagunaan tanah telantar itu 
memang sesungguhnya telah dilaksanakan secara konsisten 
dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya.  

Ketiga, susunan dalam struktur dan keanggotaan Panitia C 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal me-
lakukan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar itu, harus 
beranggotakan yang lebih lengkap seperti layaknya tim terpadu. 
Menurut pendapat penulis hal ini penting, karena Kabupaten 
Bintan (Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, 2011) 
sebagai salah satu daerah dan/atau kawasan Free Trade Zone 
(FTZ) selain Batam dan Tanjung Balai Karimun, khusus dalam 
pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di 
Kabupaten Bintan itu, pihak Badan Pengusahaan Batam (BP 
Batam) harus dilibatkan dalam kepanitiaan dimaksud. Disamping 
itu, Kantor Unit Pengendali Teknis dari beberapa Kementerian 
terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus dilibatkan. 
Terkait dengan hal ini, bisa saja terjadi bahwa pada bagian 
hamparan tanah telantar itu statusnya masih sebagai kawasan 
hutan lindung. Pada sisi lain, hal itu diperlukan yaitu dalam 
rangka menjaga dan menyelamatkan potensi kelautan dan 
perikanan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konstruksi paradigma 
yang harus dijalankan oleh kepanitiaan itu dalam melaksanakan 
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar khususnya di 
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wilayah Kecamatan Bintan Timur, harus mengutamakan pen-
dekatan yang membumi, tegas dan lugas dalam menegakan 
hukum, dan yang lebih penting lagi dalam pelaksanaannya harus 
mengutamakan koordinasi yang terintegrasi dengan melibatkan 
semua dinas/instansi lain yang terkait.  

Keempat, untuk memastikan terlaksananya dengan baik dan 
lancar dalam upaya melaksanakan penertiban dan pendaya-
gunaan tanah telantar khususnya di wilayah Kecamatan Bintan 
Timur itu, antar pihak eksekutif tentu dalam hal ini pemerintah 
Kabupaten Bintan, dengan pihak legislatif dalam hal ini Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, harus proaktif dan 
segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang 
ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan 
merupakan Prolegda yang prioritas untuk segera membahas 
proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pener-
tiban dan Pendayagunaan tanah telantar di seluruh wilayah 
pemerintahan Kabupaten Bintan, tentu dalam hal ini termasuk di 
wilayah Kecamatan Bintan Timur. Status dan keberadaan Perda 
ini, terutama dalam konstruksi negara Indonesia memegang 
teguh prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokratis dan prinsip 
sebagai negara hukum, menurut pendapat penulis pembentu-
kan Perda Kabupaten Bintan yang secara khusus membuat 
pengaturan hukum tentang penertiban dan pendayagunaan 
tanah telantar memang merupakan suatu keharusan. Hal          
ini dimaksudkan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi    
hambatan dan sekaligus adanya perlawanan terutama yang 
datangnya dari para pemegang hak yang menelantarkan tanah 
tersebut. Pada sisi lain, hal ini sudah sejalan dengan amanat  
dan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2), 
yang menegaskan: bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejalan 
dengan hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3), yang 
berbunyi: bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  
Makna yang terkandung secara paradigmatik konstitusional 
dalam kedua pasal dimaksud, bahwa  negara Indonesia sejatinya 

berkomitmen ingin meneguhkan paham negara yang ber-
kedaulatan rakyat, negara yang ingin meneguhkan prinsip-
prinsip demokratis, dan sekaligus sebagai negara yang ingin 
meneguhkan prinsip dan ciri sebagai negara hukum. Jika hal    
ini dapat diwujudkan secara konsisten dan bertanggung jawab, 
maka hasil dari penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
itu, dapat mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
kerakyatan khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur.  
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Faktor Kendala dan Solusi 
Penertiban serta Pendayagunaan 
Tanah Telantar 

 
ntuk selanjutnya, dalam bagian ini penulis akan menyaji-
kan analisis terkait dengan faktor kendala dan/atau 
hambatan dalam konteks melaksanakan penertiban dan 

pendayagunaan tanah telantar khususnya di Wilayah Kecamatan 
Bintan Timur. Untuk mendapatkan penjelasan yang runtut     
atas faktor kendala dan sekaligus solusinya, untuk itu penulis 
membaginya dalam dua kategori, yaitu:  
 
A.    KENDALA BERSIFAT STRUKTURAL   

Termasuk kendala yang bersifat struktural adalah semua 
kendala yang muncul dan datang dari dalam yaitu dari masing-
masing dinas/instansi yang terlibat dalam melaksanakan proses 
dan pentahapan atas akan dilaksanakannya program penertiban 
dan pendayagunaan tanah telantar tersebut. Kendala yang 
bersifat struktural ini seperti: -adanya salah satu instansi dalam 
kepanitiaan penyelenggara penertiban dan pendayagunaan 
tanah telantar itu belum sinkron dengan struktur organisasi 
pemerintahan dalam perspektif sistem pemerintahan dalam era 
otonomi daerah. Secara konkret hal ini dimaksudkan penulis, 
bahwa pada kenyataannya struktur kelembagaan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan, pertanggung jawaban atas 
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kepala Kantor 
Pertanahan  masih  bertanggung  jawab  vertikal  ke  pemerintah  
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pusat dalam hal ini pertanggung jawabannya kepada Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta. 
Demikian juga halnya terjadi pada pihak Badan Pengusahaan 
Batam (BP Batam), secara struktural pertanggung jawabannya 
masih vertikal kepada pemerintah pusat, tentu dalam hal ini  
kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik 
Indonesia di Jakarta. Atas situasi dan keadaan seperti ini tentu 
dalam melaksanakan koordinasi dan pengambilan keputusan 
yang cepat tidak dapat dilakukan dengan sesegera mungkin,  
dan hal ini sekaligus akan menimbulkan ekses yang tidak baik 
terutama kepada pihak pemerintah Kabupaten Bintan, yang 
diintegrasikan dalam konteks pelaksanaan sistem pemerintahan 
dalam rezim dan/atau era otonomi daerah. 

Bagian lain yang merupakan kendala yang bersifat struk-
tural adalah terkait dengan minim dan/atau kecilnya dukungan 
dari aspek politik anggaran, untuk dan guna membiayai pe-
laksanaan program penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut. 
Selama ini sumber pembiayaan untuk menangani permasalahan 
tanah telantar, masih terpusat pada anggaran yang berasal dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Pada kenyataannya alokasi 
anggaran untuk membiayai pelaksanaan penertiban dan pen-
dayagunaan tanah telantar yang dialokasikan oleh Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentu 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) alokasinya sangat minim dan/atau kecil. Demikian juga 
halnya terjadi dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bintan, memang selama ini alokasi anggaran dalam satuan mata 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada ke-
nyataannya juga minim/kecil. Dari hasil verifikasi penulis di 
lapangan keadaan ini juga terjadi pada pihak instansi lain yang 
terkait, seperti pada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), 
alokasi anggarannya juga sangat minim, karena dalam pende-
katan tugas pokok, fungsi dan kewenangan terutama yang 
terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar  
itu bukanlah merupakan yang sifatnya struktural, melainkan hal 
itu hanya merupakan tugas yang bersifat fungsional.  

U 
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Sehingga dengan keadaan dan situasi seperti ini, untuk 
melaksanakan program penertiban dan pendayagunaan tanah 
telantar secara terus-menerus, dan berkelanjutan belum dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

Merupakan bagian yang juga termasuk kendala yang 
bersifat struktural, yaitu berkaitan dengan kurang lengkapnya 
pengaturan hukum dalam penanganan penertiban dan pen-
dayagunaan tanah telantar, terutama pada tingkat daerah.     
Hal yang dimaksudkan penulis, sampai saat ini belum dise-
lesaikannya pembentukan pengaturan hukum dalam bentuk 
Peraturan Daerah (Perda) yang akan digunakan sebagai alat 
dan/atau perangkat hukum di daerah, dalam hal menegakkan 
hukum (law enforcement) dalam melaksanakan penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar dimaksud. Selama ini penertiban 
dan pendayagunaan penertiban tanah telantar khususnya di 
wilayah Kecamatan Bintan Timur, belum dilaksanakan sepe-
nuhnya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.       
Dari pengalaman yang sudah dilaksanakan, ternyata untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut tidaklah mudah seperti 
membalikkan telapak tangan, melainkan dalam kenyataannya 
secara empiris di lapangan kerapkali mendapat hambatan 
dan/atau perlawanan dari para pemegang hak atas tanah      
yang ditelantarkan itu. Perlawanan yang dilakukan oleh para 
pemegang hak atas tanah yang ditelantarkan tersebut, pihak-
pihak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Badan 
Peradilan, sehingga dengan keadaan seperti ini pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan belum melaksanakan penertiban 
dan pendayagunaan tanah dimaksud secara maksimal. 

 
B.   KENDALA BERSIFAT NON STRUKTURAL   

Dalam bagian kendala yang bersifat non struktural ini yang 
dimaksudkan penulis adalah: beberapa kendala yang ada dan 
terjadi di luar struktural dinas/instansi yang menyelenggarakan 
program penertiban dan pendayagunaan tanah telantar itu 
terutama di wilayah Kecamatan Bintan Timur. Menurut pendapat 
penulis yang merupakan kendala yang bersifat non struktural 
seperti adanya ketidak pedulian dan sikap yang pasif, terutama 

yang datang dan muncul dari para oknum pegawai yang      
tidak tanggap dan cepat bergerak untuk menangani dan 
menindaklanjuti penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
tersebut. Sikap dari para oknum pegawai dan aparat tersebut 
secara bersamaan terjadi pada pihak kantor pemerintahan 
Kabupaten Bintan, demikian juga hal ini terjadi pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bintan. Atas keadaan ini, ternyata secara 
internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, belum 
dilakukannya tindakan identifikasi dan/atau monitoring pada 
Buku Tanah (BT) atas  sertifikat (tanda bukti hak)  yang pernah 
diterbitkan terhadap satuan bidang tanah yang ditelantarkan 
pemegang haknya tersebut. 

 Seharusnya, secara rutin dan berkala pihak Kantor Per-
tanahan Kabupaten Bintan memanggil dan/atau mengundang 
para pemegang hak atas tanah itu, untuk diberikan penjelasan, 
sosialisasi dan/atau bimbingan serta arahan, agar bidang dan 
hamparan tanahnya yang telah diterbitkan sertifikat (tanda bukti 
hak) itu segera untuk diusahai dan/atau difungsikan sesuai 
dengan peruntukannya. Hasil dari sosialisasi ini jangan dibiarkan 
untuk tidak ditindaklanjuti dalam hal melakukan pengawasan 
secara langsung ke lapangan. Seharusnya, para aparat dan/  
atau pegawai tersebut, secara langsung bergerak cepat ke 
lapangan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan fisik tanah 
yang ditelantarkan itu, diperiksa sedemikian rupa secara fokus 
dan teliti bagian-bagian tanah mana saja yang ditelantarkan  
oleh pemegang haknya. Dengan tidak dilakukannya secara  
rutin, terus-menerus dan berkelanjutan atas sosialisasi dan 
pengecekan secara langsung ke lapangan terhadap satuan 
bidang tanah yang terindikasi ditelantarkan oleh pemegang 
haknya itu, maka terjadilah penumpukan persoalan yang rumit, 
dan hal ini tentunya akan mempersulit apabila dikemudian hari 
akan dilakukan penertiban dan pendayagunaan tanah tersebut. 

Pada sisi lain, yang juga merupakan kendala yang bersifat 
non struktural adalah rendahnya kepedulian dan partisipasi 
masyarakat. Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa masyarakat     
di wilayah Kecamatan Bintan Timur tidak mempunyai kepedulian 
yang optimal untuk segera melaporkan secara tertulis kepada 
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pihak-pihak dinas/instansi terkait mengenai adanya indikasi 
tanah yang ditelantarkan oleh para pemegang haknya. Menurut 
pendapat penulis, dalam keadaan seperti ini benarlah apa yang 
dikatakan oleh (W.Friedmann, 1953), bahwa untuk terwujudnya 
keberhasilan dalam menegakan hukum, salah satu faktor penting 
yang harus dilaksanakan secara konkret di lapangan, yaitu 
adanya dukungan dari budaya hukum masyarakat (legal cul- 
ture) untuk memberikan kepedulian yang penuh dan optimal 
atas ditegakkannya hukum itu. Unsur lain yang penting dalam 
penegakan hukum kata Friedmann adalah: -substansi dari  
semua produk pengaturan hukum itu muatan isinya sudah benar 
dan memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat (legal 
substance), dan unsur berikutnya yang penting dalam me-
negakan hukum adanya struktur kelembagaan (legal structure) 
penegak hukum yang kuat, seperti ketersediaan alat dan 
peralatan yang cukup untuk menegakan hukum, dukungan 
aparat penegak hukum yang profesional dan termasuknya 
pemberian pendapatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang cukup bagi aparat penegak hukum.   

Kembali kepada persoalan inti yang dianalisis pada bagian 
ini, memang pada kenyataannya partisipasi aktif dan dukungan 
dari warga masyarakat yang tinggal dan berada di wilayah 
Kecamatan Bintan Timut itu sangat rendah. Asumsi penulis 
keadaan ini terjadi, karena terdapatnya kesenjangan yang 
sangat dominan di lapangan terutama terkait dengan kemam-
puan ekonomi masyarakat yang sangat rendah, pengetahuan 
dan/atau pendidikan masyarakat juga rata-rata rendah, sehing-
ga dengan keadaan seperti ini mental masyarakat itu sangat 
rendah, tetap merasa di bawah dan dipinggirkan. Secara 
pisikologi hal ini juga memunculkan sikap yang tidak peduli 
terhadap perkembangan segala aspek sosial yang berada         
di sekeliling kehidupannya, tentu dengan keadaan seperti 
informasi dan/atau laporan yang datangnya langsung dari warga 
masyarakat untuk melaporkan suatu bidang tanah yang dite-
lantarkan oleh para pemegang haknya sangat sedikit, bahkan 
tidak pernah diterima oleh pihak Kantor Pertanahan Kabu-   
paten Bintan.  

Seharusnya untuk mengatasi hal ini, pihak pemerintah 
Kabupaten Bintan, tentu melalui unsur aparat Kecamatan, 
Kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT), 
segera cepat bergerak fokus untuk melakukan pembinaan 
kepada warga masyarakat dimaksud, yaitu dengan memberikan 
penyuluhan dan/atau bimbingan secara rutin, berkala, terus-
menerus dan berkelanjutan yang memberikan informasi bahwa 
hak atas tanah yang sudah diterbitkan haknya berupa sertifikat 
harus segera mungkin oleh para pemegang haknya itu untuk 
dimanfaatkan dan/atau diusahai sesuai dengan peruntukannya. 
Jika hal ini terlaksana, maka akan terjadi pertumbuhan pe-
nyerapan tenaga kerja dan hal ini sekaligus juga akan mam-    
pu mendorong percepatan terjadinya pertumbuhan ekonomi 
kerakyatan di daerah, terutama di wilayah Kecamatan Bintan 
Timur tersebut.  
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P e n u t u p 
 

erdasarkan analisis dan/atau penjelasan sebagaimana 
pemaparannya telah dibentangkan oleh penulis pada ba-
gian sebelumnya dalam buku ini, maka sekarang tibalah 

saatnya penulis untuk menyajikan kesimpulan dan saran pada 
bagian penutup buku ini. Merupakan konstruksi atas substansi 
kesimpulan sekaligus saran dalam buku ini, adalah: terkait 
dengan dimensi konstruksi paradigma politik hukum dalam      
hal melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah te-    
lantar, khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur tersebut, 
khususnya ditujukan kepada aparat penyelenggara dalam pe-
laksanaannya harus mengedepankan dan/atau mengutamakan 
untuk melaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab, 
atas tiga pilar sebagai fondasi yang pokok, yaitu: 
-   berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila (philosophy of pa-

radigm) sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia, sekaligus sebagai pandangan hidup, jiwa dan 
kepribadian bangsa dan negara Indonesia; 

-  harus berdasarkan amanat dan perintah norma hukum dan 
pasal-pasal terkait sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(constitutional of paradigm); dan 

-  harus pula berdasarkan dan sekaligus mengutamakan 
penerapan prinsip dan ciri bahwa Indonesia adalah negara 
hukum (yuridical of paradigm).  
Konstruksi kesimpulan dan saran berikutnya, khusus terkait 

dengan pengaturan hukum dalam hal melaksanakan penertiban 
dan  penanggulangan tanah telantar itu, pengaturan hukumnya  

 
61 

sudah cukup jelas dan memadai, yaitu sebagaimana yang telah 
diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan 
Daerah; -Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar. 

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaannya   
di daerah dalam hal melaksanakan program penertiban dan 
pendayagunaan tanah telantar, harus didukung pula dengan 
Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus me-
ngenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, yang 
diterbitkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota lokasi tanah 
telantar itu berada, tentu dalam hal ini Perda yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Jika hal yang demikian dapat 
dilaksanakan secara konsisten, bertanggung jawab, terus-
menerus dan berkelanjutan oleh pihak penyelenggara dalam   
hal menangani penertiban dan pendayagunaan tanah telantar 
khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur, diharapkan 
hasilnya akan memberikan kontribusi yang positif dan kons-
truktif, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 
kerakyatan di wilayah Kecamatan Bintan Timur-Kabupaten 
Bintan tersebut.  
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UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960  

TENTANG  

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang: 

a.  bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan 
kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih 
bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk 
membangun masyarakat yang adil dan makmur;  

b.  bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian 
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan 
jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan 
dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan 
revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;  

c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan 
berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di- 
dasarkan atas hukum barat;  

d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak 
menjamin kepastian hukum;  

Berpendapat :  

a.  bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang 
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan 
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan 
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 
agama;  

b.  bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan 
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang 
dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat 
Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan 
zaman dalam segala soal agraria;  

c.   bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjel- 
maan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, 
Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas 
kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum   
di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar;  
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d.    bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan 
dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam 
pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik 
Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 
17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur 
pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua 
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan 
maupun secara gotong-royong;  

e.  bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan 
sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam 
bentuk undang-undang yang akan merupakan dasar bagi pe-
nyusunan Hukum Agraria Nasional tersebut di atas;  

Memperhatikan: 

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indo-   
nesia No. 1/ Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan 
Penggunaan Tanah;  

Mengingat:       

a.  Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;  

b.  Pasal 33 Undang-Undang Dasar;  

c.  Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 
No.10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada 
haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;  

d.  Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar; 
  

Dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

Memutuskan:  

Dengan mencabut:  

1.  “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat 
dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” 
(Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya 
dari pasal itu;  

2.  a.  “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit”   
(Staatsblad 1870 No. 118);  

b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 
No. 119A;  

c.  “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 
dari Staatsblad 1874 No. 94f;  

d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam 
pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;  

e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling 
van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888     
No. 58;  

3.  Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 
No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;  

4.  Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 
sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai 
hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-
undang ini;  

Menetapkan:  

UNDANG-UNDANG 

tentang  

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA 

PERTAMA  

Bab I  

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN- KETENTUAN POKOK  

Pasal 1  

(1)  Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh 
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.  

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.  

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang 
angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang 
bersifat abadi. 

(4)  Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.  

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun 
laut wilayah Indonesia.  

(6)  Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi 
dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.  
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Pasal 2  

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  

(2)  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk :  
a.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut;  

b.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

c.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.  

(3)  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.  

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak ber-
tentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 3  

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelak-
sanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 
yang lebih tinggi.  

Pasal 4 

(1)  Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.  

(2)  Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang ber-
sangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 
diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain 
yang lebih tinggi.  

(3)  Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.  

Pasal 5 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercan- 
tum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan 
lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama.  

Pasal 6  

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.  

Pasal 7  

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.  

Pasal 8  

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam 
bumi, air dan ruang angkasa.  

Pasal 9  

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang 
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-
batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.  

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya.  

Pasal 10  

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas 
tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau 
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-
cara pemerasan.  
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(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur 
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.  

(3)  Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur 
dalam peraturan perundangan.  

Pasal 11  

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan 
bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang 
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar terca-    
pai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah 
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang 
melampaui batas.  

(2)  Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum 
golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan 
terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.  

Pasal 12 

(1)  Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas 
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam 
bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.  

(2)  Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan 
usaha-usaha dalam lapangan agraria.  

Pasal 13  

(1)  Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan 
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi 
dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia 
derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri 
sendiri maupun keluarganya.  

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan 
agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat 
monopoli swasta.  

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat 
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.  

(4)  Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan 
sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di 
lapangan agraria.  

Pasal 14  

(1)  Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) 
dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) 

Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya :  

a.   untuk keperluan Negara;  

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;  

c.  untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial, 
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;  

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;  

e.  untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi 
dan pertambangan.  

(2)  Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan 
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah 
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, 
air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan 
daerah masing-masing.  

(3)  Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 
ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah 
Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala 
Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ 
Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.  

Pasal 15 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah 
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 
instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 
memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.  

Bab II  

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR  

DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH  

Bagian I  

Ketentuan-ketentuan umum  

Pasal 16  

(1)  Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 
ialah :  

a.  hak milik,  

b.  hak guna-usaha,  
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c.  hak guna-bangunan,  

d.  hak pakai,  

e.  hak sewa,  

f.  hak membuka tanah,  

g.  hak memungut hasil hutan,  

h.  hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 
diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam 
Pasal 53.  

(2)  Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) ialah :  

a.  hak guna-air,  

b.  hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,  

c.  hak guna ruang angkasa.  

Pasal 17  

(1)  Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai 
tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas 
maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan 
sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau 
badan hukum.  

(2)  Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang 
singkat.  

(3)  Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum 
termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah 
dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat 
yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Per-
aturan Pemerintah.  

(4)  Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksana-
kan secara berangsur-angsur.  

Pasal 18  

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara 
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dengan Undang-undang.  

 

Bagian II  

Pendaftaran Tanah  

Pasal 19  

(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:  

a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;  

b.  pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut;  

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat.  

(3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria.  

(4)  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan 
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut.  

Bagian III  

Hak Milik  

Pasal 20  

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6.  

(2)  Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  

Pasal 21  

(1)  Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.  

(2 Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.  

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula war-
ganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak 
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diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya 
jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 
yang membebaninya tetap berlangsung.  

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan 
dalam ayat (3) pasal ini.  

Pasal 22  

(1)  Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(2)  Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini hak milik terjadi karena :  

a.  penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  

b.  ketentuan Undang-undang.  

Pasal 23  

(1)  Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pem-
bebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.  

(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan 
dan pembebanan hak tersebut.  

Pasal 24  

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 
dengan peraturan perundangan.  

Pasal 25  

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  

Pasal 26  

(1 Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2)  Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada 

orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal 
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan 
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali.  

Pasal 27  

Hak milik hapus bila:  

a.  tanahnya jatuh kepada Negara :  

1.  karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;  

2.  karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  

3.  karena ditelantarkan;  

4.  karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).  

b.  tanahnya musnah.  

Bagian IV  

Hak guna-usaha  

Pasal 28  

(1)  Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan.  

(2)  Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 
hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih 
harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan 
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  

(3)  Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  

Pasal 29  

(1)  Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.  

(2)  Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat 
diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.  

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan per-
usahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 
pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.  

Pasal 30  

(1)  Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:  
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a.  warganegara Indonesia;  

b.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia.  

(2)  Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib mele-
paskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang 
memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan 
atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus 
karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan 
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Pasal 31  

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.  

Pasal 32  

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian 
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus 
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
Pasal 19.  

(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, 
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.  

Pasal 33  

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  

Pasal 34  

Hak guna usaha hapus karena:  

a.  jangka waktunya berakhir;  

b.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 
syarat tidak dipenuhi;  

c.  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir;  

d.  dicabut untuk kepentingan umum;  

e.  ditelantarkan;  

f.  tanahnya musnah;  

g.  ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).  

Bagian V  

Hak guna bangunan  

Pasal 35  
(1)  Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.  

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan 
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut 
dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 
tahun.  

(3)  Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  

Pasal 36  
(1)  Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:  

a.  warganegara Indonesia;  
b.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.  
(2)  Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan 

dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 
(1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak 
guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 
Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 
dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 
hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan 
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Pasal 37  
Hak guna bangunan terjadi:  

a.  mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena 
penetapan Pemerintah;  

b.  mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik 
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 
memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menim-
bulkan hak tersebut.  

Pasal 38  
(1)  Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 

demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
Pasal 19.  
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(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena 
jangka waktunya berakhir.  

Pasal 39  

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
hak tanggungan.  

Pasal 40  

Hak guna bangunan hapus karena:  

a.  jangka waktunya berakhir;  

b.  dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 
syarat tidak dipenuhi;  

c.  dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir;  

d.  dicabut untuk kepentingan umum;  

e.  ditelantarkan;  

f.  tanahnya musnah;  

g.  ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).  

Bagian VI  

Hak pakai  

Pasal 41  

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  

(2)  Hak pakai dapat diberikan:  

a.   selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;  

b.  dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian 
jasa berupa apapun.  

(3)  Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemerasan. 

Pasal 42  

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:  

a.  warga negara Indonesia;  

b.  orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  

c.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia;  

d.  badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  

Pasal 43  

(1)  Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan 
izin penjabat yang berwenang.  

(2)  Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak 
lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang ber-
sangkutan.  

Bagian VII 

Hak sewa untuk bangunan  

Pasal 44  

(1)  Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas 
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya 
sejumlah uang sebagai sewa.  

(2)  Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:  

a.  satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;  

b.  sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.  

(3)  Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak 
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 
pemerasan.  

Pasal 45  

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:  

a.  warganegara Indonesia;  

b.  orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  

c.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia;  

d.  badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  

 
 



Lamp. 1: Undang2 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria  81  82 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

Bagian VIII  

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan  

Pasal 46  

(1)  Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 
dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(2)  Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah 
tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.  

Bagian IX  

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan  

Pasal 47  

(1)  Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu 
dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.  

(2)  Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

Bagian X 

Hak guna ruang angkasa  

Pasal 48  

(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mem-
pergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna 
usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan 
bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan 
hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.  

(2)  Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Bagian XI  

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial  

Pasal 49  

(1)  Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial 
diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan 
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya 
dalam bidang keagamaan dan sosial.  

(2)  Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 
dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara dengan hak pakai.  

(3)  Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

Bagian XII  

Ketentuan-ketentuan lain  

Pasal 50  

(1)  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur 
dengan undang-undang.  

(2)  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur 
dengan peraturan perundangan.  

Pasal 51  

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna 
usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 
diatur dengan Undang-undang.  

Bab III  

KETENTUAN PIDANA  

Pasal 52  

(1)  Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-  

(2)  Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud 
dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 
ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran 
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.  

(3)  Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.  

Bab IV  

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 53  

(1)  Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, 
hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk 
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam 
waktu yang singkat.  

(2)  Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap 
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 
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Pasal 54  

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan 26, maka 
jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah me-
nyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang 
disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia 
dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut Pasal 21 
ayat (1).  

Pasal 55  

(1)  Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II, III,  
IV dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya 
berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, 
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.  

(2)  Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka ke-
mungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang 
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu 
diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan 
nasional semesta berencana.  

Pasal 56  

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam 
Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah 
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan 
lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang 
sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini.  

Pasal 57 

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam 
Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-
ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-
542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.  

Pasal 58  

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum 
terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada    
mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.  

KEDUA  

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI  

Pasal I  

(1)  Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya 
Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali 
jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang 
tersebut dalam Pasal 21.  

(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang 
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan 
dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini 
menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang akan 
berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tersebut di atas.  

(3)  Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang 
di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-
negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh 
Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai 
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan 
tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun.  

(4)  Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani 
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak 
erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi 
hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), yang 
membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak 
opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 
20 tahun.  

(5)  Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani 
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang 
mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau 
hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri Agraria.  

(6)  Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang 
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak 
guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang 
hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.  
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Pasal II 

(1)  Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 
mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti 
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada 
mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch 
eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas 
druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende 
erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain 
dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh 
Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini 
menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika 
yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut 
dalam Pasal 21.  

(2)  Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, war-
ganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mem-
punyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak 
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai 
dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih 
lanjut oleh Menteri Agraria.  

Pasal III  

(1)  Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak 
guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) yang akan 
berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi 
selama-lamanya 20 tahun.  

(2)  Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai ber-
lakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan 
selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang 
diadakan oleh Menteri Agraria.  

Pasal IV  

(1)  Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar 
dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria 
agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.  

(2)  Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak 
diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan ber-
langsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima 
tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.  

(3)  Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan 
termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima 
syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun 
permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie 
atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi 
paling lama lima tahun sesudah itu berakhir dengan sendirinya.  

Pasal V  

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna 
bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama 
sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 
20 tahun.  

Pasal VI  

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip 
dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang 
disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant 
controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,, anggaduh, bengkok, lungguh, 
pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya 
Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), 
yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai 
oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini.  

Pasal VII  
(1)  Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada 

pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik 
tersebut pada Pasal 20 ayat (1).  

(2)  Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap 
menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1), yang memberi 
wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang 
haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.  

(3)  Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau 
sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah 
yang memutuskan.  

Pasal VIII  

(1)  Terhadap hak guna bangunan tersebut pada Pasal I ayat (3) dan 
(4), Pasal II ayat (2) dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 
36 ayat (2).  
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(2)  Terhadap hak guna usaha tersebut pada Pasal II ayat (2), Pasal III 
ayat (1) dan (2) dan Pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam 
Pasal 30 ayat (2).  

Pasal IX  

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan  
dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.  

KETIGA  

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan 
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur 
tersendiri.  

KEEMPAT  

A.   Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari 
Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai 
berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.  

B.   Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

KELIMA  

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lem-
baran Negara Republik Indonesia.  

 
             Disahkan di: Jakarta  
    pada tanggal: 24 September 1960  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

                          ttd.  

                 (SOEKARNO)  

                 Diundangkan  
    pada tanggal 24 September 1960  

          SEKRETARIS NEGARA,  

                         ttd.  

                    (Tamzil)  

 

LEMBARAN NEGARA 1960 – 104  

PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  

TENTANG  

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA  

A.  PENJELASAN UMUM  

I.  Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria  

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan 
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak 
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang  
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam 
pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya 
merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat 
yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam 
banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita 
di atas. Hal itu disebabkan terutama :  

a.  karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun 
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan 
sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan 
dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan 
pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi 
nasional sekarang ini;  

b.  karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu 
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan 
berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping 
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, 
hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan 
yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan 
Bangsa;  

c.  karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak men-
jamin kepastian hukum.  

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru 
yang Nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, 
yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan      
akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang 
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dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat 
dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman 
dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus 
mewujudkan penjelmaan daripada azas kerohanian Negara dan cita-cita 
Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, 
Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan 
pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
dan Garis-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum di dalam 
Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan 
ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.  

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru 
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun 
di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi 
penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formil 
tiada bedanya dengan Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan 
yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi 
hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya hanyalah 
azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh 
karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelak-
sanaannya akan diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-
peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya.  

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok 
Agraria ialah :  

a.  meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, 
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama 
rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;  

b.  meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kese-
derhanaan dalam hukum pertanahan;  

c.  meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  

II.  Dasar-dasar dari hukum agraria nasional  

(1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal 1 
ayat (1), yang menyatakan, bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia 
adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang 
bersatu sebagai bangsa Indonesia”, dan Pasal 1 ayat (2) yang 
berbunyi bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 

Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah 
bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional”. Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang ang-
kasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya 
diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula 
dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari 
para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah 
dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari 
daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian 
demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan 
ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak 
ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada 
tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hu-
bungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indo-
nesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3).  
Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai 
bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang 
angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang 
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat 
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan 
demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang 
merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia 
berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal 
ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan 
ruang angkasa bangsa Indonesia juga. Adapun hubungan antara 
bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, 
bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak 
dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan, bahwa hubungan 
itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti 
hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik 
perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum 
agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai 
seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo. pasal 20). 
Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut 
tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.  

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak 
guna-usaha, hak guna- bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-
hak lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain 
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(Pasal 4 jo. Pasal 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut 
dalam hubungannya dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan 
diuraikan dalam nomor 2 di bawah.  

(2) “Azas domein” yang dipergunakan sebagai dasar daripada per-
undang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan 
tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.  

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rak-
yat Indonesia dan azas daripada Negara yang merdeka dan modern. 
Berhubung dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai 
“pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 
1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 
ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.  

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa 
untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa 
bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. 
Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari 
seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut 
inilah harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang 
menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi 
dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas 
perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan 
tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada 
tingkatan yang tertinggi :  
a.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, per-

sediaan dan pemeliharaannya;  
b.  menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;  
c.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.  

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur 
(Pasal 2 ayat 2 dan 3).  

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua 
bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh sese-
orang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang 
sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, 

artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang 
mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas 
kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-
pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya 
serta pasal-pasal dalam Bab II.  

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu 
hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. 
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat 
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan 
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, 
misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai 
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan 
Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk 
dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 
4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit 
atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu 
masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di 
bawah ini.  

(3)  Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan 
kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka 
di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan 
mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam 
bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :  

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masya-
rakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepen-
tingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang 
dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.  

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya 
hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui 
biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta 
diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah 
hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan 
akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak 
ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung 
dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, 
yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada 
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dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut 
menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum 
yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas 
tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang 
bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi 
“recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang 
hak ulayat itu.  

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak 
ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian 
hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu 
sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula 
tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan 
hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara 
besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang 
besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan 
makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, 
bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat 
karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang 
merupakan pangkal pikiran kedua daripada ketentuan pasal 3 tersebut 
di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada 
kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun 
pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. 
Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini 
sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan 
hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada 
hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-
daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap 
yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum 
dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat 
terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat 
seluruhnya.  

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti, 
bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan 
diperhatikan sama sekali.  

(4)  Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa: 
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada 
seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan 
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk ke-
pentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian    

bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan ke-
adaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun ber-
manfaat pula bagi masyarakat dan Negara.  

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa 
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan 
umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan 
pula kepentingan-kepentingan perseorangan.  

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah 
saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan 
pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya 
(Pasal 2 ayat 3). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah 
suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, 
agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban 
memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau 
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula 
dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu 
hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan 
ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak yang ekonomi lemah.  

(5)  Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka 
menurut Pasal 9 jo Pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia 
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak 
dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada 
orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat 
mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. 
Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat 
mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan 
untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai 
hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu 
mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada 
jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang 
khusus (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut 
Pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah 
usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan 
mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak 
milik (Pasal 17).  

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat 
mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan 
masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, 
sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu “escape-
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clause” yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai 
hak milik. Dengan adanya “escape-clause” ini maka cukuplah nanti bila 
ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan 
hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk 
badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai 
hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang 
bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam Pasal 
49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, 
tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang 
sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung 
berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum 
biasa.  

(6)  Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan 
tersebut di atas ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa : “Tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya.”  

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan 
warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat 
kedudukan ekonominya. Maka di dalam Pasal 26 ayat 1 ditentukan 
bahwa : “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 
hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 
Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-
golongan yang lemah yang dimaksudkan itu. Dalam hubungan itu dapat 
ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11 
ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas 
kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam 
bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas 
keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam 
lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam 
rangka kepentingan nasional (Pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah 
berkewa-jiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha 
perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta 
(Pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha 
Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai 
merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha-usaha Pemerintah 
yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-
undang (Pasal 13 ayat 3).  

(7)  Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang pada 
dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan 
dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di 
negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang 
disebut “landreform” atau “agrarian reform” yaitu, bahwa “Tanah 
pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh 
pemiliknya sendirinya”.  
Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan 

ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang 
batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia 
mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri 
dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17). Pula perlu ada ketentuan 
mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak 
milik (Pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-
golongan tertentu saja. Dalam hubungan dengan ini Pasal 7 memuat 
suatu azas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah 
yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian 
itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu 
dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan 
lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak 
akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan 
penguasaan tanahnya kepada orang lain. Dalam pada itu mengingat 
akan susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya 
sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan 
adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan 
pemiliknya, misalnya secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. 
Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-
ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk 
mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si 
lemah oleh si kuat (Pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian 
tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya     
itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang 
berkepentingan sendiri atas dasar “freefight”, akan tetapi penguasa 
akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, 
agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara 
pemerasan (“exploitation de I’homme par I’homme). Sebagai misal 
dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 
2 tahun 1960 tentang “Perjanjian Bagi Hasil” (LN. 1960-2). Ketentuan 
Pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannya masih 
memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam keadaan susunan 
masyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan      
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itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakannya 
dispensasi. Misalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari 
tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan 
pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya 
harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu 
tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan 
perjanjian sewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak 
bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya 
sendiri secara aktip (ayat 3).  
(8)  Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan 

Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya    
suatu rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan 
dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai 
kepentingan hidup rakyat dan Negara : Rencana Umum (“National 
planning”) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang 
kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (“regional 
planning”) dari tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya 
planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara 
terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.  

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keseder-
hanaan hukum  

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di 
dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.  

(1)  Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini 
mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara 
hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut 
hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam 
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-
Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan 
secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan 
keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan 
kepentingan perekonomian.  

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan 
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia 
sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang 
baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum 
adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan 
dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam 
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan 

Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam 
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masya-
rakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.  

(2)  Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang 
Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya 
perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari 
golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan 
dalam Pasal 11 ayat 2, bahwa : “Perbedaan dalam keadaan 
masyarakat dan keperluan hidup golongan rakyat di mana perlu 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional di 
perhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan 
atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum 
rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat yang ekonominya 
kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam 
ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap 
kepentingan golongan yang ekonomi lemah.  

(3)  Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum barat 
dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai 
kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.  

Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik sebagai 
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenai hak-hak 
atas tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam Pasal 16 
ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan 
yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, 
yaitu hak guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan 
peternakan) dan hak guna bangunan (guna mendirikan/mempunyai 
bangunan di atas tanah orang lain) (Pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).  

Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini 
semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut 
Undang-Undang Pokok Agraria.  

IV.  Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum  

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari 
ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 
32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, 
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. 
Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu 
instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah 
yang bersifat “rechts-kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin 
kepastian hukum.  
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Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada 
kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-
lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang 
personil dan peralatannya. Oleh karena itu, maka akan didahulukan 
penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada 
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.  

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum 
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian 
tentang haknya itu sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah 
sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan 
pendaftaran tanah yang bersifat “ rechtskadaster” artinya yang 
bertujuan menjamin kepastian hukum.  

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat 
pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan 
lalu-lintas sisial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang 
personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada 
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.  

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian 
hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 
bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran 
tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, 
tidak akan ada artinya sama sekali.  

B.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-
Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian “bumi” 
dan “tanah”, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 dan     
Pasal  4 ayat 1. Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi. 
Perluasan pengertian “bumi” dan air dengan ruang angkasa adalah 
bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-
kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.  

Pasal 2  

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).  

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan 
medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria 
menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat 
(Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka 
pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari 

Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala se-
suatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah 
barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. 
Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan 
bagi daerah itu.  

Pasal 3  

Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah 
apa yang di dalam perpustakaan adat disebut “beschikkingsrecht”. 
Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).  

Pasal 4 

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).  

Pasal 5  

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang 
baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).  

Pasal 6  

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).  

Pasal 7  

Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai yang 
telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan 
itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada 
pengecualiannya.  

Pasal 8  

Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu 
hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-
wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-
kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang 
angkasa. Oleh karena itu, maka pengambilan kekayaan yang dimak-
sudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan 
pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.  

Pasal 9  

Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan 
dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 
dan 2.  

Pasal 10  

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata 
“pada asasnya” menunjuk pada kemungkinan diadakannya penge-
cualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di dalam 



Lamp. 1: Undang2 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria  101  102 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur 
di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan Pasal 7). 
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya masih dimungkinkan 
oleh Pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.  

Pasal 11  
Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis 
lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa 
warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. 
Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).  

Pasal 12  
Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan 
ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-royong 
lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya 
suatu “usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang 
agraria. Yang dimaksud dengan “fihak lain” itu ialah  

Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau 
swasta dengan “domestic-capital” yang progressip.  

Pasal 13  
Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).  

Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan 
sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.  

Pasal 14  
Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah 
dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan 
corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan 
pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di 
samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula 
keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). 
Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk 
pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi 
juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah 
Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.  

Pasal 15  
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib 
dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim 
dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-
petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.  

Pasal 16  

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai 
dengan azas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa hukum pertanahan 
yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak 
atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari 
hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan 
diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini . 
Perlu kiranya ditegaskan bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht 
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan 
hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya 
ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.  

Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 7 dan 10) tetapi 
berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat 
dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo 
Pasal 53).  

Pasal 17  

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan 
dalam Pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di 
dalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah 
yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, 
tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian. Tanah-
tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang 
membutuhkannya. Ganti kerugiann kepada bekas pemilik tersebut di 
atas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian 
tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk 
membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh 
Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para 
bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang 
dimaksudkan itu.  

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang 
mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan 
tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan 
untuk mencegah pemecah belahan (“versplintering”) tanah lebih lanjut. 
Di samping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya : transmigrasi, 
pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi, supaya 
batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur.  

Yang dimaksud dengan “keluarga” ialah suami, isteri serta anak-
anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang 
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jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat 
menjadi kepala keluarga.  

Pasal 18  

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas 
tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-
syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak.  

Pasal 19  

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang 
sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang 
bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).  

Pasal 20  

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang 
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang 
“terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang 
“mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat” sebagai hak 
eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian 
akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial 
dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud 
untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, 
hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara 
hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” 
(artinya : paling) kuat dan terpenuh.  

Pasal 21  

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). 
Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-
lain cara dilarang oleh Pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang disebut 
dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan 
sesuatu tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya 
peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa selama orang-orang 
warganegara membiarkan diri di samping kewarganegaraan Indonesia-
nya mempunyai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan 
tanah dia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnya.  

Pasal 22  

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah 
pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal 
yang merugikan kepentingan umum dan Negara.  

Pasal 23  

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).  

Pasal 24 

Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-
bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah 
misalnya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan.  

Pasal 25  

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan 
pemiliknya, Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk 
sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang 
gadai.  

Pasal 26  

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II 
angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. 
Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan 
antara warga negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis 
kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun 
tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada 
ketentuan dalam Pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki 
tanah.  

Pasal 27  

Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.  

Pasal 28  

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan 
miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. 
Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanya dapat 
diberikan untuk keperluan di atas dan atas tanah yang luasnya paling 
sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna usaha 
dapat beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan 
hak tanggungan. Hak guna usaha pun tidak dapat diberikan kepada 
orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal 
asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebut dalam Pasal 55.  

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya 
dilakukan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang 
luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan 
teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang 
luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh dilakukan 
secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna 
usahanya dapat dicabut (Pasal 34).  
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Pasal 29  

Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang waktu 
berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan ke-
mungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup 
lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur 
panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada 
tanaman kelapa sawit.  

Pasal 30  

Hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing.  

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-
badan hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik asli maupun 
tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna 
usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu 
diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional 
semesta berencana (Pasal 55).  

Pasal 31 s/d 34 

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 
sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).  

Pasal 35  

Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak 
mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang 
dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.  

Pasal 36  

Penjelasannya sama dengan pasal 30.  

Pasal 37 s/d 40  

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam 
pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka IV).  

Pasal 41 dan 42  

Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-hak yang 
dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang 
semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan 
daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang 
mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka 
usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan 
Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut 
dengan satu nama saja.  

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan 
pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya 

dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing 
dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang 
terbatas.  

Pasal 43  

Tidak memerlukan penjelasan.  

Pasal 44 dan 45  

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat 
khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk 
bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Hak 
sewa tanah pertanian hanya mempuyai sifat sementara (Pasal 16 jo 53). 
Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik 
tanah.  

Pasal 46  

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak 
dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur 
dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih    
luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang ber-
sangkutan.  

Pasal 47 

Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah 
mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika 
mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini sudah 
termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah.  

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau 
mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan 
mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka 
seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui 
tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan 
pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut 
tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan 
dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.  

Pasal 48  

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa 
ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.  

Pasal 49  

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini 
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan 
peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria 
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yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan 
pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf b.  

Pasal 50 dan 51  

Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat 
pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.  

Pasal 52  

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-
per-aturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana 
sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.  

Pasal 53  

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16.  

Pasal 54  

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan 26. 
Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC 
tetapi pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum 
mendapat pengesahan akan terkena oleh Ketentuan Konversi Pasal I 
ayat 3, Pasal II ayat 2 dan Pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan 
penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk 
memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan 
Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang 
disebutkan di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, 
yaitu sebelumnya diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.  

Pasal 55 

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30.  

Ayat 1. mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2 
menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam 
penjelasan Pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 2 ini hanya 
dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang pemba-
ngunan nasional semesta berencana.  

Kedua : hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan Konvensi   
ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok 
Agraria.  

Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang disebut dalam Pasal I, II, 
III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan 
dalam Peraturan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 dan syarat-
syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan 
sebagai yang disebutkan dalam akte haknya yang dikonversi itu, 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya yang baru.  

Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk 
menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada perombakan 
hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan 
merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.  

Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih 
bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENATAAN RUANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: 

a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai 
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber 
daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, 
berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah 
penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat 
terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum 
dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan inter-
nasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, 
demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penye-
lenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil 
Pancasila. 

c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan 
Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah 
yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewe-
nangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan 
keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak 
menimbulkan kesenjangan antardaerah;         

d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman 
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan 
ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang   
yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang  
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berada   pada   kawasan   rawan   bencana   sehingga  diperlukan 
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meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan 
penghidupan; 

f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan 
ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan 
ruang yang baru; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang. 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Lampiran  2 
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6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pena-taan 
ruang. 

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pre-
siden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan peme-
rintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Bupati, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
dalam penataan ruang. 

10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan 
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 

11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian peman-faatan ruang. 

12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk me-nentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewu-
judkan tertib tata ruang. 

16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis be-
serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 

19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang 
yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal 
perkotaan. 

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya. 

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perkotaan, pemu-satan dan distribusi 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 
(satu juta) jiwa. 

27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fung-
sional dan membentuk sebuah sistem. 

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan 
dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau ling-
kungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan 
dunia. 
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29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ru-
angnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting 
dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan. 

31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 

32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan dalam bidang penataan ruang. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang 
diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. keterpaduan; 

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 

c. keberlanjutan; 

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 

e. keterbukaan; 

f. kebersamaan dan kemitraan; 

g. pelindungan kepentingan umum; 

h. kepastian hukum dan keadilan; dan 
i. akuntabilitas. 

Pasal 3 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan ling-
kungan buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya 
manusia; dan 

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

BAB III 
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG 

Pasal 4 
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama 
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis 
kawasan. 

Pasal 5 

(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan 
sistem internal perkotaan. 

(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas 
kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas 
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 
dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota. 

(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas 
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan 
perdesaan. 

(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas 
penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang 
kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota. 

Pasal 6 

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memerhatikan: 

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
rentan terhadap bencana; 

b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 
daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, 
pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan 

c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 
dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara 
berjenjang dan komplementer. 
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(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi 
dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, 
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan. 

(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi 
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan 
undang-undang tersendiri. 

BAB IV 
TUGAS DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 
T u g a s 

Pasal 7 
(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

negara memberikan kewenangan penyelenggaraan pena-taan 
ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki 
orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Wewenang Pemerintah 

Pasal 8 
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pe-  

laksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabu-paten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 
d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pem-fasilitasan 

kerja sama penataan ruang antar provinsi. 

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang 
nasional meliputi: 
a. perencanaan tata ruang wilayah nasional; 

b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. 

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang 

kawasan strategis nasional meliputi: 

a. penetapan kawasan strategis nasional; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; 

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan 

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

nasional. 

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah 

daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. 

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah 

berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang pe-

nataan ruang. 

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah: 

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam 

rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 

2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang 

disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah nasional; dan 

3) pedoman bidang penataan ruang; 

b.  menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan 

ruang. 

Pasal 9 

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang 

Menteri. 

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan 

penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; 

b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan 

c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, 

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
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Bagian Ketiga 
Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi 

Pasal 10 

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi: 

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelak-

sanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/ 

kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategis provinsi dan kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 

d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan 

kerja sama penataan ruang antar kabu-paten/kota. 

(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan 

penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; 

b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi 

melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis provinsi; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; 

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan 

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

provinsi. 

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah 

kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. 

(5) pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah 

provinsi: 

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam 

rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 

2) disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi; dan 

3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; 
b.  melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 

ruang. 

(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah 
mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Wewenang erintah Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal 11 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penye-

lenggaraan penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pe-

laksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan 
kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabu-

paten/kota; dan 
d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pe-
laksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota. 

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabu-
paten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pe-
merintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: 
a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabu-

paten/kota. 
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/ kota 
mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk 
pelaksanaannya. 
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(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah 
kabupaten/kota: 
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana 

umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pe-
laksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang. 

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat 
memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, 
pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah pe-
nyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB V 
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG 

Pasal 12 
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk 
pedoman bidang penataan ruang. 

Pasal 13 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, 
dan masyarakat. 

(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 
a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi 

pedoman bidang penataan ruang; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

penataan ruang; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penulisan dan pengembangan; 
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan 

ruang; 
g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masya-

rakat; dan 
h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masya-rakat. 

(3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ 
kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagamana 
dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

BAB VI 
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Tata Ruang 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14 
(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 

a. rencana umum tata ruang; dan 
b. rencana rinci tata ruang. 

(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a secara berhierarki terdiri atas: 
a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan 
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata 

ruang wilayah kota. 
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas: 
a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang 

kawasan strategis nasional; 
b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata 

ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata 
ruang. 

(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b disusun apabila: 
a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar da-

lam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang; dan/atau 

b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan 
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang 
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. 

(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana 
tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
Pasal 15 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah 
provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabu-paten/kota mencakup 
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 
bumi. 

Pasal 16 
(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. 
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: 
a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai 

dengan masa berlakunya; atau 
b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. 

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi 
rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak 
yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pe-ninjauan 
kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan per-aturan pemerintah. 

Pasal 17 
(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan 

rencana pola ruang. 
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem 
jaringan prasarana. 

(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya seba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang   
untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, 
pertahanan, dan keamanan. 

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan 
hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran 
sungai. 

(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memerhatikan keterkaitan 
antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana 
tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 18 
(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana 

tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih 
dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. 

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata 
ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari 
Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. 

(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara pe-
nyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional 

Pasal 19 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memer-
hatikan: 
a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 
b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 

pengkajian implikasi penataan ruang nasional; 
c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas 

ekonomi; 
d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah; 
e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
f. rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 
h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 20 
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
nasional; 

b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem 
perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan 
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dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana 
utama; 

c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan 
lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai 
strategis nasional; 

d. penetapan kawasan strategis nasional; 
e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional 

yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, 
arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan 
sanksi. 

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: 

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 
nasional; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 
nasional; 

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah nasional; 

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar 
sektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Pasal 21 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden. 

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-
sunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 3 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Pasal 22 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: 

a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b. pedoman bidang penataan ruang; dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus me-
merhatikan: 
a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian 

implikasi penataan ruang provinsi; 
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan eko-

nomi provinsi; 
c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pemba-

ngunan kabupaten/kota; 
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 23 
(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
provinsi; 

b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem 
perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan 
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan 
prasarana wilayah provinsi; 

c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi ka-wasan 
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis 
provinsi; 

d. penetapan kawasan strategis provinsi; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi 
yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, 
arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan 
sanksi. 
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(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah da-

erah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

dalam wilayah provinsi; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta kese-
rasian antar sektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara 
dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-
Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih 
dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan per-aturan 
daerah provinsi. 

Pasal 24 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. 
(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-

sunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) diatur dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 4 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 25 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu 

pada: 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata 

ruang wilayah provinsi; 
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; 

dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus me-
merhatikan: 
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 

implikasi penataan ruang kabupaten; 
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan eko-

nomi kabupaten; 
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; 
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan 
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 

Pasal 26 
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
kabupaten; 

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan 
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; 

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya 
kabupaten; 

d. penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ka-

bupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, 
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 

wilayah kabupaten; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

antarsektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk 
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi 
pertanahan. 
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(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 
(dua puluh) tahun. 

(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, 
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan 
peraturan daerah kabupaten. 

Pasal 27 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. 
(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-

sunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 5 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota 

Pasal 28 
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis 
mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan 
ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: 
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; 

dan 
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, 
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk men-jalankan 
fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan 
pusat pertumbuhan wilayah. 

Pasal 29 
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau 
privat. 

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit   30 
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling 
sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Pasal 30 
Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan 
hierarki pelayanan dengan memerhatikan rencana struktur dan pola 
ruang. 

Pasal 31 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang 
terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri. 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Ruang 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 32 
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 
(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang 
secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. 

(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi 
program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang 
wilayah. 

(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai 
dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang 
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan 
pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. 

(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memerhatikan standar pelayanan minimal 
dalam penyediaan sarana dan prasarana. 

Pasal 33 
(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan 

dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan 
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan 
penatagunaan sumber daya alam lain. 

(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan 
penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan 
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sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca pe-
natagunaan sumber daya alam lain. 

(3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk 
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum 
memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah 
dari pemegang hak atas tanah. 

(4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, 
diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pe-
megang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan 
haknya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penata-
gunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya 
alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Paragraf 2 
Pemanfaatan Ruang Wilayah 

Pasal 34 
(1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabu-

paten/kota dilakukan: 
a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata 

ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; 
b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan 

struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan stra-
tegis; dan 

c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program peman-
faatan ruang wilayah dan kawasan strategis. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi 
rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan 
strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya 
yang didorong pengembangannya. 

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara 
terpadu. 

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan sesuai dengan: 
a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 
b. standar kualitas lingkungan; dan 
c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Bagian Ketiga 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pasal 35 
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan per-
aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pe-
ngenaan sanksi. 

Pasal 36 
(1)  Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun 

sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang 
untuk setiap zona pemanfaatan ruang. 

(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan: 
a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem 

nasional; 
b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi 

sistem provinsi; dan 
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. 

Pasal 37 
 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-
undangan. 

(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ren-  cana tata 
ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh 
dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 

(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang 
benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan peng-
gantian yang layak kepada instansi pemberi izin. 

(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya 
perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti 
kerugian yang layak. 
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(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata 
cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 38 
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif 
dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan 
perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sejalan de-ngan rencana tata ruang, 
berupa: 
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, 

imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/ 

atau pemerintah daerah. 
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang meru-

pakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang, berupa: 
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak 
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompen-
sasi, dan penalti. 

(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghor-mati hak 
masyarakat. 

(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: 
a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; 
b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan 
c. pemerintah kepada masyarakat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 39 
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan 
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. 

Pasal 40 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di-
atur dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Keempat 
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 41 
(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: 

a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabu-
paten; atau 

b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/ kota pada 
satu atau lebih wilayah provinsi. 

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b menurut besarannya dapat berbentuk kawasan 
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan 
besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan. 

(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 42 
(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30. 

Pasal 43 
(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) 

atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah 
provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pem-
bangunan yang bersifat lintas wilayah. 

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah 
administratif. 

Pasal 44 
(1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koor-

dinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. 
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(2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan 
megapolitan berisi: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan 

metropolitan dan/atau megapolitan; 
b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meli-   

puti sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana 
kawasan metropolitan dan/atau megapolitan; 

c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau 
megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan 
budi daya; 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau 
megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat 
interdependen antarwilayah administratif; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan 
peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau mega-
politan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan 
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Paragraf 3 
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 45 
(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau 
lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program 
pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar-
wilayah kabupaten/kota terkait. 

Paragraf 4 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 46 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pe-
ngendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu 
atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabu-
paten/kota. 

(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan 
tersendiri, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga 
dimaksud. 

Paragraf 5 
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 47 

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama 
antardaerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan 
perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kelima 
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 48 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: 

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; 

b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang 
didukungnya; 

c. konservasi sumber daya alam; 

d. pelestarian warisan budaya lokal; 

e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk 
ketahanan pangan; dan 

f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-per-
kotaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap ka-wasan 
lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e diatur dengan Undang-Undang. 

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: 

a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabu-
paten; atau 

b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah provinsi. 

(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk kawasan agropolitan. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agro-
politan diatur dengan peraturan pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan per-
desaan diatur dengan peraturan pemerintah. 

Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 49 

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian 
wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah ka-
bupaten. 

Pasal 50 

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah 
kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau 
beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan 
desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam 
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. 

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi 
struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah 
administratif. 

Pasal 51 
(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci 

tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. 
(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan 
agropolitan; 

b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi 
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana ka-
wasan agropolitan; 

c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi 
kawasan lindung dan kawasan budi daya; 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang  berisi 
indikasi program utama yang bersifat interdependen antar-
desa; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agro-
politan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan 
agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan 
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Paragraf 3 
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 52 
(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian 
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui 
penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya 
secara terkoordinasi antarwilayah kabu-paten terkait. 

Paragraf 4 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan. 

Pasal 53 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang me-

rupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pe-
ngendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh 
setiap kabupaten. 

(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama 
antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh 
lembaga dimaksud. 

Paragraf 5 
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 54 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau 

lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antar-
daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut, mengenai penataan ruang kawasan 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan 
agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan 
peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan 
peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara 
terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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(4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam 
keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. 

(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup 
keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, 
baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau. 

BAB VII 
PENGAWASAN PENATAAN RUANG 

Pasal 55 
 (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pe-
ngawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelak-
sanaan penataan ruang. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewe-
nangannya. 

(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran ma-
syarakat. 

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan 
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pasal 56 
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian 
antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam 
penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan 
Walikota/Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Dalam hal Bupati/Bupati tidak melaksanakan langkah penye-    
lesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur meng-
ambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Wali-
kota/Bupati. 

(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri 
mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan 
Gubernur. 

Pasal 57 
Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan 
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 58 
(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula 
pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyeleng-
garaan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan 
minimal bidang penataan ruang. 

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat 
penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar 
pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat 
nasional. 

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam pe-  
rencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 
provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 
kabupaten/kota. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal 
bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. 

Pasal 59 
(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah 

dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditu-jukan pada 

pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap 

pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pena-taan ruang diatur 
dengan peraturan Menteri. 

BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 60 
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 
a. mengetahui rencana tata ruang; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan 

ruang; 
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c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pem-
bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

Pasal 61 
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan per-

aturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

Pasal 62 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61, dikenai sanksi administratif. 

Pasal 63 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif. 

Pasal 64 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan  

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 65 

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah 

dengan melibatkan peran masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran 

masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 66 

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pe-nataan 

ruang dapat mengajukan gugatan melalui pe-ngadilan. 

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak 

terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

BAB IX 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 67 

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama 

diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh 

upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

BAB X 
PENYIDIKAN 

Pasal 68 
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan 
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mem-bantu 
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebaga-
mana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
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a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam 
bidang penataan ruang; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehu-
bungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berke-
naan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana dalam bidang penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, 
penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat 
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. 

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara 
serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 69 

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak       
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 70 
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan ruang dari pejabat yang ber-wenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak           
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau ke-rusakan 
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 71 
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak    Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 72 
Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang  
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik       
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana  
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
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Pasal 73 
(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang mener-bitkan izin 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara 
tidak dengan hormat dari jabatannya. 

Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 

Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

Pasal 75 
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan 
Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara Perdata kepada 
pelaku tindak pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara Perdata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 
berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 77 
(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus 
disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan 
penyesuaian pemanfaatan ruang. 

(2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang 
sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk 
penyesuaian. 

(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum 
penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin 
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada 
pemegang izin diberikan penggantian yang layak. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 78 
(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini 

diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini 
diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini di-
selesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 
a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini 
diberlakukan; 

b. emua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang 
wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat 
dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang 
ini diberlakukan; dan 

c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana 
tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan 
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang 
ini diberlakukan. 

Pasal 79 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 80 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
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                                 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                               Ttd. 

                                 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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      Pada Tanggal 27 April 2007 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 
NOMOR 68 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENATAAN RUANG 

I. UMUM 

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai 
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber 
daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 
Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara 
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai 
dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara 
Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 
Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa 
negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan 
wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. 

2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, 
baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara 
ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya 
yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim 
tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar 
bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai 
sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan 
rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam kesela-
matan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan 
penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara 
komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien 
dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 

3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan 
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara ke-
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langsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak 
terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan 
ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan 
penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam 
dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan 
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta 
yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat 
pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat 
diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata 
ruang wilayah. 

4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas 
wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wa-
wasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan 
kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung 
jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam 
proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, 
keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan 
daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam 
Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan 
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan 
kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan 
otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan 
ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup 
kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan 
batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah 
administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah 
provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wila-
yah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan 
administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya 
manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pe-
manfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata 
dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseim-
bangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan 

pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah 
kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya 
penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi 
luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas 
wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

        Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan 
terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan 
ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut be-
sarannya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan 
perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metro-
politan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan 
metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan 
metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan 
perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional 
dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang 
terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan 
tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan 
alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas 
wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan 
perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang 
merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang 
secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. 
Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten 
dapat berupa kawasan agropolitan. 

 Penataan  ruang  dengan  pendekatan  nilai  strategis  kawasan  
dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi 
dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai 
strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya 
pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan ber-
kelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang 
wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat 
penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan 
yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek 
kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan 
bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang 
berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, 
yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, 
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provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan 
ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang 
bersangkutan. 

5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu 
dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan 
ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan 
ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu 
mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) 
tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak 
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 

 Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung 
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang 
sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan ke-
seimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan 
kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu 
berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat 
mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, 
pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu 
sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya 
suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat 
memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring 
dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang 
dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun 
masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, 
harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun 
tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. 

6.  Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana 
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum 
tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif 
dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan 
rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan 
pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan 
dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan 
blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut 
dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang 
dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi 
merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam 
rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah 
kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana 
rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan 
sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata 
ruang. 

7.  Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui 
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, 
serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimak-
sudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga 
setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana 
tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang 
tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana 
penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif 
dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, 
baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah 
daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa 
keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infra-
struktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, 
dan pemberian penghargaan. 

 Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, 
membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang 
tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat 
berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 
prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. 

 Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pe-
ngendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat 
tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-
Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada 
pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan 
pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat 
pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
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8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 
sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada 
dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam 
mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah 
daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan 
perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan 
dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar 
wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang 
tersebut. 

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional 
dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, 
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penye-
lenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan 
otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar 
kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan 
ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur 
demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta 
tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran 
dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap 
penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi di masyarakat. 

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk meng-
antisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam 
penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan 
Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang 
tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan 
pokok sebagai berikut: 

a.  pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan 
keje-lasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional 
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui pene-
tapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman 
bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan 
penataan ruang; 

c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk 
meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; 

d.  pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian peman-
faatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; 

e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan 
terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 
penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja 
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 

f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyeleng-
garaan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masya-
rakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses 
penyelenggaraan penataan ruang; 

g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun 
antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat; 

h.  penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri 
sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang 
dilakukan; 

i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai 
dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan 
penataan ruang; dan 

j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, 
dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk pe-
nyesuaian. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai ke-
pentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas 
pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, 
adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseim-
bangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
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mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, 
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta 
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan ke-
langsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan 
memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan meng-
optimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung      
di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang 
berkualitas. 

Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan penataan ruang. 

Huruf f 

 Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan. 

Huruf g 

 Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan 
kepentingan masyarakat. 

Huruf h 

 Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 
hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa 
penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa 
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua 
pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

Huruf i 

 Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penye-   
lenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik 
prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat 
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai 
ancaman. 
Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat 
mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana 
yang tenang dan damai. 
Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi 
berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah 
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan  
daya saing. 
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas ling-
kungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk 
pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan 
setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

 Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pen-
dekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan 
pelayanan pada tingkat wilayah. 

 Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan 
pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan 
pelayanan di dalam kawasan perkotaan. 

Ayat (2) 

 Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan 
komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan 
wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis 
kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahan-
nya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan ber-
gambut, dan kawasan resapan air; 

b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan 
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan 
kawasan sekitar mata air; 

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan 
suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, 
kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman 
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hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka mar-
gasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan 
letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, 
kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang 
pasang, dan kawasan rawan banjir; dan 

e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, 
kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian 
satwa, dan terumbu karang. 

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan 
peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, 
kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, 
kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan per-
mukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan 
pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan 
kawasan pertahanan keamanan. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat 
permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pen-
distribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan 
jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

 Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat 
permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait 
pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya 
alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

Ayat (5) 

 Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya ber-
langsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 

a. tata ruang di wilayah sekitarnya; 

b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang 
lainnya; dan/atau 

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari 
sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan 
ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung ling-
kungan hidup. 

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan per-
batasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan 
latihan militer. 

 Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, 
kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi 
terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan 
pelabuhan bebas. 

 Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial 
dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan 
konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui 
sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan 
Kompleks Candi Prambanan. 

 Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pen-
dayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara 
lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi ter-
masuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta 
kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. 

 Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi 
dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan 
pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan 
yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, 
Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo. 

 Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ 
kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan 
efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang 
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, 
bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam 
penyelenggaraannya. 
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Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki 
masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara 
lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang me-
rupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama 
penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di 
kawasan perbatasan negara. 

  Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam mem-
fasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan 
agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang 
optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pe-
ngendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 
mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi 
dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewe-
nangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan 
nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, de-
konsentrasi diberikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
di daerah, sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada 
Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Ayat (5) 

 Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah 
mencakup pula norma, standar, dan manual dalam bidang 
penataan ruang. Yang termasuk standar bidang penataan ruang 
adalah ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan pe-
nataan ruang. 

 Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam 
pelaksanaan penataan ruang. 

Ayat (6) 

Huruf a 

 Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media 
elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai 
bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan 
penataan ruang. 

Huruf b 

 Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban pene-
rima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah 
dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pela-
yanan dasar kepada masyarakat secara merata. 

 Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh 
Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin 
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam 
rangka penyelenggaraan penataan ruang. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi 
dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar-
kabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan 
ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten/ 
kota yang bekerja sama. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan 
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 
provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang 
menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah 
kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyeleng-
garaan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang 
menjadi dasar penetapan kawasan strategis. 

Ayat (5) 

 Yang dimaksud dengan “dapat menyusun petunjuk pelaksanaan” 
adalah bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah 
daerah provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan 
karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan 
penjabaran dari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

Ayat (6) 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

Huruf b 
 Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata 

ruang wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan 
masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah 
provinsi; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan 
frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses peren-
canaan tata ruang wilayah provinsi. 

Ayat (7) 
 Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakup pula 

pembinaan kepada pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Upaya 
pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis untuk memenuhi 
standar pelayanan minimal yang tidak dipenuhi pemerintah daerah 
provinsi. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 
 Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang 

wilayah kabupaten/kota, antara lain, adalah keikutsertaan 
masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan 
dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses 
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Ayat (6) 
 Pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian 

dalam bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila 
setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota 
belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyeleng-
garaan penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. 
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Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman 
bidang penataan ruang dimaksudkan untuk mem-berikan 
pemahaman kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan 
pemangku kepentingan lainnya, tentang substansi peraturan 
perundang-undangan dan pedoman bidang pe-nataan ruang. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk 
meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan ma-syarakat 
dalam penyusunan rencana tata ruang, peman-faatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

Huruf h 

 Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dan tang-gung 
jawab masyarakat adalah menumbuhkan dan me-ningkatkan 
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, yang diharapkan akan 
meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaran penataan 
ruang. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana 
umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang 
kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di 
dalam rencana tata ruang wilayah. 

 Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana 
umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap 
memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan ren-
cana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi 
batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan 
zonasi. 

Ayat (2) 

 Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah admi-
nistrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan 
ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.  

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah 
kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki 
kedudukan yang setara. 

Ayat (3) 

Huruf a 

 Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang 
kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Huruf b 

 Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan 
rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi. 

Huruf c 

 Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata 
ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana 
rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 
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Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi 
oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala 
peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang 
mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat 
ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang 
tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih 
diperlukan perencanaan yang lebih rinci. 

 Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah 
yang luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan 
peta dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak 
diperlukan. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana 
pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif 
Indonesia. 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan per-
kotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi ma-
syarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan 
perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman 
adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan. 

 Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 

telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem 
jaringan sumber daya air. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah 
aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, 
karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan 
intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan 
yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan 
gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, 
serta kekurangan air. 

 Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah 
aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, 
serta bentuk pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian 
kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap 
wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai. 

Ayat (6) 

 Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan 
sinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan 
wilayah kabupaten/kota. 

 Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan 
dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara 
kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

 Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan 
dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

Ayat (7) 

 Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan 
karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. 
Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk 
menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan per-
tahanan dan keamanan negara. 

 Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan 
keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah me-
ngandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan 
dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
upaya keseluruhan penataan ruang wilayah. 
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Pasal 18 

Ayat (1) 

 Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan 
daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan 
rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. 
Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin 
kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang 
penataan ruang. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan 
keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan 
antarpemangku kepentingan. 

 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional 
merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang 
memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang 
wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan 
informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan 
strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam 
menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan 
Nusantara dan Ketahanan Nasional. 

Huruf b 

 Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan 
dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat 
kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan 
pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung 
dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang 

tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan 
dan kebutuhan pelayanan. 

 Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan 
berskala nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. 

 Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang diren-
canakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur 
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai 
dengan ketentuan hukum internasional. 

Huruf c 

 Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran peman-
faatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang 
berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis 
nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan 
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

 Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan 
lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang 
terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung 
yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahan-
nya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung 
yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan 
nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu ben-
dungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang 
menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya 
merupakan kewenangan Pemerintah. 

 Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak di-
perkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya 
dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian ling-
kungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 
daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk 
mengurangi dampak dari bencana alam. 

 Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional, 
antara lain, adalah kawasan yang dikembangkan untuk 
mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, 
kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber 
daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan 
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kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan 
perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya 
merupakan kewenangan Pemerintah. 

Huruf d 

 Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan 
yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai kawasan khusus. 

Huruf e 

 Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat 
usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta 
sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan 
dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai 
dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama me-
rupakan acuan utama dalam penyusunan program pe-
manfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian 
tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun 
rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program 
utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 
(dua puluh) tahun. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi 
pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun 
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
ruang. 

Ayat (3) 

 Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan 
matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. 

 Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang 
berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak 
yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka 
waktu rencana tata ruang tetap diakui. 

Ayat (4) 

 Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan 

strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan 
ruang. 

 Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan 
nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat 
perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat 
mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan 
kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat 
mendasar. 

Ayat (5) 

 Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan 
bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan 
batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan per-
undang-undangan. 

 Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan peman-
faatan ruang. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan 
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan 
jaringan 

 prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani 
kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem 
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jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya 
air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari 
daerah aliran sungai. 

 Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan 
sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan 
jaringan prasarana 

 wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan 
pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan 
pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memer-
hatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional. 

 Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana 
struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

Huruf c 

 Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pe-
manfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan 
yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari 
berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan 
berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pem-
bangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah 
provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang  
yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional. 

 Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang 
secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih 
dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang 
memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya 
yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-
kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewe-
nangan pemerintah daerah provinsi. 

 Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi 
merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat 
penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi 
dan/atau menurut peraturan perundang-undangan perizinan 
dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan peme-
rintah daerah provinsi. 

 Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi 
dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, 

kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan per-
industrian, dan kawasan pariwisata. 

 Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola 
ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan 
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi 
pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. 
Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam 
penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci 
dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor 
dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. 
Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu 
rencana    20 (dua puluh) tahun. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi 
pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi 
dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pemba-
ngunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang 
bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam 
memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. 

 Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan 
jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka 
menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling 
mengacu. 

Ayat (3) 

 Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan 
matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

 Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang 
berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru 
hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi 
jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui. 
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Ayat (4) 

 Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan 
strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan 
ruang. 

 Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan 
dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan 
ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal 
provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi 
secara mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan 
kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika 
internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
provinsi secara mendasar. 

 Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan 
ruang provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan 
bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. 

 Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) 
tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan 
strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau 
dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. 

 Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi 
dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan 
ruang. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyu-
sunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan 
hidup. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran 
sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana 
wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk menginte-
grasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan 
skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, 
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari 
daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah 
kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah 
kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengem-
bangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan peme-
rintah daerah kabupaten.  
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 Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana 
struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi 
yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan. 

Huruf c 

 Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pe-manfaatan 
ruang wilayah kabupaten, baik untuk peman-faatan yang berfungsi 
lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah 
provinsi. 

 Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan se-penuhnya 
memperhatikan pola ruang wilayah yang dite-tapkan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang 
wilayah provinsi. 

 Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola 
ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait 
dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi 
pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pem-
bangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun 
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 
di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian 
rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pe-
manfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

 Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari 
rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai 
instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan 
pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. 

 Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan 
jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling 

mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten 
mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten 
begitu juga sebaliknya. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk 
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan 
strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan 
ruang. 

 Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/ 
kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan 
dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi 
dinamika internal kabupaten yang memengaruhi peman-
faatan ruang kabupaten secara mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan 
kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak 
terjadi dinamika internal kabupaten yang memengaruhi 
pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. 

 Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 
(lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang 
dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan 
menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai 
akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika 
pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. 
Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah 
kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan 
pemanfaatan ruang. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

 Cukup jelas. 
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Pasal 27 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

 Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ke-

tentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten 

berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. 

Pasal 29 

Ayat (1) 

 Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang 

dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan 

untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk 

ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman 

pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan 

pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, 

adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ 

swasta yang ditanami tumbuhan. 

Ayat (2) 

 Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan 

sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis 

lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara 

bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat me-

ningkatkan nilai estetika kota. 

 Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau 

di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk 

menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. 

Ayat (3) 

 Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) 

persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan 

agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin 

pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara 

luas oleh masyarakat. 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 
 Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas 

pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. 

 Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan 
indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan 
dilengkapi perkiraan pembiayaan. 

Ayat (2) 

 Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di 
dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang 
dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh 
pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan 
bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara 
itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk 
jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, 
jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan 
jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah. 

Ayat (3) 

 Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku 
kepentingan yang terkait. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, 
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, 
antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud 
konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam 
lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, 
air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan 
sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. 
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 Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah 
aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah 
administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari 
konflik antardaerah hulu dan hilir. 

Ayat (2) 

 Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca 
penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan 
neraca penatagunaan sumber daya alam lain meliputi: 
a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan 

tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain 
pada rencana tata ruang wilayah; 

b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan 
tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain 
pada rencana tata ruang wilayah; dan 

c. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan 
sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penye-
diaannya pada rencana tata ruang wilayah. 

Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca 
penatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neraca 
penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor 
yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti pe-
nyusunan neraca penatagunaan sumber daya air me-
merhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, 
geofisika, dan ketersediaan prasarana sumber daya air, 
termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir. 

Ayat (3) 

 Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah 
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan 
umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan 
dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi 
kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau peme-
rintah daerah meliputi: 

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di 
ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air 
minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 

b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pe-
ngairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, 
dan terminal; 

c. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 

d. tempat pembuangan sampah; 
e. cagar alam dan cagar budaya; dan 
f. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. 

Ayat (4) 
 Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah 

dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang 
yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut 
tetap memiliki fungsi lindung. 

Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Pasal 34 
Ayat (1) 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 

Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula 
program pemulihan kawasan pertambangan setelah ber-
akhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan 
masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami 
penurunan. 

Huruf c 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
 Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang 

dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif 
secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan ka-
wasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme 
insentif. 

Ayat (3) 
 Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, 

melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun 
yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan 
revitalisasi kawasan. 

Ayat (4) 
Huruf a 
 Cukup jelas. 

Huruf b 
 Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, 

adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang 
yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang 
batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan. 
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 Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan 
ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif 
kegiatan pemanfataan ruang diperhitungkan sebagai biaya        
pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti pe-
nambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya 
pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk 
mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga 
standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi. 

 Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis peman-
faatan ruang sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan 
perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di 
kawasan industri. 

Huruf c 

   Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan 
ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

 Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pe-
manfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun 
untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata 
ruang. 

 Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak 
boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat 
terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang 
hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan 
garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, 
serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang 
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

 Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan 
pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan pener-
bangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pem-
bangunan jaringan listrik tegangan tinggi. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait 
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan per-
aturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, 
amplop ruang, dan kualitas ruang. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

 Cukup jelas. 

Ayat (8) 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

Ayat (1) 

 Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk 
perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, 
sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan 
diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala 
besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang 
dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan 
untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang 
melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena 
pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih 
tinggi. 
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Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling 
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penye-
lenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada 
daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam 
hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai 
imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan 
jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh 
ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa. 

 Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan 
jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) 
jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 

 Kawasan perkotaaan besar adalah perkotaan dengan jumlah 
penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) 
jiwa. 

 Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 
(satu juta) jiwa. Kawasan metropolitan yang saling memiliki 
hubungan fungsional dapat membentuk kawasan megapolitan. 
Dengan demikian, kawasan megapolitan mengandung pengertian 
kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan 
yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah 
sistem. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

 Pengertian lintas wilayah mencakup pula dampak pemanfaatan 
ruang yang dapat melintasi wilayah administrasi sehingga harus 
dikelola secara terkoordinasi antara wilayah yang menjadi sumber 
dampak dan wilayah yang terkena dampak. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

 Rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi 
dimaksud tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana 
tata ruang wilayah, tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk 
rencana tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan. 

Ayat (2) 

 Mengingat setiap daerah administrasi dalam kawasan metropolitan 
memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang 
wilayahnya, rencana tata ruang kawasan metropolitan memuat 
rencana yang bersifat lintas wilayah dan interdependen. 

Pasal 45 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Koordinasi pemanfaatan ruang antarkabupaten/kota mencakup 
pula koordinasi dalam penahapan pelaksanaan pembangunan. 

Pasal 46 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Pelaksanaan pengendalian oleh lembaga pengelolaan kawasan 
perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebih efektif apabila 
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lembaga dimaksud diberi wewenang oleh seluruh pemerintah 
kabupaten/kota terkait. 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (1) 

 Huruf a 

 Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, 
antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian 
perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan 
ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan 
pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan 
kegiatan kehutanan. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu 
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

 Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk me-
ningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang 
kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produk-
si, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi.        

Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman 
penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan 
peletakan jaringan prasarana. 

 Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang 
berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan 
penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. 

 Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan 
dalam pengembangan kawasan perdesaan. 

 Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, 
pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan 
pertambangan. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

Ayat 1 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem 
pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang di-
kembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk 
melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, 
perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan 
prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi 
sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistri-
kan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber 
daya air. 

Huruf c 

 Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran peman-
faatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi 
lindung maupun budi daya. 
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Huruf d 

 Yang dimaksud dengan interdependen antardesa adalah saling 
bergantung/saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

Ayat (1) 

 Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan 
pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin 
terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya 
upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan 
terjaminnya pelaksanaan penataan ruang. 

 Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam 
unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah. 

Ayat (2) 

 Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penye-
lenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati 
dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara 
objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat admi-
nistrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk meng-
hentikan terjadinya penyimpangan. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat (1) 

 Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban 
penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat 
Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat 
memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam 
rangka penyelenggaraan urusan wajib. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah pro-
vinsi/kabupaten/kota, antara lain, adalah pelibatan masyarakat 
dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabu-
paten/kota, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan 
frekuensi pelibatan masyarakat. 

Ayat (4) 

 Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/ 
kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk 
menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara 
merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Pasal 59 

  Cukup jelas. 

Pasal 60 

Huruf a 

       Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui 
Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau 
penyebarluasan oleh pemerintah. 

 Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui 
masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana 
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tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor 
kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani 
rencana tata ruang tersebut. 

Huruf b 

 Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang 
ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat 
berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi 
masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa  
nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Pasal 61 

Huruf a 

 Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan 
sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 

Huruf b 

 Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum 
dalam izin pemanfaatan ruang. 

Huruf c 

 Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang 
untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang. 

Huruf d 

 Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat 
dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan 
akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: 

a.   untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 

b.   tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. 

 Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik 
umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai. 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

Pasal 63 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

  Cukup jelas. 

Huruf c 

 Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa 
pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, 
dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh 
yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang. 

Huruf h 

 Cukup jelas. 

Huruf i 

 Cukup jelas. 

Pasal 64 

  Cukup jelas. 

Pasal 65 

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Huruf a 

  Cukup jelas. 
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Huruf b 

 Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik 
orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup 
kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata 
ruang. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 66 

Ayat (1) 

 Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula 
kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang 
yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana 
tata ruang. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 67 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah 
perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 
penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan 
penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. 

Ayat (2) 

 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak 
yang bersengketa. 

 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian 
secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, 
antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. 

Pasal 68 

Ayat (1) 

 Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan 
memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta 
pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

Pasal 71 

 Cukup jelas 

Pasal 72 

 Cukup jelas. 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

Pasal 75 

 ukup jelas. 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

Pasal 77 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan 
peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 
dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah sesuai 
dengan hierarki rencana tata ruang. 

 Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara 
paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi 
berakhir dan pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan de-
ngan rencana tata ruang yang baru. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
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Pasal 78 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan me-
ngandung pengertian bahwa Pemerintah harus segera memulai 
proses penyusunan peraturan presiden yang diamanatkan Undang-
Undang ini sehingga dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun 
sudah ada peraturan presiden yang ditetapkan. Peraturan presiden 
yang disusun dan ditetapkan mencakup pula peraturan presiden 
tentang penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4725 

 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang:  

a.    bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara pe-
nyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang; 

b.  penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk memper-
cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c.  bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-
aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan 
antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang 
dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penye-
lenggaraan pemerintahan negara; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah; 

Mengingat: 

 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), 
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan 
Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penye-
lenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejah-
terakan masyarakat. 

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerin-
tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 
Otonomi. 

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah non-kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan 
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah 
tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau 
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi. 

12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah 
Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewe-
nangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur 
dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
umum di Daerah. 

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang 
dimiliki Daerah. 

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga negara. 
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17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut 
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 

19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi 
yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan 
lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau 
yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan 
geografis dan sosial budaya. 

20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada 
wilayah tertentu. 

21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang 
bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah 
baru. 

22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan 
menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang 
akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. 

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian 
wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda 
Kabupaten/Kota. 

26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah 
peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjut-
nya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 
suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Perda. 

33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun. 

34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan. 

36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali. 

39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 

40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Daerah. 
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41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi 
dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat 
khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 

45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal 
kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non-
kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 

47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan 
kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

50. Hari adalah hari kerja. 
 
 

BAB II 
PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA 

Pasal 2 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi 
dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. 

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan 
dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. 

Pasal 3 

(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing 
mempunyai Pemerintahan Daerah. 

(2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibentuk dengan undang-undang. 

Pasal 4 

(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah 
Daerah provinsi. 

(2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga 
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 
bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. 

BAB III 

KEKUASAAN PEMERINTAHAN 

Pasal 5 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. 

(3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. 

(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 
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Pasal 6 
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menye-
lenggarakan Urusan Pemerintahan. 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. 

(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 
dan Daerah. 

Pasal 8 

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh 
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. 

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan 
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. 

BAB IV 

URUSAN PEMERINTAHAN 

Bagian Kesatu 

Klasifikasi Urusan Pemerintahan 

Pasal 9 

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. 

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
sebagai kepala pemerintahan. 

Bagian Kedua 
Urusan Pemerintahan Absolut 

Pasal 10 

(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 9 ayat (2) meliputi: 
a. politik luar negeri; 
b. pertahanan; 
c. keamanan; 
d. yustisi; 
e. moneter dan fiskal nasional; dan 
f. agama. 

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: 
a. melaksanakan sendiri; atau 
b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di 

Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
berdasarkan asas Dekonsentrasi. 

Bagian Ketiga 
Urusan Pemerintahan Konkuren 

Pasal 11 
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan 
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan 
Pelayanan Dasar. 

Pasal 12 
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masya-

rakat; dan 
f. sosial. 
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(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
meliputi: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

3.  Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 11 ayat (1) meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

Pasal 13 

(1)  Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat didasarkan pada prinsip 
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan stra-
tegis nasional. 

(2)  Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi 
atau lintas negara; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
provinsi atau lintas negara; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

1).   Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber daya-
nya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat; dan/atau 

2).   Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi 
kepentingan nasional. 

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi 
adalah: 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

kabupaten/kota; 
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

kabupaten/kota; 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya 

lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 
(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota adalah: 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabu-

paten/kota; 
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 

kabupaten/kota; 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya 

lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

Pasal 14 
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kela-

utan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. 
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(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan 
raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ 
kota. 

(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 
pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. 

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 
pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota 
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapat-
kan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan 
bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas 
wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas 
dan/atau ke arah perairan kepulauan. 

(7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi 
sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari 
Daerah yang berbatasan. 

Pasal  15 

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Undang-Undang ini. 

(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam 
Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan 
atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan 
prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan peraturan presiden. 

(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 
berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren 
pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. 

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13. 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
berwenang untuk: 
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam 

rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan 
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penye-

lenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-
kementerian. 

(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerin-
tah non-kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dikoordinasikan dengan kementerian terkait. 

(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksa-
naan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 

Pasal 17 

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyeleng-
garakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah tidak memedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mem-
batalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerin-
tahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Pasal 18 

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelak-
sanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). 

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib 
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 19 

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat diselenggarakan: 
a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; 
b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di 
Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau 

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas 
Pembantuan. 

(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh 
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan 
asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga 
pemerintah non-kementerian. 

(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah ber-
koordinasi dengan Menteri. 

Pasal 20 

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah 
provinsi diselenggarakan: 
a. sendiri oleh Daerah provinsi; 
b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan 

asas Tugas Pembantuan; atau 
c. dengan cara menugasi Desa. 

(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota 
berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/ 
kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada 
Desa. 

(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan 
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 21 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 22 

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksana-
kan Tugas Pembantuan. 

(2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas 
Pembantuan di Daerahnya. 

(3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh 
yang menugasi. 

(4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan 
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan 
kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD 
dalam dokumen yang terpisah. 

(5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan 
oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD 
bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah 
Daerah dalam dokumen yang terpisah. 
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Pasal 23 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 24 

(1) Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian bersama 
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota 

(2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. 

(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan 
jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. 

(4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah yang 
mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, 
proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. 

(5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah 
dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian 
atau lembaga pemerintah non-kementerian sebagai dasar untuk 
pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerin-
tahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional. 

(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 
pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri. 

Bagian Keempat 
Urusan Pemerintahan Umum 

Pasal 25 
(1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (5) meliputi: 
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 

dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelak-
sanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pe-
merataan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; 

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan 
yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah ka-          
bupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang     
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak     
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 
dan 

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan 
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh 
Instansi Vertikal. 

(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja 
masing-masing. 

(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu 
oleh Instansi Vertikal. 

(4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan 
bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan umum dibiayai dari APBN. 
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(6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan 
melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerin-
tahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 
ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

Bagian Kelima 
Forkopimda 

Pasal 26 
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan 

umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, 
dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. 

(2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum 
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh 
bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat 
untuk Kecamatan. 

(3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota 
terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan 
kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional 
Indonesia di Daerah. 

(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas 
pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional 
Indonesia di Kecamatan. 

(5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum 
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai 
dengan masalah yang dibahas. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi 
pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan pemerintah. 

 
BAB V 

KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH 
PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN 

Bagian Kesatu 
Kewenangan Daerah Provinsi di Laut 

Pasal 27 
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya 

alam di laut yang ada di wilayahnya. 

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam 
di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan 

laut di luar minyak dan gas bumi; 
b. pengaturan administratif; 
c. pengaturan tata ruang; 
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. 

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam 
di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua 
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau 
ke arah perairan kepulauan. 

(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua 
puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya 
alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip 
garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. 

Bagian Kedua 
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan 

Pasal 28 

(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan 
mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27. 

(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan 
dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan 
Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas 
Pembantuan. 

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri 
Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Pasal 29 

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah 
Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam 
menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan 
DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri 
Kepulauan. 
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(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam 
pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. 

(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengem-
bangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan 
dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan 
kewilayahan. 

(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan 
menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan 
sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya 
manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang 
Berciri Kepulauan.  

(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah 
Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di 
luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan    
ayat (3). 

Pasal 30 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri 
Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

BAB VI 
PENATAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 31 
(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. 
(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk: 
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; 

dan 
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya 

Daerah. 

(3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. 

(4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertim-
bangan kepentingan strategis nasional.  

Bagian Kedua 
Pembentukan Daerah 

Pasal 32 
(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31   

ayat (3) berupa: 
a. pemekaran Daerah; dan 
b. penggabungan Daerah. 

(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan 
Daerah kabupaten/kota. 

Paragraf 1 
Pemekaran Daerah 

Pasal 33 

(1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) huruf a berupa: 
a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota 

untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau 
b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding 

dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. 

(2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah 
Persiapan kabupaten/kota. 

(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan 
administratif. 

Pasal 34 
(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 

meliputi: 
a. persyaratan dasar kewilayahan; dan 
b. persyaratan dasar kapasitas Daerah. 
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(2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. luas wilayah minimal; 
b. jumlah penduduk minimal;  
c. batas wilayah; 
d. Cakupan Wilayah; dan 
e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, 

dan Kecamatan. 
(3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 35 

(1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan 
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. 

(2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. 

(4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
huruf d meliputi: 
a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pem-

bentukan Daerah provinsi; 
b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah 

kabupaten; dan 
c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan 

Daerah kota. 

(5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri 
atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada 
dalam wilayahnya. 

(6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
huruf e meliputi: 
a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan 

Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak 
pembentukan; dan 

b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan 
Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung 
sejak pembentukan. 

Pasal 36 
(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter: 
a. geografi; 
b. demografi; 
c. keamanan; 
d. sosial politik, adat, dan tradisi; 
e. potensi ekonomi ; 
f. keuangan Daerah; dan 
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a.   lokasi ibu kota; 
b.   hidrografi; dan 
c.   kerawanan bencana. 

(3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. kualitas sumber daya manusia; dan 
b. distribusi penduduk. 

(4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
huruf c meliputi: 
a. tindakan kriminal umum; dan 
b. konflik sosial. 

(5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; 
b. kohesivitas sosial; dan 
c. organisasi kemasyarakatan. 

(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e meliputi: 
a. pertumbuhan ekonomi; dan 
b. potensi unggulan Daerah. 

(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f meliputi: 
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk; 
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan 
c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 

(8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; 
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; 
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c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; 
d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan 
e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan. 

Pasal 37 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33      
ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut: 

a. untuk Daerah provinsi meliputi: 
1) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan 

bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah 
Persiapan provinsi; dan 

2) persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur 
Daerah provinsi induk. 

b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi: 
1) keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan 

Wilayah Daerah kabupaten/kota; 
2) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan 

bupati/wali kota Daerah induk; dan 
3) persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari 

Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabu-
paten/kota yang akan dibentuk. 

Pasal  38 

(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah 
Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi 
persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37. 

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan 
persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif 

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.  

(4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan 
memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan 
administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen. 

(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap 
persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36. 

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk 
selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi 
pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan 
pembentukan Daerah Persiapan. 

Pasal 39 

(1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

(2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah selama 3 (tiga) tahun. 

(3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh kepala daerah persiapan. 

(4) Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil 
yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Menteri. 

(5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri 
sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan 
oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

Pasal 40 
(1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan 

berasal dari: 
a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber 

dari APBN; 
b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang 

berasal dari Daerah Persiapan; 
c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; 

dan 
d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah induk. 
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Pasal 41 

(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi: 
a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; 
b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan 

dokumentasi; 
c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan 

personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila 
Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan 

d. menyiapkan dukungan dana. 

(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi: 
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; 
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; 
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; 
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada 

perangkat Daerah Persiapan; 
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan 
f. menangani pengaduan masyarakat. 

(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan penga-
wasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan. 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan 
evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah 
Persiapan. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan peng-   
awasan terhadap Daerah Persiapan. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan peng-
awasan terhadap Daerah Persiapan. 

(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, 
pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Per-
siapan. 

(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah 
Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (2). 

(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan 
layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan 
dengan undang-undang. 

(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan 
tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan 
peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk. 

(6) Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya terdiri atas pulau-
pulau, selain memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (4), harus memuat perincian nama pulau yang 
berada dalam wilayahnya. 

(7) Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Paragraf 2 
Penggabungan Daerah 

Pasal 44 
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

ayat (1) huruf b berupa: 
a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang 

bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah 
kabupaten/kota baru; dan 

b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang 
bersanding menjadi Daerah provinsi baru. 

(2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan: 
a. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau 
b. hasil evaluasi Pemerintah Pusat. 

Pasal 45 
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 
huruf a harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 
dasar kapasitas Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap persyaratan administratif dalam rangka penggabungan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah dalam rangka 
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 46 

(1) Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diusulkan oleh gubernur kepada 
Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah 
memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (2). 

(2) Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) huruf b yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (2) huruf a diusulkan secara bersama oleh gubernur yang 
Daerahnya akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). 

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan 
persyaratan administratif. 

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

(5) Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan memenuhi 
persyaratan administratif, Pemerintah Pusat dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia membentuk tim kajian 
independen. 

(6) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap 
persyaratan kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat (3). 

(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 
oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk 
selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi 
pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia dalam pembentukan undang-undang mengenai peng-
gabungan Daerah. 

(9) Dalam hal penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dinyatakan tidak layak, Pemerintah Pusat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia menyampaikan penolakan secara 
tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada gubernur. 

Pasal 47 
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa 
Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah 

(2) Penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan Otonomi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang me-
ngenai penggabungan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(4) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penggabungan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rancangan 
undang-undang dimaksud ditetapkan menjadi undang-undang. 

Bagian Ketiga 
Penyesuaian Daerah 

Pasal 48 
(1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31     

ayat (3) berupa: 
a. perubahan batas wilayah Daerah; 
b. perubahan nama Daerah; 
c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; 
d. pemindahan ibu kota; dan/atau 
e. perubahan nama ibu kota. 

(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang. 

(3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama 
bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama 
ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 
dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
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Bagian Keempat 
Kepentingan Strategis Nasional 

Paragraf 1 
Pembentukan Daerah 

Pasal 49 

(1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan 
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) 
berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah 
tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah 
Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun. 

(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas 
dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, 
potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedau-
latan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 50 

(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) dikonsultasikan oleh Pemerintah Pusat kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.  

(2) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Pasal  51 

(1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta 
penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2). 

(2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam     
Pasal 49 ayat (2): 

a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan; 

b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; 

c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; 

d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada 
perangkat Daerah Persiapan; 

e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan 

f. menangani pengaduan masyarakat. 

(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Per-
siapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, 
dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan. 

Pasal 52 
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan 

evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) selama masa Daerah Persiapan. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pe-
ngawasan terhadap Daerah Persiapan. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pe-
ngawasan terhadap Daerah Persiapan. 

(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, 
pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Per-
wakilan Daerah Republik Indonesia. 

Pasal 53 

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Per-
siapan. 

(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah 
Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (2). 

(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan 
layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan 
dengan undang-undang. 

(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak 
layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan 
peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk. 

Paragraf 2 
Penyesuaian Daerah 

Pasal  54 
(1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan 

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) 
berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. 
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(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. 

(3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Pasal  55 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan per-
aturan pemerintah. 

Bagian Kelima 
Desain Besar Penataan Daerah 

Pasal 56 
(1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk 

melaksanakan penataan Daerah. 
(2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

(3) Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam desain besar penataan Daerah. 

(4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada    
ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada 
periode tertentu. 

(5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran 
Daerah baru. 

(6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada    
ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

BAB VII 
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 57 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota 
terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Pasal 58 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman 
pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggara negara; 

c. kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 

f. profesionalitas; 

g. akuntabilitas; 

h. efisiensi; 

i. efektivitas; dan 

j. keadilan. 

Bagian Ketiga 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Paragraf 1 
Kepala Daerah 

Pasal 59 

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang 
disebut kepala daerah. 

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah 
provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, 
dan untuk Daerah kota disebut wali kota. 

Pasal  60 

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 
satu kali masa jabatan. 

Pasal 61 

(1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang 
melantik. 

(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi 
kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada masyarakat, nusa, dan bangsa". 

Pasal 62 

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-
undang. 
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Paragraf 2 
Wakil Kepala Daerah 

Pasal  63 

(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) 
dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. 

(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten 
disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali 
kota. 

Pasal 64 
(1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik 

dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat 
yang melantik. 

(2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut: 

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi 
kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan 
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya 
serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa". 

Paragraf 3 
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Pasal 65 

(1) Kepala daerah mempunyai tugas: 

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan per-
undang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRD; 

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 

dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD; 

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepala daerah berwenang: 
a. mengajukan rancangan Perda; 
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD; 
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 

sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang 

melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan semen-
tara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang 
kepala daerah. 

(5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau 
berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, 
sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. 

(6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani 
masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah 
melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan we-
wenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan 
tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah seba-
gaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur 
dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 66 

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: 
a. membantu kepala daerah dalam: 

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 
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2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan 
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil 
pengawasan aparat pengawasan; 

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan peme-
rintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan peme-
rintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil 
bupati/wali kota; 

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; 

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan 
sementara; dan 

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban 
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang 
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada 
kepala daerah. 

Pasal 67 
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerin-
tahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

f. melaksanakan program strategis nasional; dan 

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di 
Daerah dan semua Perangkat Daerah. 

Pasal 68 

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak 
melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran 
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta 
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati 
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak 
dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. 

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah 
selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program 
strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

Pasal 69 

(1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, 
dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 70 

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian 
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan 
Tugas Pembantuan. 

(2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun Bupati/wali kota menyampaikan laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan 
evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
oleh Pemerintah Pusat. 

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan 
Daerah. 

(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa 
pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pasal  71 

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penye-
lenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggung-
jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada 
DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk 
rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal  72 

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyam-
paian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 73 

(1) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 
(4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh 
gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. 

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak 
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program 
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

(3) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyam-
paikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), DPRD provinsi dapat meng-
gunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabu-
paten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/ 
wali kota. 

(4) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak 
interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, 
DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD 
kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur 
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi 
teguran tertulis kepada bupati/wali kota 

(6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak 
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program 
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

Pasal  74 

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerin-
tahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Pasal  75 

(1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi ke-
wenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah 
mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. 

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji 
pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. 

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi 
pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta 
hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, 
dan tunjangan istri/suami. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Paragraf 4 
Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Pasal  76 

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: 

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan 
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau 
kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan 
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskrimi-
nasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta 
maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang 
apa pun; 

d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri 
sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin; 

e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima 
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang 
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; 

f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di 
pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
ayat (1) huruf e; 

g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji 
jabatannya; 

h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagai-
mana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; 
dan 

j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) 
Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 
(satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil 
gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil 
bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j jika 
dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak. 

Pasal 77 

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi 
pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik 
negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai 
sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh 
Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh 
Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau 
wakil wali kota. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan 
perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara 
selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil 
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan 
tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut 
atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j dikenai 
sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau 
wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil 
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

(4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak 
dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman 
bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian. 

(5) Dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

Paragraf 5 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Pasal 78 
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: 

a.  meninggal dunia; 
b.  permintaan sendiri; atau 
c.  diberhentikan. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 
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a. berakhir masa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) 
bulan; 

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/ 
wakil kepala daerah; 

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil ke-
pala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; 

e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), 
kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; 

f. melakukan perbuatan tercela; 
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang di-

larang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai 
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil 
kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang 
berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau 

i. mendapatkan sanksi pemberhentian. 

Pasal 79 
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf 
b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan 
DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD 
kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil 
gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali 
kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan 
pemberhentian. 

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur 
dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri 
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau 
wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

Pasal 80 
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil 
gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil 
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan 
melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan 
kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau 
melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 
(1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan 
perbuatan tercela; 

b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh 
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD 
dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir; 

c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus 
pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan 
putusannya bersifat final; 

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar 
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, 
dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD 
menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian 
gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk 
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota; 

e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil 
gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden 
menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; 
dan 
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f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga 
puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian 
tersebut dari pimpinan DPRD. 

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pem-
berhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 
(empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan 
Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau 
wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan 
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali 
kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 
menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberhentian  kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal  81 

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat mem-
berhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang: 

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala 
daerah; 

b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; 

c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau 

d. melakukan perbuatan tercela. 

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan 
bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung 
untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan 
oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, 
Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

Pasal 82 

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga 
menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai 
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala 
daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang 
menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 
(2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan 
penyelidikan. 

(2) Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti 
menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai 
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala 
daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang 
menerbitkan dokumen tersebut, DPRD provinsi mengusulkan 
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden 
melalui Menteri serta DPRD kabupaten/kota mengusulkan 
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Berdasarkan usulan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil 
gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 
usulan dari DPRD provinsi.  

(4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil 
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 
(tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabu-
paten/kota. 

(5) Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi 
kepada DPRD bersangkutan. 

(6) Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, Peme-
rintah Pusat melakukan pemeriksaan. 
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(7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan 
palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala da-
erah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga 
yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Presiden 
memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur serta Menteri 
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 83 
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 

sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana 
terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, 
dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi 
terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan 
sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. 

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur 
serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali 
kota dan/atau wakil wali kota. 

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa 
melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh 
Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota. 

Pasal  84 
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan 

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), 
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah 

berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan 
pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau 
wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan 
kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil 
wali kota yang bersangkutan. 

(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata 
terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan 
gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan 
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali 
kota. 

(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata 
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi 
gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi 
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali 
kota.  

Pasal 85 
(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan 
melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, 
dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan 
hak angket untuk menanggapinya. 

(2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk 
melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat 
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 86 
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melak-
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sanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil 
gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul 
Menteri. 

(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada 
wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat 
bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat. 

(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah 
dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), 
Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan 
Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan 
penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

(1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 
atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan 
gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 

(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian 
jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 

Pasal 88 

(1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur 
melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya 
gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabat gubernur. 

(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil 
bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali 
kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota atau sampai 
diangkatnya penjabat bupati/wali kota.  

Pasal 89 

Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
83 ayat (4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan 
kepala daerah. 

Paragraf 6 
Tindakan Penyidikan 

Pasal 90 

(1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap 
gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan 
tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan 
tertulis dari Menteri. 

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses 
penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan. 

(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau 

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak 
pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 

(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan wajib 
dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil 
gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati 
atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 
2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan 
yang dilanjutkan dengan penahanan. 
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Paragraf 7 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Pasal 91 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah 
kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyeleng-
garaan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; 

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang 
ada di wilayahnya; 

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di 
wilayahnya; 

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/ 
Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, 
pajak daerah, dan retribusi daerah; 

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  ayat (2), 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: 

a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan 
bupati/wali kota; 

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali 
kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi; 

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabu-
paten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat 
Daerah kabupaten/kota; dan 

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
mempunyai tugas dan wewenang: 

a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah 
kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota di wilayahnya; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 
antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan 
antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas 
usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 

d. melantik bupati/wali kota; 

e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di 
wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan 
pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang 
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di 
wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk 
kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan 
pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang 
dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (4) dibebankan pada APBN. 

(6)  Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

(6) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
dapat didelegasikan kepada wakil gubernur. 

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak 
keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan 
peraturan pemerintah. 



Lamp. 3: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  243  244 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

Pasal 92 
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan 
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) 
sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan 
wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal 93 

(1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Peme-
rintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur. 

(2) Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 
sekretaris gubernur. 

(4) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai 
sekretaris gubernur. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan 
fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah. 

Bagian Keempat 
DPRD Provinsi 

Paragraf 1 
Susunan dan Kedudukan 

Pasal 94 
DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Pasal 95 
(1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah 

provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah provinsi. 

(2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi. 

Paragraf 2 
Fungsi 

Pasal 96 
(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: 

a. pembentukan Perda provinsi; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 
dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. 

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat. 

Pasal 97 
Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: 
a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak 

menyetujui rancangan Perda Provinsi; 
b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan 
c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur. 

Pasal 98 
(1) Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas 
rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi melakukan 
koordinasi dengan gubernur. 

Pasal 99 
(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) 

huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan 
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi 
yang diajukan oleh gubernur. 

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana-
kan dengan cara: 
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur 

berdasarkan RKPD; 
b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; 
c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan 

APBD provinsi; dan 
d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggung-

jawaban APBD provinsi. 
Pasal 100 

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 
(1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 
a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; 
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait 

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan 
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan ke-

uangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 
(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD 
provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan 
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 
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(3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada     
ayat (2). 

(4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan   
hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

Paragraf 3 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 101 
(1)  DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; 
b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda 

Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 

Provinsi dan APBD provinsi; 
d. memilih gubernur; 
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur 

kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan 
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di 
Daerah provinsi; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
provinsi; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang mem-
bebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan 

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Paragraf 4 
Keanggotaan 

Pasal 102 

(1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh 
lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. 

(2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan 
Menteri. 

(3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang 
bersangkutan. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan 
berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru meng-
ucapkan sumpah/janji. 

Pasal 103 
Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucap-   
kan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua 
pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi. 
(1) Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan 

sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD 
provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan 
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Pasal 104 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah sebagai 
berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ 
ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta 
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada 
kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Pasal 105 
(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi setelah 

pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah 
provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah 
pemilihan umum dilakukan dengan cara: 
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a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah 
provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan 
jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 
DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota 
DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 
pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang 
dibentuk setelah pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil 
pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk 
dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan 
umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 
pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang 
dibentuk setelah pemilihan umum; dan 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk 
mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d 
berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi 
induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah 
provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan 
umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi 
yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Paragraf 5 
Hak DPRD Provinsi 

Pasal 106 
(1) DPRD provinsi mempunyai hak: 

a. interpelasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada 
gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang 
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis 
serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan 
negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat 
terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa 
yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 
interpelasi dan hak angket. 

Paragraf 6 
Hak dan Kewajiban Anggota 

Pasal 107 
Anggota DPRD provinsi mempunyai hak: 
a. mengajukan rancangan Perda Provinsi; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 
h. protokoler; dan 
i. keuangan dan administratif. 

Pasal 108 

Anggota DPRD provinsi berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan golongan; 
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e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 
g. menaati tata tertib dan kode etik; 
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 

lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; 
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 

kerja secara berkala; 
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat; dan 
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

konstituen di daerah pemilihannya. 

Paragraf 7 
Fraksi 

Pasal 109 
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, 
dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi. 

(2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu 
fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama 
dengan jumlah komisi di DPRD provinsi. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat 
membentuk 1 (satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau 
membentuk fraksi gabungan. 

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan 
untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
maka dibentuk fraksi gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga 
ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan 
dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. 

Paragraf 8 
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi 

Pasal 110 
(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. pimpinan; 
b. badan musyawarah; 
c. komisi; 
d. badan pembentukan Perda Provinsi; 
e. badan anggaran; 
f. badan kehormatan; dan 
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat paripurna. 
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu 
oleh kelompok pakar atau tim ahli. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas 
dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam 
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Pasal 111 
(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk 
DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) 
sampai dengan 100 (seratus) orang; 

b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk 
DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) 
sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang; 

c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk 
DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 
sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai 
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD 
provinsi. 

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal 
dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di 
DPRD provinsi. 

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang 
berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan 
persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata 
urutan pertama. 

(6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD 
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari 
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, 
keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD 
provinsi. 

(7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD 
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari 
partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, 
ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua 
DPRD provinsi. 

(8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD 
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari 
partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata 
urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan 
jumlah wakil ketua DPRD provinsi. 

Pasal 112 
(1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh 
pimpinan sementara DPRD provinsi. 

(2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil 
ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh 
kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua 
sementara DPRD provinsi ditentukan secara musyawarah oleh 
wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD provinsi. 

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan 
keputusan Menteri. 

(5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan 
DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata 
tertib. 

Pasal 113 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c 
dibentuk dengan ketentuan: 
a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai 

dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi; 
b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) 

orang membentuk 5 (lima) komisi.  

Paragraf 9 
Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi 

Pasal 114 
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 

huruf a diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan 

lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang 
beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 
(tujuh puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang 
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi 
DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna 
DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 
anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan 
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang 
hadir. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 
interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata 
tertib. 

Pasal 115 
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)  

huruf b diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan 

lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang ber-
anggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 
(tujuh puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang 
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang. 
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(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD provinsi.  

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket 
DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna 
DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 
jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan 
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 
DPRD provinsi yang hadir. 

Pasal 116 

(1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak 
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket 
yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan 
keputusan DPRD provinsi. 

(3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan 
kembali. 

Pasal  117 

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), 
dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah 
provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi 
yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 
diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta 
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang 
sedang diselidiki. 

(2) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga 
masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, 
kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau 
warga masyarakat di Daerah provinsi telah dipanggil dengan patut 
secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) DPRD provinsi dapat memanggil secara 
paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 118 
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat 
paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak panitia 
angket dibentuk. 

Pasal 119 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket 
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Pasal 120 
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 ayat (1) huruf c diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang 
beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 
(tujuh puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang 
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyataan 
pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat 
paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil 
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
anggota DPRD provinsi yang hadir. 

Pasal 121 

Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat 
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Paragraf 10 
Pelaksanaan Hak Anggota 

Pasal 122 

(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. 
(2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan 

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 
dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat 
DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan 
dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena 
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan-



Lamp. 3: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  255  256 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

nya, baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD 
provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang 
DPRD provinsi. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang 
telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal 
lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 123 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler. 
(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

peraturan pemerintah. 

Pasal 124 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan 
dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan 
anggota DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan yang 
besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. 

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai 
dengan peraturan pemerintah. 

Paragraf 11 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Pasal 125 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD provinsi 
dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali 

pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD 
provinsi, masa reses ditiadakan. 

Pasal 126 
Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali 
rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 

Pasal 127 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD 
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Pasal 128 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada dasarnya 
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak.  

Pasal 129 

(1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan jika 
memenuhi kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika: 

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 
jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan 
atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat 
serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pember-
hentian gubernur dan/atau wakil gubernur; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan 
pimpinan DPRD provinsi serta untuk menetapkan Perda dan 
APBD; 

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 
anggota DPRD provinsi untuk rapat paripurna DPRD provinsi 
selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan     
huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah jika: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 
DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b; 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu  ) jam 

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat 
menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang 
ditetapkan oleh badan musyawarah. 
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(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga 
terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga 
terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan 
DPRD provinsi dan pimpinan fraksi. 

Pasal 130 
Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan 
kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam 
pengambilan keputusan. 

Pasal 131 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan 

diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Paragraf 12 
Tata Tertib dan Kode Etik 

Pasal 132 
(1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di 

lingkungan internal DPRD provinsi. 
(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan 

tentang: 
a. pengucapan sumpah/janji; 
b. penetapan pimpinan; 
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 
d. jenis dan penyelenggaraan rapat; 
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak 

dan kewajiban anggota; 
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat 

kelengkapan; 
g. penggantian antarwaktu anggota; 
h. pembuatan pengambilan keputusan; 
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah 

Daerah provinsi;  
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
k. pengaturan protokoler; dan 
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. 

Pasal 133 
DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib 
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi. 

Paragraf 13 
Larangan dan Sanksi 

Pasal 134 
(1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 
b. hakim pada badan peradilan; atau 
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan 
usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang                                                                                                                              
ersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai 
pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, 
konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain 
yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD 
provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 

Pasal 135 

(1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi 
berdasarkan keputusan badan kehormatan. 

(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan/atau ayat (2) 
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi. 

Pasal 136 
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 
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Pasal 137 
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan 
kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang 
cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan 
salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134. 

Pasal 138 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan 
penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata 
beracara badan kehormatan. 

Paragraf 14 
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, 

dan Pemberhentian Sementara 
Pasal 139 

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 
(tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD 
provinsi; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)  
tahun atau lebih; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat 
kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan 
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa 
alasan yang sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD 
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan umum; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 

i. menjadi anggota partai politik lain. 

Pasal 140 
(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) 
huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan 
partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan 
kepada Menteri. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi 
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada 
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 
memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri. 

(4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan 
pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat diterima. 

Pasal 141 

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan 
huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi 
yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD 
provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, 
dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pember-
hentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat 
paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan 
DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi 
menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi 
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. 

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan 
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan 
DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan 
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badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD provinsi. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 
(tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memper-
oleh peresmian pemberhentian. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada 
Menteri. 

(7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya 
keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan 
pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal 142 
(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), badan kehormatan DPRD 
provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, 
dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD 
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata 
beracara badan kehormatan. 

Pasal 143 
(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) 
digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh 
suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat 
perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah 
pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara 
terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh 
calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak 
urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah 
pemilihan yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu 
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang 
digantikan. 

Pasal 144 
(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD 

provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon 
pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah 
provinsi. 

(2) Komisi pemilihan umum Daerah provinsi menyampaikan nama 
calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan 
DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan 
DPRD provinsi diterima. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti 
antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi 
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan 
dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD 
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi 
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada 
Menteri. 

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama 
anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon 
pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan 
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti 
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan 
sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD 
provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana 
diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 104. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan 
apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan 
kurang dari 6 (enam) bulan. 

Pasal 145 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian 
antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, 
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dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 146 
(1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti bersalah 
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi 
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi. 

(3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang 
bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara tetap 
mendapatkan hak keuangan tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian semen-
tara diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

Bagian Kelima 
DPRD Kabupaten/Kota 

Paragraf 1 
Susunan dan Kedudukan 

Pasal 147 
DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Pasal 148 
(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat 

Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/ 
kota. 

Paragraf 2 
Fungsi 

Pasal 149 
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 
dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. 

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 

Pasal 150 
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: 

a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak 
menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; 

b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan 

c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama 
bupati/wali kota. 

Pasal 151 

(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan 
prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 
1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota 
melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota. 

Pasal 152 

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) 
huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan 
bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. 

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana-
kan dengan cara: 

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota 
berdasarkan RKPD; 

b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD 
kabupaten/kota; 

c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
perubahan APBD kabupaten/kota; dan 

d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang per-
tanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. 
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Pasal 153 
(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149    

ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 
a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan 

bupati/wali kota; 
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota; dan 

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan ke-
uangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota 
berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan 
hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan 
laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Paragraf 3 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 154 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; 
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 

mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/ 
wali kota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
APBD kabupaten/kota; 

d. memilih bupati/wali kota; 
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali 

kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Peme-
rintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 
dan pemberhentian. 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian inter-
national di Daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ 
wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan Daerah; 

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Paragraf 4 
Keanggotaan 

Pasal 155 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua 
puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang. 

(2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/ 
kota yang bersangkutan. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun 
dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru 
mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 156 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu 
oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD 
kabupaten/kota. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan 
sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD 
kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/ 
janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Pasal 157 
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 
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bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ 
ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ 
kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman 
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta 
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepen-
tingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Pasal 158 

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah 
pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di 
Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang 
dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan 
Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan 
umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum 
anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota 
DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di 
daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah 
kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil 
pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota 
induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah 
pemilihan umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan 
umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemi-
lihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/ 
kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk 
mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasar-
kan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah 
kabupaten/kota induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah 
kabupaten/kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD 
kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan 
sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara 
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah 
kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Hak DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 159 
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: 

a. interpelasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan 
kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, 
Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai 
kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai 
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
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Paragraf 6 
Hak dan Kewajiban Anggota 

Pasal 160 

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: 
a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 
f. imunitas; 
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 
h. protokoler; dan 
i. keuangan dan administratif. 

Pasal 161 
Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ke-
utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, atau golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kabupaten/kota; 
g. menaati tata tertib dan kode etik; 
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 

lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ 
kota; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 
kerja secara berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 
konstituen di daerah pemilihannya. 

Paragraf 7 
Fraksi 

Pasal 162 
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD 

kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun 
anggota DPRD kabupaten/kota. 

(2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota 
salah satu fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit 
sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota 
mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau 
lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD 
kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang 
ada atau membentuk fraksi gabungan. 

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan 
untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dibentuk fraksi gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan 
tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan 
kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. 

Paragraf 8 
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 163 

(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 
a. pimpinan; 
b. badan musyawarah; 
c. komisi; 
d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota; 
e. badan anggaran; 
f. badan kehormatan; dan 
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh 
sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas 
dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur 
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 
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Pasal 164 
(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk 
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh 
lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan 

b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk 
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 
sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai 
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD 
kabupaten/kota. 

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota 
yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak 
pertama di DPRD kabupaten/kota. 

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD 
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 
suara terbanyak. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang mem-
peroleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan 
persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata 
urutan pertama. 

(6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota 
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil 
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD 
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 
kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan 
jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota. 

(7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota 
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil 
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD 
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 
urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai 
dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota. 

(8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota 
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil 
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD 
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 
persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau 
keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota. 

Pasal 165 

(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota 
dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. 

(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang 
wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memper-
oleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua 
sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah 
oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD 
kabupaten/kota. 

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan 
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua pengadilan negeri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan 
DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/ 
kota tentang tata tertib. 

Pasal 166 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c 
dibentuk dengan ketentuan: 
a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai 

dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi; 
b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga 

puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.  

Paragraf 9 
Pelaksanaan Hak DPRD kabupaten/kota 

Pasal 167 
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) 

huruf a diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota 
yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga 
puluh lima); atau 

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota 
yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. 
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(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi 
DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat 
paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 
per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan 
diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. 

Pasal 168 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi 
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Pasal 169 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1)  
huruf b diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota 
yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga 
puluh lima) orang; atau 

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota 
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota 
yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket 
DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat 
paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 
(tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan 
putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per 
tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. 

Pasal 170 
(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul 

hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1). 
(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota 
membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur raksi 
DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat 
diajukan kembali. 

Pasal 171 
(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), 

dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
159 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah 
kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui 
masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk 
meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan 
hal yang sedang diselidiki.  

(2) Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau 
warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dipanggil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan 
DPRD kabupaten/kota, kecuali ada alasan yang sah menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan 
hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah 
dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi 
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD 
kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 172 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat 
paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak 
dibentuknya panitia angket. 

Pasal 173 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket 
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Pasal 174 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
159 ayat (1) huruf c diusulkan oleh: 
a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/ 

kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/ 
kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 
(tiga puluh lima) orang; atau 

b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/ 
kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/ 
kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
pimpinan DPRD kabupaten/kota. 
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(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak me-
nyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila mendapat 
persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang 
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota 
DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 
kabupaten/kota yang hadir. 

Pasal 175 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan 
pendapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata 
tertib. 

Paragraf 10 
Pelaksanaan Hak Anggota 

Pasal 176 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan 
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 
yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam 
rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD 
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu 
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 
dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun 
di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi 
serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang 
telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal 
lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 177 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak 
protokoler. 

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

Pasal 178 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak 
keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan 
anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan 
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. 

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota 
sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Paragraf 11 
Persidangan dan Pengambilan Keputusan 

Pasal 179 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD 
kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji 
anggota. 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali 
pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD 
kabupaten/kota, masa reses ditiadakan. 

Pasal 180 

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat terbuka, 
kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. 

Pasal 181 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur 
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Pasal 182 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD kabupaten/kota pada 
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

Pasal 183 

(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan 
apabila memenuhi kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika: 
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengambil 
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persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyata-
kan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai 
usul pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil 
bupati/wakil wali kota; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk memberhenti-
kan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta untuk menetapkan 
Perda Kabupaten/Kota dan APBD kabupaten/kota; dan 

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 
anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD 
kabupaten/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: 
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 
DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b;  

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. 

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat 
menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang 
ditetapkan oleh badan musyawarah. 

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga 
terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga 
terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan 
DPRD kabupaten/kota dan pimpinan fraksi. 

Pasal 184 

Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, 
merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang 
terkait dalam pengambilan keputusan. 

Paragraf 12 
Tata Tertib dan Kode Etik 

Pasal 185 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan 
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

Pasal 186 
(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD 

kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di 
lingkungan internal DPRD kabupaten/kota. 

(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan 
tentang: 
a. pengucapan sumpah/janji; 
b. penetapan pimpinan; 
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 
d. jenis dan penyelenggaraan rapat; 
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak 

dan kewajiban anggota; 
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat 

kelengkapan; 
g. penggantian antarwaktu anggota; 
h. pembuatan pengambilan keputusan; 
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
k. pengaturan protokoler; dan 
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. 

Pasal 187 
DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang 
wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/ 
kota. 

Paragraf 13 
Larangan dan Sanksi 

Pasal 188 
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan 

sebagai: 
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 
b. hakim pada badan peradilan; atau 
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c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan 
usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang 
anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan 
sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan 
publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan 
lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD 
kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. 

Pasal 189 
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan ke-

wajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai sanksi 
berdasarkan keputusan badan kehormatan. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 
(1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai 
anggota DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 
(3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai 
anggota DPRD kabupaten/kota. 

Pasal 190 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

Pasal 191 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan 
kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki 
bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang 
tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau melanggar ketentuan larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. 

Pasal 192 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan 
penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota 
tentang tata beracara badan kehormatan. 

Paragraf 14 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhen-
tian Sementara 

Pasal 193 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota 
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa 
pun; 

b.   melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD 
kabupaten/kota; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat 
kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan 
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa 
alasan yang sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan mengenai pemilihan umum; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 

i. menjadi anggota partai politik lain. 

Pasal 194 
(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada 
ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh 
pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota 
dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat. 
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(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota 
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/ 
wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan 
usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pember-
hentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 
(empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD 
kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. 

Pasal 195 
(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf 
f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan 
verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan 
DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD 
kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai 
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD 
kabupaten/kota kepada rapat paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan 
DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/ 
kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD 
kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. 

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan ke-
putusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan 
DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 
diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD 
kabupaten/kota. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota mene-
ruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh 
peresmian pemberhentian. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/wali kota 
menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pember-
hentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 
(empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan 
kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai 
politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota. 

Pasal 196 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), badan kehormatan DPRD 
kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, 
dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD 
kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota 
tentang tata beracara badan kehormatan. 

Pasal 197 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 
ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang 
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar 
peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada 
daerah pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh 
suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan 
oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara 
terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada 
daerah pemilihan yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar-
waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/ 
kota yang digantikannya. 

Pasal 198 

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota 
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan me-
minta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan 
umum Daerah kabupaten/kota. 
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(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan 
nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada 
pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak 
diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti 
antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabu-
paten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota 
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota. 

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD 
kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti 
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota 
menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diber-
hentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota 
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon peng-
ganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat me-
resmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota 
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh 
pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks 
sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak 
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabu-
paten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

Pasal 199 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian 
antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, 
dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabu-
paten/kota diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 200 
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti 
bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD 
kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota 
DPRD kabupaten/kota 

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/ 
kota yang bersangkutan diaktifkan kembali. 

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara 
tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian se-
mentara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang 
tata tertib. 

Bagian Keenam 
Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota 

Paragraf 1 
Sistem Pendukung DPRD Provinsi 

Pasal 201 
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang 

DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi. 
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi, 

dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. 

Pasal 202 
(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) ditetapkan 
dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 
ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang 
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas 
persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan 
pimpinan fraksi. 

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi 
berasal dari pegawai negeri sipil. 
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Pasal 203 
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

201 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 
sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul 
anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang 
DPRD provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD 
provinsi. 

Paragraf 2 
Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 204 
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang 

DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota. 
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD 

kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. 
Pasal 205 

(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD kabu-
paten/kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD 
kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan kepu-
tusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabu-
paten/kota. 

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD 
kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil. 

Pasal 206 
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 
sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas 
usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang 
DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan 
DPRD kabupaten/kota. 

Bagian Ketujuh 
Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah 

Pasal  207 
(1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas 

kemitraan yang sejajar. 

(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diwujudkan dalam bentuk: 
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; 
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ke-

pada DPRD; 
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan 

Pemerintah Daerah; 
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; 

dan 
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-

undang-undangan. 
(3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana 
pemberhentian kepala daerah. 

BAB VIII 
PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal  208 
(1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. 
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh 

pegawai aparatur sipil negara. 
Bagian Kedua 

Perangkat daerah 
Paragraf 1 

Umum 
Pasal  209 

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: 
a. sekretariat daerah; 
b. sekretariat DPRD; 
c. inspektorat; 
d. dinas; dan 
e. badan. 

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 
a. sekretariat daerah; 
b. sekretariat DPRD; 
c. inspektorat; 
d. dinas; 
e. badan; dan 
f. Kecamatan. 
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(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga me-
laksanakan Tugas Pembantuan. 

Pasal 210 
Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan 
ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional. 

Pasal 211 
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah di-

lakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan oleh 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah kabu-
paten/kota. 

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan 
memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. 

Paragraf 2 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pasal 212 
(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Perda. 

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi 
dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat 
Daerah kabupaten/kota. 

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan 
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta 
tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Perkada. 

Paragraf 3 
Sekretariat Daerah 

Pasal 213 
(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat 

(1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

Pasal 214 
(1) Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan 

tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh 
penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat atas persetujuan Menteri. 

(2) Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan 
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota 
atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal 
sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 
3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah. 

(4) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur 
dalam Peraturan Presiden. 

Paragraf 4 
Sekretariat DPRD 

Pasal 215 
(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD. 
(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 
b. menyelenggarakan administrasi keuangan; 
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan 
d. --menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diper-

lukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara 
administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 
sekretaris Daerah. 
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Paragraf 5 
Inspektorat 
Pasal 216 

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat 
(1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur. 

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah 
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 
Perangkat Daerah. 

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. 

Paragraf 6 
Dinas 

Pasal  217 
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d 

dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: 
a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan 
beban kerja yang besar; 

b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan 
beban kerja yang sedang; dan 

c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan 
beban kerja yang kecil. 

(3) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-
masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 
dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan 
Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, 
dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Pasal  218 
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d 

dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala. 
(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. 

Paragraf 7 
Badan 

Pasal 219 
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e 

dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah meliputi: 
a. perencanaan; 
b. keuangan; 
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
d. penelitian dan pengembangan; dan 
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: 

a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja 
yang besar; 

b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja 
yang sedang; dan 

c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja 
yang kecil. 

(3) Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan 
keuangan Daerah, dan cakupan tugas.  

Pasal 220 
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e 

dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala. 
(2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

(3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. 

Paragraf 8 
Kecamatan 
Pasal 221 

(1) Daerah  kabupaten/kota  membentuk  Kecamatan  dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pela-
yanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 



Lamp. 3: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  291  292 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan 
Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 

(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Keca-
matan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/ wali 
kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ 
wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 222 
(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat 

(1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan 
persyaratan administratif. 

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. jumlah penduduk minimal; 
b. luas wilayah minimal; 
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan 
d. usia minimal Kecamatan. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kemampuan keuangan Daerah; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan 
c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum 

komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; 
dan 

b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum 
komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan 
yang akan dibentuk. 

Pasal 223 
(1) Kecamatan diklasifikasikan atas: 

a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan 
beban kerja yang besar; dan 

b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan 
beban kerja yang kecil. 

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah 
Desa/kelurahan. 

Pasal 224 
(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut 

camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. 

(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil 
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi 
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan 
pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.  

Pasal  225 
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) 

mempunyai tugas: 
a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); 
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

Perkada; 
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa 

dan/atau kelurahan; 
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewe-

nangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh 
unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di 
Kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN 
dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i dibebankan kepada yang menugasi. 

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. 

Pasal 226 
(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewe-
nangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
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(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik 
yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan 
masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.  

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota 
berpedoman pada peraturan pemerintah.  

Pasal 227 
Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan 
oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b 
sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD 
kabupaten/kota. 

Pasal  228 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan 
pemerintah.  

Pasal 229 
(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman 

pada peraturan pemerintah. 
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut 

lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada 
camat. 

(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah 
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: 
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. melakukan pemberdayaan masyarakat; 
c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
Pasal 230 

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran 
dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan 
prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dima-
sukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran 
kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal 
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah 
pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen 
dari APBD setelah dikurangi DAK. 

(5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, 
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan 
musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

Pasal 231 
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan 
pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan 
bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Pasal  232 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan 

peraturan pemerintah. 
(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 
dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, 
serta pembinaan dan pengendalian. 

Pasal  233 
(1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, 
harus memenuhi persyaratan kompetensi: 
a. teknis; 
b. manajerial; dan 
c. sosial kultural. 

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala 
Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkemen-
terian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. 
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(4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil 
negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala 
Perangkat Daerah dan jabatan pengawas. 

Pasal  234 
(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri sipil 

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri 
sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah 
provinsi yang bersangkutan.  

(3) Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai negeri 
sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah 
kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan yang bertugas di wilayah Daerah 
provinsi lain. 

(4) Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki 
jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan 
proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi 
Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai 
aparatur sipil negara. 

Pasal  235 
(1) Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat 

Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat 
(4). 

(2) Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik 
kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah 
provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat 
dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota. 

 
 
 
 

 

BAB IX 
PERDA DAN PERKADA 

Bagian Kesatu 
Perda 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 236 
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pem-

bantuan, Daerah membentuk Perda. 
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD 

dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi 

muatan: 
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; 

dan 
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda 

dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 237 
(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyu-
sunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang ber-
pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 
tertulis dalam pembentukan Perda. 

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara efektif dan efisien. 

Pasal 238 
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya 

paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian 
kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 
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(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana 
denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat 
memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada 
keadaan semula dan sanksi administratif. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; 
e. pencabutan sementara izin; 
f. pencabutan tetap izin; 
g. denda administratif; dan/atau 
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Paragraf 2 
Perencanaan 

Pasal 239 
(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pem-

bentukan Perda. 
(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan 
Perda. 

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. 

(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda 
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda 
tentang APBD. 

(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif 
terbuka yang terdiri atas: 
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan 
b. APBD.  

(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat 
memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: 
a. penataan Kecamatan; dan 
b. penataan Desa. 

(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat 
mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda 
karena alasan: 
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau ben-

cana alam; 
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; 
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan 

adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat 
disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 
menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang 
menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; 

d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan 
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda 
Kabupaten/Kota; dan 

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan. 

Paragraf 3 
Penyusunan 

Pasal 240 
(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program 

pembentukan Perda. 
(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. 
(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Pembahasan 

Pasal 241 
(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama 

kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui tingkat pembicaraan. 
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Penetapan 
Pasal 242 

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 
kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala 
daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. 
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(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama    
3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi 
dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register 
Perda. 

(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabu-
paten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan 
DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda. 

(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor 
register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) 
Hari sejak rancangan Perda diterima.  

(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagai-
mana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah 
dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan 
kepala Daerah. 

(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda 
yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib 
diundangkan dalam lembaran daerah. 

(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan 
sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah 
ini dinyatakan sah”. 

(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengun-
dangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. 

Pasal  243 
(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat 
ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam 
lembaran daerah. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala 
menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah men-
dapatkan nomor register kepada Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor 
register Perda diatur dengan Peraturan Menteri. 

Paragraf 6 
Pengundangan 

Pasal  244 
(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah. 
(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh 

sekretaris Daerah. 
(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada 

tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang 
bersangkutan. 

Paragraf 7 
Evaluasi Rancangan Perda 

Pasal 245 
(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, 

APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus 
mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. 

(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi 
Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang tata ruang. 

(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, 
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah 
harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan 
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya 
Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi 
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah 
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri ber-
koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang tata ruang.  

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. 
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Bagian Kedua 
Perkada 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 246 
(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-

undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. 
(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta 

pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan 
materi muatan, serta pembentukan Perkada. 

Paragraf 2 
Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan 

Pasal  247 
Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Paragraf 3 

Pengundangan 
Pasal  248 

(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah. 
(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh sekretaris daerah. 
(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan 

mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali 
ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Pembatalan Perda dan Perkada 

Pasal  249 
(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan 

gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah 
ditetapkan. 

(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan 
gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri. 

(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan 
peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. 

(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota 
dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal  250 
(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249     

ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan/atau kesusilaan. 

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat; dan/atau 

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 
antar-golongan, dan gender. 

Pasal 251 
(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 

(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan 
dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/ 
wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/ 
wali kota. 

(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan 
pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali   
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus 
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama 
kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus 
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menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah 
mencabut Perkada dimaksud. 

(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak 
dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan 
gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan 
gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan 
yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada 
Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan 
pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima. 

(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 
tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/ 
Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan 
pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat 
mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat 
belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabu-paten/Kota 
atau peraturan bupati/wali kota diterima. 

Pasal 252 
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota 

yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri 
atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. sanksi administratif; dan/atau 
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda; 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak 
dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada 
saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan 
keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada 
Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau 
kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak 
daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri 
atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 
dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH 
bagi Daerah bersangkutan. 

Bagian Keempat 
      Penyebarluasan Program Pembentukan Perda  

    dan Rancangan Perda 
Pasal  253 

(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak 
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan 
Perda, dan pembahasan rancangan Perda. 

(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala 
daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang 
khusus menangani pembentukan Perda. 

(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD 
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. 

(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh 
masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

Pasal 254 
(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah 

diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah 
diundangkan dalam berita daerah. 

(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada 
yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri 
untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk bupati/wali kota. 

(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak di-
laksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembi-
naan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan 
oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan 
oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Kelima 
Penegakan Perda dan Perkada 

Paragraf 1 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Pasal 255 
(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan 

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, 
serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 
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(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: 
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; 

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum 
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat; 

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masya-
rakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan 

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga ma-      
syarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 

Pasal  256 
(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil 

yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang 
memenuhi persyaratan. 

(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan 
teknis dan fungsional. 

(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian. 

(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis 
dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan 
Agung. 

(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat 
sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

Paragraf 2 
Pejabat Penyidik 

Pasal 257 
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan 

oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan 
Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan 
berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. 

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan 
oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB X 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal  258 
(1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing Daerah. 

(2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional. 

(3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian 
berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan 
sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai 
target pembangunan nasional. 

Pasal  259 
(1) Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis 
pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah 
nonkementerian dan Daerah. 

(2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga 
pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan 
pembangunan. 

(3) Koordinasi  teknis  pembangunan  antara  Daerah  provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup 
Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengen-
dalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. 
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Bagian Kedua 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal  260 
(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan 
Daerah. 

Pasal  261 
(1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan 

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. 
(2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk 
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. 

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah 
terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka 
menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 

(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan 
dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari 
Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, 
hingga nasional.  

Pasal 262 
(1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, 
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 
berwawasan lingkungan. 

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan 
Daerah tertinggal. 

Pasal 263 
(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: 

a. RPJPD; 
b. RPJMD; dan 
c. RKPD. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok 
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata 
ruang wilayah. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah 
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana 
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Pasal 264 
(1) RPJPD periode sebelumnya berakhir. 

(2) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 
(1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c 
ditetapkan dengan Perkada. 

(4) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 
setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) 
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. 

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian 
dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau 
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Pasal  265 
(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program 

calon kepala daerah. 

(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta 
PPAS. 
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Pasal  266 
(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan 

Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah 
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak 
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan. 

(2) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), kepala daerah 
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak 
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
selama 3 (tiga) bulan. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD 

Pasal  267 
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah 

disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum 
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk 
dievaluasi. 

(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD  
yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD 
Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling 
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama 
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk dievaluasi. 

Pasal  268 
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang 

dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 
ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN 
dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum 
dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri 
kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Rancangan 
Perda diterima. 

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan rencana 
tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum, dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur ber-
sama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari 
sejak hasil evaluasi diterima. 

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD 
serta gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang 
RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud. 

Pasal  269 
(1) Evaluasi   terhadap   rancangan   Perda   Provinsi   tentang RPJMD 

yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan 
RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri 
kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan 
Perda dimaksud diterima. 

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan 
RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil 
evaluasi diterima. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan 
DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang 
RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud. 

Pasal  270 
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) 
dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD 
provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, ke-
pentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota 
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. 

(3) Apabila   gubernur   sebagai   wakil   Pemerintah   Pusat menyata-
kan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang  
RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana 
tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/   
atau ketentuan peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi, 
bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. 
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(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota 
dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan 
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda 
dimaksud. 

Pasal 271 
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilak-
sanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/ 
kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gu-
bernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota 
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. 

(3) Apabila   gubernur   sebagai   wakil   Pemerintah   Pusat menyata-
takan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD 
provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota 
bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling 
lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota 
dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan 
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota 
menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mem-
batalkan Perda dimaksud. 

Pasal 272 
(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan ber-

pedoman pada RPJMD. 
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud   

pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas 
dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 
rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis 
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk 
tercapainya sasaran pembangunan nasional.  

Pasal 273 
(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD 
ditetapkan. 

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat 
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan 
RKPD. 

(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 
dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. 

Pasal  274 
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi 
yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.  

Bagian Keempat 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Pasal 275 
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 

a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan Daerah; 

b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. 

Pasal 276 
(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemba-

ngunan Daerah provinsi. 
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian 

dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. 
(3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan 

Daerah provinsi. 
(4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pembangunan Daerah kabupaten/kota. 

Pasal  277 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda 
tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri. 
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Bagian Kelima 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

Pasal 278 
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. 
(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerin-
tahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan 
kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB XI 
KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum Hubungan Keuangan 
Pemerintah Pusat dengan Daerah 

Pasal 279 
(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah 

untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. 

(2) Hubungan   keuangan   dalam   penyelenggaraan Urusan Peme-
rintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah 

dan retribusi daerah; 
b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 
c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pe-

merintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-
undang; dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana 
darurat, dan insentif (fiskal). 

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerin-
tahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan 
Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas 
Pembantuan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang. 

Pasal 280 
(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan 
Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan 
Daerah. 

(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam penge-
lolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 
b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD 

dengan program Pemerintah Pusat; dan 
c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang 

ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 

Bagian Kedua 
Hubungan Keuangan Antar-Daerah 

Pasal 281 
(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang di-

serahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan 
dengan Daerah yang lain. 

(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah; 
b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai    
konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah; 

c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah; 
d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan 
e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang. 
Bagian Ketiga 

Pendanaan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah 

Pasal 282 
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah didanai dari dan atas beban APBD. 
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. 
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Bagian Keempat 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 283 
(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan 
Urusan Pemerintahan. 

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Pasal 284 
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh ke-
kuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata-
usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan 
keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.  

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan 
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang 
menerima atau mengeluarkan uang. 

Bagian Kelima 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 

Paragraf 1 
Pendapatan 
Pasal 285 

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 

1. pajak daerah; 
2. retribusi daerah; 
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 

b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

1. dana perimbangan; 
2. dana otonomi khusus; 
3. dana keistimewaan; dan 
4. dana Desa. 

b. transfer antar-Daerah terdiri atas: 
1. pendapatan bagi hasil; dan 
2. bantuan keuangan. 

Pasal 286 
Pajak daerah  

(1) retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelak-
sanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan 
sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 287 
(1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan 

lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi 
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 
(enam) bulan. 

(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh 
kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya  
ke kas negara. 

Pasal 288 
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) 
huruf a angka 1) terdiri atas: 
a. DBH; 
b. DAU; dan 
c. DAK. 

Pasal  289 
(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber 

dari: 
a. pajak; 
b. cukai; dan 
c. sumber daya alam. 
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(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri atas: 
a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan 
b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri dan PPh Pasal 21. 
(3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: 
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pe-

manfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) 
dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang 
berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan 
penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) 
yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan 
minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan 
gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang ber-
sangkutan; dan 

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan 
setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran 
produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang ber-
sangkutan. 

(5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana 
penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai 
dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 
(dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. 

(6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang 
berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri 
teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam ber-
dasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) 
Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima. 

(7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber 
daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang keuangan. 

Pasal 290 
(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah 
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

(2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. 
(3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

(4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. 

(5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah 
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 
Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun 
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1). 

(6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah 
yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH. 

(7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 291 
(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota 

keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang 
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

(2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas 
terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah 
sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

(3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang 
berciri kepulauan. 

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi 
dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan. 

Pasal 292 
(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber 

dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
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(2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi 
daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat. 

(3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian 
mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menye-
lenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

(4) Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan bidang 
perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan 
kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat 
sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.  

(5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 
dasar pengalokasian DAK. 

(6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah 
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang keuangan. 

Pasal 293 
Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan peng-
evaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam per-
aturan pemerintah. 

Pasal 294 
(1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 

ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang 
memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang 
mengenai otonomi khusus. 

(2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 
(2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai 
dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan. 

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf 
a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan 
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat 
Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai 
dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. 

(4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 
ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 
(2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah 
kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah 
maupun untuk tujuan tertentu lainnya. 

Pasal 295 
(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan 
Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, 
yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan 
berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah 
Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 
negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang 
peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Pasal  296 
(1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan 
menggunakan sumber APBD. 

(2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 
diberikan pada tahap pascabencana. 

(4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani 
masyarakat. 

(5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh 
Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri. 

(6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian terkait. 

(7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

Pasal 297 
(1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara 
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
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asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pe-
nerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat 
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan 
barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan 
Daerah. 

(2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah 
dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai 
inventaris Daerah. 

Paragraf 2 
Belanja 

Pasal 298 
(1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Peme-

rintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan 
dengan standar pelayanan minimal.  

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar 
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. 

(4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai 
dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diberikan kepada: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau 
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang ber-

badan hukum Indonesia. 
(6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan 
dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. 

Pasal  299 
(1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala 

daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 
(2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur 

dalam peraturan pemerintah. 
Paragraf 3 

Pembiayaan 
Pasal 300 

(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pe-
merintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga 
keuangan bukan bank, dan masyarakat. 

(2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan 
obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi 
yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh 
pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

Pasal 301 
(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan 

pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh per-
timbangan dari Menteri. 

(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah. 

Pasal  302 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan 

peraturan pemerintah. 
(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit mengatur: 
a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman; 
b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo 

dalam APBD; 
c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi 

kewajiban membayar pinjaman; 
d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban 

pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan; 
e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran 

bunga dan pokok obligasi; dan 
f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian 

risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan 
penganggaran dalam APBD. 

(3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. 



Lamp. 3: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  323  324 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

Pasal 303 
(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Perda. 

(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, 
pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya 
dibatasi untuk pengeluaran tertentu. 

(4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi 
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum 
Daerah. 

(6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut 
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap 
dengan risiko rendah. 

Pasal 304 
(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha 

milik negara dan/atau BUMD. 
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau 
dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 305 
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan 

untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam 
Perda tentang APBD. 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat digunakan untuk pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan dana cadangan; dan/atau 
d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 
penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda 
tentang APBD. 

(4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) bersumber dari: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
d. pinjaman Daerah; dan 
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
Pasal  306 

(1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan 
berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal 
jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian 
atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas 
maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif 
pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang 
APBD. 

Paragraf 4 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal  307 
(1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. 
(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai 

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasar-
kan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan meng-
utamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik 
Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan 
sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk 
mendapatkan pinjaman. 
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Paragraf 5 
APBD 

Pasal  308 
Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 

Pasal  309 
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 
(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai 
keuangan negara. 

Pasal 310 
(1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan 
kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

(2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama 
DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

(3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat 
pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan 
Perda tentang APBD tahun berikutnya. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan 
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal  311 
(1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan 
bersama. 

(2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 
(enam) bulan. 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas 
kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, 
KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan 
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan 
dokumen pelaksanaan anggaran. 

Pasal 312 
(1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan 

Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

(2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama 
rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun 
anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai 
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan 
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
selama 6 (enam) bulan. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan 
kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD 
disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan 
rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang 
telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal  313 
(1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan 
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, 
kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD 
paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya 
untuk membiayai keperluan setiap bulan. 

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi 
Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
bagi Daerah kabupaten/kota. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD 
tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah 
terhadap rancangan Perda tentang APBD. 

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan 
rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala 
daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi 
Perkada. 
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Pasal 314 
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran 
APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, 
disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, 
serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan 
DPRD. 

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi 
tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang pen-
jabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 
menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan 
rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan: 
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari 
terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan 
gubernur dimaksud diterima. 

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang 
penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan 
PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud 
menjadi Perda dan peraturan gubernur. 

(6) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang 
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, 
KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil 
evaluasi diterima. 

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan 
DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang 
APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran 
APBD menjadi Perda dan peraturan gubernur, Menteri mem-
batalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan gubernur 
dimaksud. 

(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda 
Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu 
APBD tahun sebelumnya. 

Pasal 315 
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah 

disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota 
tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali 
kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, 
KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan 
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanuntuk 
menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang pen-
jabaran APBD dengan: 
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari 
terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD 
dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. 

(5) Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat menya-
takan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang 
penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan 
PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan 
dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota. 

(6) Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat menya-
takan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang 
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, 
KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil 
evaluasi diterima. 
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(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali    
kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan        
Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan 
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan 
peraturan bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabu-
paten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud. 

(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda 
Kabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/wali kota 
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya. 

(9) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil 
evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan 
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD 
kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya 
keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/ 
wali kota tentang penjabaran APBD. 

Paragraf  6 
Perubahan APBD 

Pasal 316 
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan  yang  menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran 

anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis 
belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan da-
lam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat;  dan/atau 
e. keadaan luar biasa. 

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) me-
rupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau 
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen. 

Pasal  317 
(1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan 

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai 
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk 
memperoleh persetujuan bersama. 

(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang 
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan 
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala 
daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, 
kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam 
APBD tahun anggaran berjalan. 

(4) Penetapan  rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD dilaku-
kan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

Pasal 318 
Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran 
perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

Pasal  319 
Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan 
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 314 dan Pasal 315 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 
rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

Paragraf  7 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pasal  320 
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar 

laporan keuangan BUMD. 
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(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah 
bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.  

(5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal  321 
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelak-

sanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan 
peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 
3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi. 

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD 
dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan 
gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur 
tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari 
terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima. 

(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah 
sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda 
Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti 
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi 
Perda Provinsi.  

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ber-
tentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda 
Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti 
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama   
7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur       
dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, 
Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi 
dimaksud. 

Pasal 322 
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan 
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali 
kota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali 
kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kese-
suaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau 
Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan 
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan 
bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta 
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Peme-
rintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) 
Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/  
Kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang pen-
jabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1). 

(4) Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat menyata-
kan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 
Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabu-
paten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti 
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/      
Kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat me-
nyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 
Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang 
perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil 
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pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota ber-
sama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari 
terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali    
kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan 
Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan    
APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda 
Kabupaten/Kota dimaksud. 

Pasal  323 
(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala 
daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala 
daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan 
Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi 
Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi 
Daerah kabupaten/kota. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2), Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelak-
sanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 
(tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan 
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan 
rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala 
daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi 
Perkada.  

 
Paragraf 8 

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah 

Pasal 324 
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh 
gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri 
untuk dievaluasi. 

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan 
umum. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari 
terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima. 

(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan/atau kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan 
Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi. 

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak hasil evaluasi diterima. 

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan 
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda, Menteri 
membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud. 

(7) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
keuangan. 

Pasal 325 
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan 
oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 

(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ber-
konsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi 
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dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang keuangan. 

(5) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari 
terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) diterima.Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah      
Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/          
Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan 
dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota. 

(6) Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat menya-
takan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau 
kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi 
diterima. 

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota 
dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Peme-
rintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda 
Kabupaten/Kota dimaksud. 

(8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil 
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan paling 
lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur 
tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pasal 326 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda 
tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan 
Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang 
penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan 
Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi 
daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 

Paragraf 9 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

Pasal 327 
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam 

APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang 
dikelola oleh bendahara umum Daerah. 

(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana 
dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum 
Daerah. 

(3) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen 
pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen 
lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh 
pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum 
Daerah. 

(4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja 
Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia 
atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 

(5) Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan 
lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Pasal 328 
(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat men-

depositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang 
milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak 
mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan 
kualitas pelayanan publik. 

(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, 
dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan 
pendapatan Daerah. 

Pasal 329 
Kepala daerah  dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang: 
a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan 
b. penyelesaian masalah perdata. 

Pasal  330 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penata-
usahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan 
Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 
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BAB XII 
BUMD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 331 
(1) Daerah dapat mendirikan BUMD. 
(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Perda. 
(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusa-

haan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. 
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk: 
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian 

Daerah pada umumnya; 
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat 
hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi 
Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusa-
haan yang baik; dan 

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 
(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada: 
a. kebutuhan Daerah; dan 
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal  332 
(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas: 

a. penyertaan modal Daerah; 
b. pinjaman; 
c. hibah; dan 
d.  sumber modal lainnya. 

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d adalah: 
a. kapitalisasi cadangan; 
b. keuntungan revaluasi aset; dan 
c. agio saham. 

Pasal 333 
(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 

ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. 

(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan 
BUMD dan penambahan modal BUMD. 

(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik 
Daerah. 

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai 
sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan 
penyertaan modal. 

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan 
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Perusahaan Umum Daerah 

Pasal  334 
(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya 

dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. 
(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari 

satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah 
bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. 

(3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan 
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. 

Pasal 335 
(1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku 

wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah 

diatur dalam peraturan pemerintah. 
Pasal 336 

(1) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah 
selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor 
ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil 
Daerah sebagai pemilik modal. 

(3) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil 
Daerah sebagai pemilik modal. 

(4) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) 
berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan 
sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan 
kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan 
dasar dan usaha perintisan. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum 
Daerah diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal  337 
(1) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi untuk 

menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi 
secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restruksturisasi perusahaan 
umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan pemerintah.  

Pasal 338 
(1) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. 
(2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda 
(3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan 

menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum 

Daerah diatur dalam peraturan pemerintah. 
Bagian Ketiga 

Perusahaan Perseroan Daerah 
Pasal 339 

(1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk 
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. 

(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan 
badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. 

(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri 
atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah 
merupakan pemegang saham mayoritas. 

Pasal 340 
(1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum 

pemegang saham, direksi, dan komisaris. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan 

Daerah diatur dalam peraturan pemerintah. 
Pasal  341 

(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan 
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain 

(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis 
investasi yang profesional dan independen. 

Pasal 342 
(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan. 
(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah 

yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan per-

seroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan BUMD 

Pasal 343 
(1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: 

a. tata cara penyertaan modal; 
b.   organ dan kepegawaian; 
c.   tata cara evaluasi; 
d.   tata kelola perusahaan yang baik; 
e.   perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; 
f.   kerjasama; 
g.   penggunaan laba; 
h.   penugasan Pemerintah Daerah; 
i.   pinjaman; 
j.   satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 
k.   penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; 
l.   perubahan bentuk hukum; 
m.   kepailitan; dan 
n.   penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. 

BAB XIII 
PELAYANAN PUBLIK 

Bagian Kesatu 
Asas Penyelenggaraan 

Pasal 344 
(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan 

publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewe-
nangan Daerah. 

(2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
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f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Bagian Kedua 
Manajemen Pelayanan Publik 

Pasal 345 
(1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan 

publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2). 

(2)  Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pelaksanaan pelayanan; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelolaan informasi; 
d. pengawasan internal; 
e. penyuluhan kepada masyarakat; 
f. pelayanan konsultasi; dan 
g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  

perundang-undangan. 
(3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk 
forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat 
dan pemangku kepentingan terkait. 

Pasal 346 
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 347 
(1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan 

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c 
kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses 
oleh masyarakat luas. 

(2) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah 
Daerah kepada masyarakat. 

(3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat: 

a. jenis pelayanan yang disediakan; 
b. syarat, prosedur, biaya dan waktu; 
c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masya-

rakat; dan 
d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyeleng-

garaan pelayanan. 
(4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas 
kepada masyarakat. 

(5) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik. 

Pasal 348 
(1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri 
untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk bupati/wali kota. 

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak 
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program 
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 349 
(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur 

pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya 
saing Daerah. 

(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Perda. 

(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pasal  350 
(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu 
pintu. 

(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 
yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 
teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada 
bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk pelanggaran yang bersifat administrasi. 

(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat      
(5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap      
tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih 
pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin 
yang menjadi kewenangan bupati/wali kota. 

Pasal  351 
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan 

publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. 
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap: 
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau 

melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; 
dan 

b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. 

(3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. 

(4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman 
sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman 
sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan 
khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh 
wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal  352 
(1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. 
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 

kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota. 

(3) Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif 
fiskal dan/atau non-fiskal kepada Daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi adminis-
tratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

BAB XIV 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal  353 
Pasal  354 

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 
mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah Daerah: 
a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerin-

tahan Daerah kepada masyarakat; 
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk 

berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; 

c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi 
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau 

d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup: 
a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan 

membebani masyarakat; 
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan 

pengevaluasian pembangunan Daerah; 
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan 
d. penyelenggaraan pelayanan publik. 

(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam bentuk: 
a. konsultasi publik; 
b. musyawarah; 
c. kemitraan; 
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d. penyampaian aspirasi; 
 pengawasan; dan/atau 
e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-

undang-undangan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
sedikit mengatur: 
a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyeleng-

garaan Pemerintahan Daerah; 
b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah; dan 
d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan 

organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara 
efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan 
berpedoman pada peraturan pemerintah. 

BAB XV 
PERKOTAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 355 
(1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang 

masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan 
jasa. 

(2) Perkotaan dapat berbentuk: 
a. kota sebagai Daerah; dan 
b. kawasan perkotaan. 

(3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
berupa: 
a. bagian Daerah kabupaten; dan 
b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung. 

(4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 356 
(1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk 

secara terencana. 
(2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 357 
(1) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang ter-

bentuk secara alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat 
(1) dan yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
356 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang dibentuk 
secara terencana oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 356 ayat (2) disediakan oleh badan hukum yang ber-
sangkutan. 

(3) Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan per-
kotaan yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Pemerintah Daerah, penyerahannya dilakukan dengan 
tidak merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman dan 
standar pelayanan perkotaan. 

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan 
diatur dalam peraturan pemerintah.  

Pasal  358 
(1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan 

mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. 
(2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pem-
bangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang 
wilayah. 

(3) Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan 
perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan stra-
tegis nasional. 

Pasal  359 
Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
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BAB XVI 
KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA 

Bagian Kesatu 
Kawasan Khusus 

Pasal 360 
(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang 

bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat 
dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi 
dan/atau kabupaten/kota. 

(2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas; 
b. kawasan hutan lindung; 
c. kawasan hutan konservasi; 

kawasan taman laut; 
d. kawasan buru; 
e. kawasan ekonomi khusus; 
f. kawasan berikat; 
g. kawasan angkatan perang; 
h. kawasan industri; 
i. kawasan purbakala; 
j. kawasan cagar alam; 
k. kawasan cagar budaya 
l. kawasan otorita; dan 
m. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Untuk  membentuk   kawasan   khusus   sebagaimana   dimaksud 

pada ayat (1) Pemerintah Pusat mengikutsertakan Daerah yang 
bersangkutan. 

(4) Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur de-
ngan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut 
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat. 

Bagian Kedua 
Kawasan Perbatasan Negara 

Pasal 361 
(1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar 

yang berbatasan langsung dengan negara lain. 
(2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi 

seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan 

kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan mengenai wilayah negara. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: 
a. penetapan rencana detail tata ruang; 
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan 
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. 

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan 
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan 
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota. 

(6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan 
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota 
menugaskan camat di kawasan perbatasan. 

(7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar 
tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara 
tetangga. 

(8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 362 
(1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan 

dengan Perda Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri. 

(2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan 
perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat per-
timbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan peme-
rintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. 

BAB XVII 
KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN 

Bagian Kesatu 
Kerja Sama Daerah 

Pasal 363 
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat 

mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling meng-
untungkan. 
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh Daerah dengan: 
a. Daerah lain; 
b. pihak ketiga; dan/atau 
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai de-

ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja 
sama sukarela. 

Paragraf 1 
Kerja Sama Wajib 

Pasal 364 
(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) 

merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: 
a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan 
b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola 

bersama. 
(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. kerja sama antar-Daerah provinsi; 
b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabu-

paten/kota dalam wilayahnya; 
c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabu-

paten/kota dari provinsi yang berbeda; 
d.  kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah 

provinsi yang berbeda; dan 
e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah 

provinsi. 
(3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, 
Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerin-
tahan yang dikerjasamakan. 

(4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya. 

(5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah 
yang bersangkutan. 

(6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan 
dapat membentuk sekretariat kerja sama. 

(7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
kegiatan kerja sama antar-Daerah. 

(8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing. 

(9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama 
antar-Daerah. 

(10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk 
melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN. 

Paragraf 2 
Kerja Sama Sukarela 

Pasal 365 
Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) 
dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan 
dengan bekerja sama. 

Paragraf 3 
Pelaksanaan Kerja Sama 

Pasal 366 
(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; 
b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai 

tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 
c. kerja sama investasi; dan 
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak 

kerja sama yang paling sedikit mengatur: 
a. hak dan kewajiban para pihak; 
b. jangka waktu kerja sama; 
c. penyelesaian perselisihan; dan 
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. 

(3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang 
dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama. 

Pasal 367 
(1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah 

di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) 
huruf c meliputi: 
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a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. pertukaran budaya; 
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen peme-

rintahan; 
d. promosi potensi Daerah; dan 
e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah 

di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. 

(3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah 
di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama 

Pasal 368 
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi. 

(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama 
antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya. 

Pasal 369 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Bagian Kedua 
Perselisihan 
Pasal  370 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah 
provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan 
perselisihan dimaksud. 

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri 
menyelesaikan perselisihan dimaksud. 

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), 
penanganannya dilakukan oleh Menteri. 

(5) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penye-
lesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat 
final. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian per-
selisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Peme-
rintahan diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB XVIII 
DESA 

Pasal 371 
(1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. 
(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Desa. 

Pasal  372 
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. 

(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan 
kepada APBN. 

(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
dibebankan kepada APBD provinsi. 

(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. 

BAB XIX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Paragraf 1 

Umum 
Pasal  373 

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan ter-
hadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota. 
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(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. 

Paragraf 2 
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 
Pasal 374 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: 
a. pembagian Urusan Pemerintahan; 
b. kelembagaan Daerah; 
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 
d. keuangan Daerah; 
e. pembangunan Daerah; 
f. pelayanan publik di Daerah; 
g. kerja sama Daerah; 
h. kebijakan Daerah; 
i. kepala Daerah dan DPRD; dan 
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian 

melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah 
provinsi. 

(4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, 
konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pe-
ngembangan. 

Paragraf 3 
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
Pasal 375 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh 
perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan 
yang bersifat umum dan bersifat teknis. 

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan 
yang bersifat umum meliputi: 
a. pembagian Urusan Pemerintahan; 
b. kelembagaan Daerah; 
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 
d. keuangan Daerah; 
e. pembangunan Daerah; 
f. pelayanan publik di Daerah; 
g. kerja sama Daerah; 
h. kebijakan Daerah; 
i. kepala daerah dan DPRD; dan 
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan 

yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota. 

(6) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk 
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi 
Daerah. 

(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu 
melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah 
kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

Paragraf 4 
Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan 

Pasal 376 
(1) Untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemen-

terian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepamong-
prajaan. 

(2) Pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai 
abdi negara dengan karakteristik khusus: 
a. memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan 

pemerintahan; 
b. memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamong-

prajaan; dan 
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c. berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan  
pada Bhinneka Tunggal Ika. 

(3) Untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
metode pendidikan dan latihan kepamongprajaan dilakukan 
dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, 
dan pelatihan. 

Paragraf 5 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Pasal  377 
(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah provinsi. 
(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian 

melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-
masing dan berkoordinasi dengan Menteri. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai 
dengan fungsi dan kewenangannya. 

Paragraf 6 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota 

Pasal 378 
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan 

umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh 
perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu 
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk 
melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat. 

Bagian Kedua 
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah 

Terhadap Perangkat Daerah 
Pasal 379 

(1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melak-
sanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah 
provinsi. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat 
provinsi. 

Pasal 380 
(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota ber-

kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Perangkat Daerah kabupaten/kota. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat 
kabupaten/kota. 

Bagian Ketiga 
Penghargaan dan Fasilitasi Khusus 

Pasal 381 
(1) Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja pe-

nyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan 
evaluasi. 

(2) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah 
yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 382 
(1) Dalam hal Daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi pe-

nyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkinerja rendah, Menteri, 
menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian 
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Peme-
rintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah provinsi yang telah dibina namun tidak 
menunjukkan perbaikan kinerja. 

(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
jika penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang men- 
jadi kewenangan Daerah yang berkinerja rendah namun tidak 
berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas.  

(4) Menteri dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala 
lembaga pemerintah nonkementerian. 

(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi 
khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/ 
kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan 
kinerja. 

(6) Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah 
dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan 
kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan 
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pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas 
biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan. 

(7) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil 
alih oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

Pasal  383 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

BAB XX 
TINDAKAN HUKUM TERHADAP 

APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH 
Pasal 384 

(1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum 
melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi 
Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam 
pelaksanaan tug as. 

(2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku apabila: 
a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana; 
b. disangka telah melakukan tindak pidana 
c. kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih; dan/atau 
d. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap 

keamanan negara. 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan 

kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 
24 (dua puluh empat) jam. 

Pasal 385 
(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan 

penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi 
Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau 
aparat penegak hukum. 

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pe-
meriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Aparat  penegak  hukum  melakukan  pemeriksaan  atas penga-
duan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non-
kementerian yang membidangi pengawasan. 

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat 
administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah. 

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat 
pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak 
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XXI 
INOVASI DAERAH 

Pasal 386 
(1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.  
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Pasal 387 
Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu 
pada prinsip: 

a. peningkatan efisiensi; 
b. perbaikan efektivitas; 
c. perbaikan kualitas pelayanan; 
d. tidak ada konflik kepentingan; 
e. berorientasi kepada kepentingan umum; 
f. dilakukan secara terbuka; 
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan 
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepen-

tingan diri sendiri. 

Pasal 388 
(1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, 

aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. 
(2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam 

rapat paripurna. 
(3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai 
inovasi Daerah. 

(4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari 
pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat 
Daerah. 
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(5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau 
kepada Pemerintah Daerah. 

(6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. 

(7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan 
kepada Menteri. 

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 
meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan 
hasil inovasi yang akan dicapai. 

(9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga 
yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. 

(11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif 
kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. 

(12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif 
kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi. 

Pasal 389 
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah 
Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. 

Pasal 390 
Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan per-
aturan pemerintah. 

BAB XXII 
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 391 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan 

Daerah yang terdiri atas: 
a. informasi pembangunan Daerah; dan 
b. informasi keuangan Daerah. 

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. 

Pasal 392 
Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan 
Daerah yang mencakup:  

a.   kondisi geografis Daerah; 
b. demografi; 

c. potensi sumber daya Daerah; 
d. ekonomi dan keuangan Daerah; 
e. aspek kesejahteraan masyarakat; 
f. aspek pelayanan umum; dan 
g. aspek daya saing Daerah. 

Pasal 393 
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, 
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk: 
a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah 

dan laporan pengelolaan keuangan Daerah; 
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan 

keuangan Daerah; 
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja 

keuangan Daerah; 
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan 

Daerah; 
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan 

Daerah secara nasional; dan 
g.   melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah. 

 
(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mudah diakses oleh masyarakat. 

Pasal 394 
(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan 
kepada masyarakat. 

(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan 
kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan 
Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur 
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dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bu-
pati/wali kota. 

(4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap 
tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti 
program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewe-
nangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh 
pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 395 
Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah 
dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah 
lainnya. 

BAB XXIII 
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH 

Pasal 396 
(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah. 
(2) Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Pre-
siden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: 
a. penataan Daerah; 
b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 
c. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah; dan 
d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerin-

tahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. 

Pasal  397 
(1) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri 

atas: 
a. Wakil Presiden selaku ketua; 
b. Menteri selaku sekretaris; 
c. para menteri terkait sebagai anggota; dan 
d. perwakilan kepala daerah sebagai anggota. 

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pertimbangan otonomi 
daerah dibentuk sekretariat. 

(3) Menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan pertim-
bangan otonomi daerah. 

(4) Sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga ahli. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi 
daerah diatur dengan Peraturan Presiden.  

BAB XXIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 398 
Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana. 

BAB XXV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 399 
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi 
Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur 
secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan 
kekhususan Daerah tersebut. 

Pasal 400 
(1) Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
324 dan Pasal 325 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang 
tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri. 

BAB XXVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 401 
(1) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas 

bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku 
ditetapkan dengan peraturan Menteri. 

(2) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada 
perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi 
informasi geospasial. 

Pasal  402 
(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang 

ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. 
(2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 
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BAB XXVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 403 

Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan 
legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku 
harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan 
badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang ini. 

Pasal 404 

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta 
dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang 
diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 405 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelak-
sanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 406 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 407 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah 
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-
Undang ini. 

Pasal 408 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan per-
undang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pe-
merintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum 
diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

Pasal 409 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 
159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); dan 

d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 
sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 410 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling 
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 411 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

                Disahkan di Jakarta 

     pada tanggal 30 September 2014 

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                          ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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               Diundangkan di Jakarta 

           pada tanggal 2 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2010 

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:  

a. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Pokok Agraria, hak atas tanah hapus anta

ditelantarkan;  

b. bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan 

kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta 

menurunkan kualitas lingkungan,

kembali penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, tidak dapat lagi 

dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan 

tanah telantar sehingga perlu dilakukan penggantian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

Telantar.  

Mengingat:  

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-

Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2010  

TENTANG  

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena 

bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan 

kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta 

menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan 

kembali penertiban dan pendayagunaan tanah telantar;  

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, tidak dapat lagi 

dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan 

sehingga perlu dilakukan penggantian;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

366 

Lampiran  4 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);  

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3643);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).  

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan:  

PERATURAN PEMERINTAH 

TENTANG  

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 
adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.  

2. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya.  

3. Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari 
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau 
badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau meman-
faatkan tanah.  

4. Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang Hak 
Pengelolaan, atau pemegang izin/keputusan/surat dari pejabat 
yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.  

5. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia.  

6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. 

BAB II 
OBJEK PENERTIBAN TANAH TELANTAR  

Pasal 2  
Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah yang sudah diberikan 
hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan 
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
pemberian hak atau dasar penguasaannya. 
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Pasal 3 

Tidak termasuk objek penertiban tanah telantar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah:  

a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan 

yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan  

b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus 

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak diper-

gunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 

haknya.    
BAB III  

IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN 

Pasal 4 

(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi 

telantar.  

(2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 

pelaksanaan identifikasi dan penelitian.  

Pasal 5 

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.  

(2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur 

instansi terkait yang diatur oleh Kepala.  

Pasal 6 

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) dilaksanakan:  

a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau  

b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan 

atas tanah dari pejabat yang berwenang.  

(2) Identifikasi dan penelitian tanah telantar meliputi:  

a. nama dan alamat Pemegang Hak;  

b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan 

keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan  

c. keadaan yang mengakibatkan tanah telantar.  

Pasal 7 

(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 meliputi:  

a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;  

b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya 

untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, 

rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

pada saat pengajuan hak;  

c. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang 

terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait 

tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data 

yang diperlukan;  

d. melaksanakan pemeriksaan fisik;  

e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan 

tanah pada peta pertanahan;  

f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah telantar;  

g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;  

h. melaksanakan sidang Panitia; dan  

i. membuat Berita Acara.  

(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan 

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 

Kantor Wilayah.  

BAB IV  

PERINGATAN 

Pasal 8 

(1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah 

telantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan 

sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada 

Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya 

sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian 

haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar pengua-

saannya.  

(2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah 

memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang 

sama dengan peringatan pertama.  
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(3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah memberikan 

peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan 

peringatan kedua.  

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala.  

(5) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat 

peringatan tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak 

Tanggungan.  

(6) Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah 

mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang 

bersangkutan sebagai tanah telantar.  

BAB V 

PENETAPAN TANAH TELANTAR 

Pasal 9 

(1) Kepala menetapkan tanah telantar terhadap tanah yang diusulkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (6).  

(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar 

merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a, penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, 

sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.  

(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar 

adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah 

telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga 

pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara.  

Pasal 10 

(1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan 

hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan 

hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara.  

(2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian 

hamparan yang ditelantarkan, maka hak atas tanahnya 

dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan 

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan 

selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas 

bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan 

dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.  

(3) Untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan 

permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 11 

(1) Apabila tanah hak yang ditelantarkan kurang dari atau sama 

dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat 

mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang 

benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kepu-

tusan pemberian haknya.  

(2) Biaya atas revisi pengurangan luas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi beban Pemegang Hak.  

Pasal 12 

(1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar, 

dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).  

(2) Tanah yang dinyatakan dalam keadaan status quo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum 

atas bidang tanah tersebut sampai diterbitkan penetapan tanah 

telantar yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, 

sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.  

Pasal 13 

(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan 

penetapan tanah telantar, wajib dikosongkan oleh bekas 

Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya 

yang bersangkutan.  
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(2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di 

atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh 

Negara.  

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah telantar 

diatur dalam Peraturan Kepala.  

BAB VI 

PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR 

Pasal 15 

(1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk 

kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan 

program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.  

(2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.  

Pasal 16 

Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang 

berhubungan dengan penguasaan dan penggunaannya tidak boleh 

diterbitkan izin/keputusan/surat dalam bentuk apapun selain yang 

ditetapkan dalam Pasal 15.  

Pasal 17 

Pelaksanaan penertiban tanah telantar dan pendayagunaan tanah 

negara bekas tanah telantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya 

dilaporkan secara berkala kepada Presiden.  

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap tanah yang 

telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah telantar 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, dalam jangka waktu 3 

(tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.   

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

Telantar dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.   

Pasal 20 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia.  

 

                Ditetapkan Di Jakarta,  

        Pada Tanggal 22 Januari 2010  

     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

                             Ttd.  

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  

                   

Diundangkan Di Jakarta, 

             Pada Tanggal 22 Januari 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                    REPUBLIK INDONESIA, 

                                    Ttd. 

                        PATRIALIS AKBAR 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 

NOMOR 16 
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PENJELASAN  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2010  

TENTANG 

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  

 I.  UMUM  

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa 
dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini 
tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak 
atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa 
tempat masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur 
untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai 
sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih 
berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan 
kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, 
optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah 
di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta 
untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.  

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan 
tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk 
mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta 
juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalan-
kan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar 
penguasaan tanah. Penelantaran tanah juga berdampak pada 
terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, 
rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, 
tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada 
tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.  

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada 
Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan 
serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang 
Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa 
dan negara. Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan 
hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. 

Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika 
Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah 
yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan 
sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Bagi tanah yang 
belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, 
penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak 
atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena 
itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan 
atas tanah, baik dengan pengadaan tanah itu dari hak orang lain, 
memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan, karena 
memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan ka-
wasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya 
dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan 
untuk mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan 
belum mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka 
hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan diha-
puskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara.  

Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan 
untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan 
demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah telantar 
merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-
program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional.  

II.   PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2  
Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah 
telantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau 
tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 
haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya 
dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, 
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, 
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surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan 
hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang 
berwenang.  
Pasal 3  

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam 
ketentuan ini adalah karena Pemegang Hak perseorangan dimaksud 
tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, 
mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau 
sifat dan tujuan pemberian haknya.  

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam 
ketentuan ini adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah 
untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.  
Pasal 4  
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “tanah yang terindikasi telantar” adalah 
tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, 
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang 
belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Untuk memperoleh data 
tanah terindikasi telantar dilaksanakan kegiatan inventarisasi yang 
hasilnya dilaporkan kepada Kepala.  
Ayat (2)  

Cukup jelas.  
Pasal 5  

Cukup jelas.  
Pasal 6  

Cukup jelas.   
Pasal 7  

Cukup jelas.  
Pasal 8  
Ayat (1)  

Dalam surat peringatan pertama perlu disebutkan hal-hal yang 
secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi yang 
dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak 
melaksanakan peringatan dimaksud.  

Ayat (2)  
Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan 

dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret 
yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi yang dapat 
dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak 
melaksanakan peringatan dimaksud.  
Ayat (3)  

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan 
terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, 
menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak 
dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak 
mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.  
Ayat (4)  

Cukup jelas.  
Ayat (5)  

Cukup jelas.  
Ayat (6)  

Cukup jelas.   
Pasal 9  

Cukup jelas.  
Pasal 10  

Cukup jelas.   
Pasal 11  

Cukup jelas.   
Pasal 12  

Cukup jelas.   
Pasal 13  

Cukup jelas.   
Pasal 14  

Cukup jelas.   
Pasal 15  
Ayat (1)  

Tanah negara bekas tanah telantar merupakan tanah cadangan 
umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan 
negara, melalui reforma agraria dan program strategis negara serta 
untuk cadangan negara lainnya.  

Reforma Agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup 
penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset 
masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai 
dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 
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dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 UndangUndang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap 
tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah 
telantar.  

Program strategis negara antara lain untuk pengembangan sek- 
tor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  

Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan 
tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, 
kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman 
kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan 
umum. 
Ayat (2)  

Cukup jelas.  
Pasal 16  

Cukup jelas.   
Pasal 17  

Cukup jelas.   
Pasal 18  

Cukup jelas.   
Pasal 19  

Cukup jelas.   
Pasal 20  

Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5098 

 
PERATURAN 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  4  TAHUN 2010 
TENTANG 

TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA,   
Menimbang:   

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pen-
dayagunaan Tanah Telantar, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban 
Tanah Telantar.  

Mengingat:  

1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar 
Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);  

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan  Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor 

380 
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4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan   Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4725);  

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 5068);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang  Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3643);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 
dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5098);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5100);  

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Per-

tanahan Nasional;  
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah;  

16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak 

Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;  
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia;  

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  

PERATURAN 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG 

TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 
adalah hak atas tanah sebagaimana  dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.  

2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewe-
nangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada peme-
gangnya.  

3. Dasar penguasaan atas tanah adalah ijin/keputusan/surat dari 
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau 
badan hukum untuk menguasai, mengajukan hak, menggunakan, 
atau memanfaatkan tanah.  

4. Pemegang hak adalah pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, 
atau pemegang ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang 
yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.  

5. Tanah yang diindikasi telantar adalah tanah yang diduga tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan  sesuai 
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.  
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6. Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara 
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah 
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
pemberian hak atau dasar penguasaannya.   

7. Penertiban tanah telantar adalah proses penataan kembali tanah 
telantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk 
kepentingan masyarakat dan negara.   

8. Penetapan Tanah Telantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh 
Kepala terhadap tanah yang terindikasi telantar menjadi tanah 
telantar.   

9. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar adalah 
pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar melalui per-
untukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan ma-
syarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan 
untuk cadangan negara lainnya.  

10. Reforma Agraria adalah kebijakan pertanahan yang mencakup 
penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan 
aset masyarakat dan penataan akses masyarakat.  

11. Program strategis negara adalah program strategis di bidang 
pertanahan terutama mengenai pemanfaatan tanah negara    
bekas tanah telantar antara lain untuk memenuhi kebutuhan 
pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

12. Tanah cadangan negara lainnya adalah tanah negara bekas tanah 
telantar yang dicadangkan antara lain untuk memenuhi ke-
butuhan tanah bagi kepentingan pemerintah, pertahanan dan 
keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi 
dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan 
untuk kepentingan umum.  

13. Panitia Identifikasi dan Penelitian yang selanjutnya disebut Panitia 
C adalah panitia yang bertugas melaksanakan identifikasi dan 
penelitian tanah telantar, yang terdiri dari unsur Badan Per-
tanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan jajaran instansi yang 
berkaitan dengan peruntukan tanah.   

14. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia;  

15. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Per-
tanahan Nasional Provinsi;  

16. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota.   

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penertiban tanah telantar.  

Pasal 3 
Penertiban tanah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
dilakukan dengan tahapan:  
a.   inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang 

terindikasi telantar;  
c. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi telantar;  
d. peringatan terhadap pemegang hak;  
e. penetapan tanah telantar.  

  
BAB III 

PENERTIBAN TANAH TELANTAR 

Bagian Pertama 
Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar 

Pasal 4 
(1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan inventarisasi tanah ter-

indikasi telantar.  
(2) Informasi tanah terindikasi telantar diperoleh dari hasil 

pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, 
atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari 
masyarakat, atau pemegang hak.  
  

Pasal 5 
(1) Obyek inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :  
a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 

dan Hak Pengelolaan; dan  
b. Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan dari 

pejabat yang berwenang sejak diterbitkan izin/keputusan/ 
surat dasar penguasaan tanah tersebut.  

(2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemegang hak berkewajiban melaporkan 
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan 
pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah dari 
pejabat yang berwenang.  
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Pasal 6 
Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan melalui:  

a. pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi telantar  
meliputi data tekstual dan data spasial:  
1. data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, 

nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, 
tanggal, dan berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas tanah, 
penggunaan tanah, luas tanah terindikasi telantar;  

2. data spasial merupakan data grafis berupa peta yang 
dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi 
telantar.  

b. pengelompokan data tanah yang terindikasi telantar yang ter-
himpun sebagaimana pada huruf a,  dilakukan menurut wilayah 
kabupaten/kota dan jenis hak/dasar penguasaan dengan format 
Lampiran 1.  

c. pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah terindikasi 
telantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan 
secara tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan, bahan 
analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.  

Bagian Kedua 
Identifikasi dan Penelitian 

Pasal 7 

(1) Tanah terindikasi telantar yang telah diinventarisasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, ditindaklanjuti dengan identifikasi dan 
penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan.  

(2) Identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian 
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak  

Pakai terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan 
sertipikatnya; atau  

b. Tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/surat dasar 
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang ter-
hitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut.  

(3) Kepala Kantor Wilayah menganalisis hasil inventarisasi untuk 
menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi 
dan penelitian terhadap tanah terindikasi telantar.   

(4) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ber-
dasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut ditelantarkan 
dan/atau luas tanah yang terindikasi telantar.  

Pasal 8 
(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi tanah 

terindikasi telantar yang akan dijadikan target identifikasi dan 
penelitian.  

(2) Kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi :  
a. verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan 

letak tanah.  
b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya 

untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, 
rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah 
pada saat pengajuan hak;   

c. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang 
terkait, apabila pemegang hak/kuasa/wakil tidak memberikan 
data dan informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat 
dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilak-
sanakan dengan cara lain untuk memperoleh data dengan 
format Lampiran 2;  

d. melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan tek-
nologi yang ada;   

e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan 
tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan 
fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d;  

f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah telantar antara 
lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab ter-
jadinya tanah telantar, kesesuaian dengan hak yang 
diberikan, dan  kesesuaian dengan tata ruang;  

g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan 
format Lampiran 3.  

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan data dan informasi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Kepala Kantor 
Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak 
yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian.  

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disampaikan langsung kepada pemegang hak sesuai alamat 
atau domisili pemegang hak.   

(5) Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui 
pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan 
pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa tanah 
tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.  



Lamp. 5: Peraturan Kepala BPNRI No. 4/2010 Tentang Tata Cara . . . Tanah Telantar  387  388 DIMENSI  POLITIK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR  . . . 

 

 

Bagian Ketiga 
Panitia C 

Pasal 9 
Setelah data hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan 
upaya penertiban, Kepala Kantor Wilayah membentuk Panitia C yang 
terdiri dari unsur Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Pemerintah 
Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang 
bersangkutan.  

Pasal 10 
(1) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 terdiri atas:  
a. Ketua: Kepala Kantor Wilayah;   
b. Sekretaris: Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan  

Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota;  
c. Anggota:  

1.   Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;   
2. Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan perun-

tukan tanahnya;  
3. Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan 

peruntukan tanahnya  
4. Kepala Kantor Pertanahan  

(2) Untuk membantu Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.  

(3) Sekretariat Panitia C membantu menyiapkan semua data yang 
diperlukan dan membuat resume permasalahan tanah yang 
terindikasi telantar dan menjalankan tugas administrasi ke-
sekretariatan.   

Pasal 11 
(1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia C 

melakukan identifikasi dan penelitian, meliputi :   
a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;   
b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya 

untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, 
rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah 
pada saat pengajuan hak;   

c. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang 
terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain harus memberi 
keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;   

d. melaksanakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan tek-
nologi yang ada;   

e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan 
tanah pada peta pertanahan;  

f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah telantar;  
g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;  
h. melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan mem-

berikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah 
dalam rangka tindakan penertiban tanah telantar; dan    

i. membuat dan menandatangani Berita Acara dengan format 
Lampiran 4.  

(2) Sidang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:  
a. dilaksanakan satu kali sidang; dan   
b. menghasilkan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor 

Wilayah dalam bentuk Berita Acara Panitia.  
(3) Dalam hal terdapat anggota panitia tidak bersedia menanda-

tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Ketua Panitia C membuat catatan pada Berita Acara 
tersebut mengenai alasan penolakan/keberatan dimaksud.  

(4) Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi keabsahan Berita Acara 
dimaksud.   

Pasal 12 
Panitia C bertanggung-jawab secara yuridis administratif atas isi dari 
Berita Acara Panitia.  

Pasal 13 
Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian 
serta Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada 
Kepala Kantor Wilayah, dengan format Lampiran 5. 

Bagian Keempat 
Peringatan dan Pemberitahuan 

Pasal 14 
(1) Apabila hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 disimpulkan terdapat tanah yang ditelantarkan, 
Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemegang hak 
dan sekaligus memberikan peringatan.  

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan tersebut, 
pemegang hak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan 
tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya 
atau dasar penguasaannya.  
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(3) Dalam surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan         
oleh  pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila 
pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan 
peringatan dimaksud dengan format Surat Peringatan Pertama, 
dengan format Lampiran 6.  

(4) Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperhatikan 
kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan 
peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan 
peringatan pertama, dengan format Lampiran 7.  

(5) Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan 
kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan 
peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir, 
dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua, 
dengan format Lampiran 8.  

Pasal 15 
(1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan 

pembuatan surat peringatan pertama adalah data dari hasil 
identifikasi dan penelitian Panitia C, sedangkan data untuk surat 
peringatan kedua dan ketiga adalah data pada akhir peringatan  
sebelumnya.  

(2) Tindakan konkret yang harus dilakukan Pemegang Hak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), antara lain :  
a. mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya 

sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;  
b. dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat 

dan tujuan pemberian haknya, pemegang hak harus 
mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah kepada 
Kepala sesuai dengan peraturan yang berlaku;   

c. mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas 
tanah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan 
tanahnya sesuai dengan ijin/keputusan/surat dari pejabat 
yang berwenang.  

(3) Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pemegang hak se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah hak atau dasar 
penguasaan atas tanahnya ditetapkan menjadi tanah telantar,  
yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan 
tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.   

Pasal 16 
(1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang 

hak wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu 
kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Kantor 
Pertanahan, dengan format  Lampiran 9.  

(2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
lapangan terhadap laporan pemegang hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan, dengan format 
Lampiran 10.   

Bagian Kelima 
Penetapan Tanah Telantar 

Pasal 17 

(1) Apabila peringatan ketiga ternyata pemegang hak tidak mematuhi 
peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada 
Kepala untuk ditetapkan sebagai tanah telantar, dengan format 
Lampiran 11.   

(2)    Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain :  
a. tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan 

pemberian haknya;  
b. masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan Surat 

Keputusan atau dasar penguasaan tanah;  
c. masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan 

Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;  
d. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;   
e.   penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat 

Keputusan atau dasar penguasaan tanah; atau  
f.   belum mengajukan permohonan hak untuk dasar pengua-

saan tanah.  
Pasal 18 

(1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar 
kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan 
sampai diterbitkan penetapan tanah telantar.  

(2) Tanah telantar berstatus quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.  

Pasal 19 
(1) Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Telantar atas 

usulan Kepala Kantor Wilayah.  
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(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
hapusnya hak atas tanah, pemutusan  hubungan hukumnya, dan 
sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung 
oleh negara, dengan format Lampiran 12. 

Pasal 20 
(1) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Telantar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), persentase luas 
tanah yang ditelantarkan dikelompokan menjadi:  
a.   100 persen telantar;   
b. lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen 

telantar;   
c. kurang dari atau sama dengan 25 persen telantar.   

(2) Apabila seluruh hamparan tanah ditelantarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Keputusan Penetapan 
Tanah Telantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas 
tanah tersebut.   

(3) Apabila sebagian hamparan yang ditelantarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf  b, maka Keputusan Penetapan 
Tanah Telantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah 
tersebut, dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan 
kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, diper-
gunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian 
haknya, dengan melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas 
tanah atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.   

(4) Apabila tanah hak yang ditelantarkan kurang dari atau sama 
dengan 25 (dua puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, maka Keputusan Penetapan Tanah Telantar 
diberlakukan hanya terhadap tanah yang ditelantarkan dan 
selanjutnya Pemegang Hak mengajukan permohonan revisi luas 
bidang tanah hak tersebut dan biaya revisi menjadi beban 
Pemegang Hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5)   Keputusan Penetapan tanah telantar yang telah diberikan dasar 
penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), 
diberlakukan hanya terhadap tanah yang ditelantarkan, dan 
selanjutnya bekas pemegang dasar penguasaan tersebut 
mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atas bidang tanah yang benarbenar 
diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan 
ijin/keputusan/surat yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.   

Pasal 21 
Tanah negara bekas tanah telantar yang ditetapkan oleh Kepala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikuasai langsung oleh negara 
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, me-
rupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk 
kepentingan masyarakat dan negara melalui: 

a.  Reforma Agraria;  
b. Program strategis negara; dan  
c. Cadangan negara lainnya.  

Pasal 22 
(1) Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

disampaikan kepada pemegang hak atau bekas pemegang hak, 
dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Kantor Wilayah, 
Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan, instansi terkait serta 
kepada pemegang Hak Tanggungan apabila terdapat Hak 
Tanggungan;   

(2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Kantor Pertanahan wajib mencoret sertipikat hak atas 
tanah dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar umum dan 
daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah, serta 
mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan 
setelah dikeluarkannya keputusan Kepala yang menyatakan bahwa 
sertipikat tersebut tidak berlaku, dengan format Lampiran 13.  

Pasal 23 
(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan 
penetapan tanah telantar, wajib dikosongkan oleh bekas 
Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya 
yang bersangkutan.   

(2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya tidak 
lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh Negara.  

BAB IV 
PELAPORAN 

Pasal 24 
(1) Kepala Kantor Wilayah menyusun laporan pelaksanaan penertiban 

tanah telantar secara berkala setiap bulan, triwulan dan tahunan, 
dan disampaikan kepada Kepala.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling 
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.  

(3) Pelaksanaan penertiban tanah telantar dilaporkan secara berkala 
oleh Kepala kepada Presiden.  
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BAB V  
PEMBIAYAAN 

Pasal 25 
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 
Pada saat peraturan ini mulai berlaku terhadap tanah yang telah 
diidentifikasikan atau diberi peringatan sebagai tanah telantar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dan Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan harus ditindaklanjuti sesuai dengan 
peraturan ini. 

Pasal 27 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah negara bekas 
tanah telantar akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala.  

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dinyatakan tidak 
berlaku.   

Pasal 29 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

  
Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 1 Pebruari 2010 
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